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ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari permasalahan 1zin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung
lapangan tenis di Kabupaten Aceh Tenggara, yang dibangunan tanpa memiliki IMB. Sistem
administrasi yang tidak baik menimbulkan permasalahan yakni penutupan jalan lalu lintas
ke desa Plonas, penataan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten (RTWK) sehingga menuai polemik bagi warga masyarakat. Regulasi tentang
pembangunan gedung belum menyesuaikan dengan aturan yang terbaru, pendirian
bangunan gedung lapangan tenis masih aturan hukum produk yang lama. Berangkat dari
latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni: 1.
Bagaimana pengaturan mengenai izin mendirikan bangunan di Kabupaten Aceh Tenggara
(khususnya pembangunan lapangan tenis). 2. Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap
pembangunan dan pelaksanaan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Aceh Tenggara.
Jenis penelitian ini, adalah normatif untuk meneliti permasalahan hukum yang bersumber
dari peraturan perundang-undangan, kemudian didukung dengan penelitian lapangan
dengan mengadakan wawancara dengan sejumlah narasumber. Pendekatan penelitian ini
adalah perundang-undangan statute approach yakni pendekatan yang dilakukan dengan
menganalisa, legislasi, regulasi dan pendekatan keputusan beschikking/decree terkait
dengan pengaturan dan pengawasan izin mendirikan bangunan lapangan tenis di Kabupaten
Aceh Tenggara . Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama, aturan tentang bangunan
gedung masih memakai produk hukum lama, belum menyesuaikan dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Bangunan Gedung. Pendirian bangunan gedung lapangan tenis tanpa memiliki Izin
Mendirikan Bangunan (IMB), hanya surat telaahan staf Disparpora, surat telaahan staf
PUPR, dan-Surat Bupati Aceh Tenggara. Pembangunan gedung lapangan tenis tidak sesuai
dengan Qanun Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Bagunan Gedung sehingga
menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat yakni: penutupan jalan lalu lintas, penataan
ruang yang tidak baik, fungsi bangunan gedung lapangan tenis tidak dimanfaatkan oleh
masyarakat. Kedua, pengawasan yang dilakukan pemerintah berdasarkan Qanun Aceh
Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, secara khusus pengawasan
terhadap bangunan gedung lapangan tenis dilakukan berdasarkan biaya, mutu dan waktu
pada tahap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung lapangan tenis.

Kata kunci: I1zin Mendirikan Bangunan (IMB), pengawasan, konstruksi bangunan gedung
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ABSTRACT

This research departs from the problem of Building Permits (IMB) for tennis court
buildings in Southeast Aceh District, which built without having an IMB. An administrative
system that is not good causes problems, namely the closure of the traffic road to Plonas
village, spatial planning that is not in accordance with the Regency Spatial Plan (RTWK) so
that it creates polemics for the community. Regulations regarding building construction
have not adapted to the latest regulations, the construction of tennis court buildings is still
the old product law regulations.Departing from this background, there are two formulations
of the problem in this research, namely: 1. How is the regulation regarding building permits
in Southeast Aceh District (especially the construction of a tennis court). 2. How is the
government's supervision of the construction and implementation of building permits in
Southeast Aceh District. This type of research is normative to examine legal issues
originating from laws and regulations, then supported by field research by conducting
interviews with a number of sources. The approach to this research is the statutory statutory
approach, namely the approach carried out by analyzing, legislation, regulations and
beschikking/decree decision approaches related to regulation and supervision of building
permits for tennis courts in Southeast Aceh District. The results of this study conclude
first,the rules regarding buildings still use old legal products, have not adapted to Law
Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 16 of
2021 concerning Regulations for Implementing Law Number 28 of 2020 concerning
Buildings. The construction of the tennis court building without having a building permit
(IMB), only a review letter from the Disparpora staff, a review letter for PUPR staff, and a
Letter from the Southeast Aceh Regent. The construction of the tennis court building is not
in accordance with Southeast Aceh Qanun Number 1 of 2014 Concerning Buildings,
causing losses for community members, namely: traffic road closures, poor spatial planning,
the function of the tennis court building is not utilized by the community. Second,

Keywords: Building Permit (IMB), supervision, building construction
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam mendirikan bangunan tentu harus terbih dahulu memiliki izin untuk
membangun suatu gedung, Perolehan izin Bangunan tentu tidak lepas dari berbagai
pertimbangan dari aspek pemantuan terlebih dahulu yang dilakukan pemerintah dengan
berbagai syarat yang telah ditentukan. Dalam struktur ketatanegaraan bahwa tugas
pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan perlu adanya peraturan
perundang-undangan untuk mengatur di bidang perizinan yang tidak terlepas dari peraturan
perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam

pembangunan gedung.?

Izin dalam arti luas adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum
administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan
tingkah laku warga. Secara yuridis pengertian ijin dan perijinan tertuang dalam Pasal 1
angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dijelaskan bahwa ijin adalah dokumen yang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya
yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan
untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Dalam Pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa
perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu,
baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha, dengan demikian disimpulkan bahwa
perijinan merupakan suatu upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang

menimbulkan gangguan pada kepentingan umum.

! Satjipto Raharjo. 2000. IImu Hukum. Citra Aditya, Bandung, Him 181.
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Pembangunan gedung memiliki berbagai aspek kepentingan yang bertujuan untuk
memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia 1945 yakni pembangunan yang menekankan pada kesimbangan
kepentingan masyarakat untuk kemakmuran lahiriah dan kepuasaan batiniah bagi masyarakat
Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial. Adapun tujuan perizinan, dapat dilihat dari
kenyataan konkret yang dihadapi sebagai berikut:?

Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu.
Mencegah bahaya bagi lingkungan.

Keinginan melindungi objek-objek tertentu

Hendak membagi benda-benda yang sedikit.

Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas dimana pengurus harus
memenuhi syarat tertentu.

ko

Tujuan dalam perizinan tentu tidak terlepas dari pengawasan pemerintah untuk
mencegah bahaya bagi lingkungan, dan orang-orang yang menggunakan izin ataupun
mengurus izin. Pengawasan terhadap tindakan Pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah

dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan noma-norma hukum.

Bangunan gedung yang merupakan wujud fisik dari pembangunan, setiap bangunan
harus memenuhi syarat administratif dan syarat teknis bangunan gedung. Dalam
penyelanggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan
peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan
pembangunan gedung yang fungsional, seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.®

Pengaturan mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur fungsi dari bangunan gedung,
persyaratan dari bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, hak dan kewajiban
dari pemilik bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh

pemerintah dan sanksinya, dalam mendirikan sebuah bangunan, IMB harus telebih dahulu

2 Ridwan HR, 2003, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta, HIm 152
3 Ardian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), him:223



diterbitkan sebelum melakukan pembangunan, tentu hal ini terlebih dahulu melakukan
pertimbangan dan pengecekan terhadap pembangunan sebuah gedung.*

Dapat diartikan IMB adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pribadi,
sekelompok orang dan badan hukum untuk membangun dalam rangka pemanfaatan ruang
sesuai dengan izin yang diberikan kerana telah memenuhi ketentuan dari berbagai aspek, baik
pertahanan, teknis, perencanaan serta lingkungan. ® Namun peraturan mengenai IMB
mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja. Istilah IMB diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pesetujuan Bangunan dapat diartikan yakni perizinan yang diberikan kepada pemilik
bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.® Peraturan ini
memberikan kemudahan dalam mendirikan bangunan selama sesuai dengan standar yang
ditetapkan pemerintah, sehingga memungkinkan pembangunan dapat dilakukan tanpa harus
terlebih dahulu diterbitkan PGB sesuai penjelasan dalam Pasal 210 Peraturan Pamerintah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

Perubahan istilah IMB dan pengaturan yang lebih detail mengatur mengenai
pelaksanaan pembangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
maka peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dicabut.’ Perubahan peraturan
perundang-undangan tentu peraturan daerah/qanun di Aceh dalam hal pengaturan izin
bangunan dan pelaksanaan teknisnya harus menyesuaikan Qanun Aceh Tenggara Nomor 1

Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020

4 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

5 GatutSusanta, Mudah Mengurus IMB di 55 Kota dan Kabupaten di Indonesia. Jakarta: Raih.Asa.Sukse,2009
him: 65

6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung



tentang Cipta kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sesuai yang
dijelaskan dalam kententuan penutup bahwa pemerintah daerah harus menyediakan
Persetujuan Bangunan Gedung (PGB) dalam jangka waktu enam (6) bulan sejak peraturan
pemerintah ini berlaku. Namun peraturan daerah atau ganun di Aceh tentang bangunan
gedung belum menyesuaikan dengan peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

Pendirian bangunan di Kabupaten Aceh Tenggara, ada sebuah bangunan yang
didirikan yakni lapangan tenis, lokasi pendirian bangunan tersebut berakibat pengendalian
fungsi jalan lalu lintas. Masyarakat sehari-hari menggunakanjalan lalu lintas menuju salah
satu desa yakni kampung Plonas, namun dengan adanya pengendalian fungsi jalan tersebut
berdampak jalan lalu lintas tidak digunakan lagi. Masyarakat terpaksa melalui jalan lalu lintas
yang lain tentu memerlukan jarak tempuh yang memakan waktu. Bangunan lapangan tenis
didirikan pada tahun 2021 pendirian bangunan lapangan tenis di jalan Manunggal Khaje
Bintang, Ahmad Yani, Aceh Tenggara, pendirian bangunan berakibat pengendalian fungsi
jalan lalu lintas sehingga berdampak pada penutupan jalan. Bangunan lapangan tenis menuai
polemik oleh masyarakat dan media massa, masyarakat mengeluhkan mengapa pembangunan
didirikan dilokasi jalan lalu lintas yang ramai di lalui oleh masyarakat sekitar dan pengemudi
yang lain untuk menuju tujuannya. Protes dari masyarakat sekitar terhadap pembangunan
lapangan tenis ramai dibicarakan sehingga para wartawan turun meliput permasalahan

pembangunan lapangan tenis.®

Jika ditinjau secara yuridis bangunan gedung lapangan tenis Aceh Tenggara
seharusnya memenuhi standar teknis antara lain: standar perencanan dan perancangan

gedung, standar pemanfaatan bangunan gedung, ketentuan penyelenggaraan bangunan

8 Redakasi Aceh Journal, National Network (AJINN). Bupati Aceh Tenggara Setujui Jalan Umum Dijadikan
Lapangan Tenis. 01 Agustus 2021https://www.ajnn.net/news/bupati-agara-setujui-jalan-umum-dijadikan-
lapangan-tenis/index.html.


https://www.ajnn.net/news/bupati-agara-setujui-jalan-umum-dijadikan-lapangan-tenis/index.html
https://www.ajnn.net/news/bupati-agara-setujui-jalan-umum-dijadikan-lapangan-tenis/index.html

gedung negara, ketentuan dokumen dan ketentuan pelaku penyelenggaraan bangunan
gedung, sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
menyatakan standar perencanaan dan perancangan bangunan gedung Paragraf | Pasal 14
membagi beberapa macam standar perencanaan dan perancangan bangunan gedung pertama
tata bangunan gedung dalam Pasal 21 ayat (1) bahwa persyaratan kententuan intensitas
bangunan gedung harus memperhatikan kepadatan dan ketinggian bangunan gedung dan
jarak bebas bangunan gedung diperjelas pada ayat (2) setiap bangunan gedung yang
didirikan harus mengikuti kentuan intensitas bangunan gedung yang ditetapkan dalam

RDTR dan RTBL.

Peraturan Qanun Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung
dalam Pasal 68 ayat (4) dijelaskan permohonan izin mendirikan bangunan ditolak apabila
bangunan gedung menggangu lalu lintas, aliran air, cahaya atau bangunan-bangunan yang
telah ada, dapat diartikan bahwa dalam mendirikan sebuah bangunan harus terlebih dahulu
diperhatikan lokasinya dan bebas dari bangunan gedung lain baik sarana dan prasananya,
tentu hal ini bertantangan dengan pendirian bangunan lapangan tenis di Kabupaten Aceh
Tenggara yang kondisi bangunan tersebut menghambat jalan lalu lintas untuk menuju salah

satu jalan arah ke salah satu desa.®

Izin yang dikeluarkan merupakan legalitas bagi individu untuk mendirikan sebuah
bangunan, oleh sebab itu diperlukan sarana penegakan hukum dan diseimbangi dengan
pengawasan serta sanksi, baik itu upaya preventif dan juga represif. Keberadaan sebuah
aturan hukum sangat dibutuhkan, kerena bertujuan untuk menertibkan dan memberikan
arahan yang jelas, keberadaan sebuah aturan juga tidak terlepas dari gambaran kondisi dan

tingkat kesadaran  masyarakat setempat, dalam mewujudkan negara hukum yang

% Pasal 14 dan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan



demokratis, masyarakat dan pemerintah dituntut untuk aktif dalam pembangunan di segala

bidang demi kemajuan bersama.?

Setiap pembangunan gedung tentu melalui tahapan perencanaan penataan ruang
wilayah kabupaten/kota sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 26 ayat (1) huruf b menyatakan rencana
struktur ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan sistem wilayah perkotaan, pedesaan
dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, dapat diartikan bahwa jalan lalu lintas
adalah parasana di Kabupaten Aceh Tenggara yang seharusnya diperhatikan sebelum

dilakukan pembangunan.!

Sejalan dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkejaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pasal 51 huruf i menjelaskan bahwa
seharusnya terlebih dahulu menganalisa permasalahan-permaslahan yang timbul dalam
penyelanggaraan di bidang penataan ruang dan dilanjut pada Pasal 56 hutuf e dalam
pembangunan dan penataan ruang harus menyiapkan penerbitan rekomendasi izin
membangun (IMB).*2 Namun, izin mendirikan bangunan lapangan tenis di Kabupaten Aceh
Tenggara belum jelas tarkait izin bangunan tersebut dikeluarkan oleh Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Tenggara.™

Bangunan berfungsi sebagai sarana perekonomian, pendidikan, kesehatan dan
kebudayaan terkait dengan fungsi pemerintah daerah sebagai agen perubahan (agent of

change), agen pembangunan (agent of development) dan agen pengaturan (agent of

10 Irwan Sogjito, Teknik Membuat Undang-Undang.Cetakan. Kelima, Jakarta :Pradya Paramita, 1993 him. 3.

11 pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

12 Qanun Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan

13 pasal 51 huruf Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkejaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh
Tenggara.



regulation).!* Dalam fungsi yang demikian, pemerintah daerah berkepentingan tehadap izin-
izin bangunan. Perizinan bangunan diberlakukan agar tidak terjadi kekacauan terhadap

penataan ruang kota, dalam mendirikan bangunan.

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintah.
Sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan, kerana tanpa wewenang tersebut tindakan pemerintah tidak sah dalam
membuat dan menerbitkan izin harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Perijinan
tidak lahir dengan sendirinya, namun mestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah
diberikan pejabat publik atau pemerintah. Pada akhirnya pemberian ijin oleh pemerintah
kepada orang/individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau

ketetapan yang salanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara.’®

Pengaturan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah
menghendaki terciptanya peyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih
ringkas dan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam
pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian dan peningkatan kualitas
pelayanan diwujudkan dengan pengelolaan yang baik (good govermance) yakni dalam
bentuk akuntabiltas atas penyelenggaraan administrasi pelayanan publik. Sesuai yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa
pemerintah daerah memiliki lebih banyak kewenangan dalam menyelenggarakan
pemerintahan di daerah dan diberikan kewenangan melaksanakan semua tahapan

pengelolaan wilayah.®

Bangunan lapangan tenis di Kabupaten Aceh Tenggara menggangu jalan lalu lintas

yang seharusnya dapat digunakan untuk menuju salah satu arah ke desa, sehingga jalan

14 Adrian Sutedi, Op.Cit, him. 222
15 Vera Rimbawani Sushanty, Hukum Perijinan. Surabaya: UBHARA Press 2020 him 1-2
16 Sugijanto Soegijoko, Bunga Rampai Pembangunan Kota Abad 21, (Jakarta : URDI, 2011), him: 103



tersebut ditutup akibat dari bangunan lapangan tenis. Kondisi bangunan tidak bebas dengan
bangunan lainnya, lapangan tenis berdempetan dengan gedung lainnya. Hal ini bertentangan
dengan pengaturan tata bangunan dan arsitektur bangunan yang telah diatur dalam peraturan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, di dalam pembangunan tentunya harus
mempertimbangkan aksesibilitas jalan. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal
mendukung pembangunan dimaksud untuk menciptakan lingkungan yang positif terhadap
aktivitas pembangunan itu sendiri diberikan kepada pemohon izin oleh pemerintah
bertujuan agar pembangunan yang terjadi berada dalam kontrol dan pengawasan pemerintah
sehingga aman, tertib, dan dapat dicegah terjadinya pembangunan yang merugikan

kepentingan masyarakat.'’

Menurut Philipus M. Hadjon, penerbitan izin merupakan salah satu bentuk dari
keputusan tata usaha negara.'® Berdasarkan pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negaral®, yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara
adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.
Izin melaksanakan fungsi untuk menyelanggarakan urusan pemerintah baik di segala tingkat
mulai dari tingkat daerah hingga pusat dengan selalu memperhatikan peraturan perundang-
undangan. lzin sebagai salah satu perangkat bagi pemerintah untuk mengendalikan
warganya agar berjalan dengan teratur dan untuk tujuan ini diperlukan perangkat
administrasi, supaya adanya kontrol pemerintah tehadap pembangunan masyarakat.

Pemerintah dalam mengontrol diperlukan organisasi yakni birokrasi dengan adanya

7 Hariansi Penimba Sampebulu, “Pengakan Hukum Pemberian lizn Mendirikan bangunan di Wilayah Bali”,
Mimbar Keadilan Jurnal Volume 12 Nomor 2 (2020) : 2

18 Philipus M.Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta,
Cetakan Pertama.1994 Him 125

1% Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



birokrasi diharapkan dapat membantu segala proses perizinan berjalan dengan baik dengan
adanya kerjasama yang baik dari birokrasi yang ada adalah sendi utama yakni koordinasi

dan pengawasan.

Berdasarkan permasahan di atas penulis tertarik untuk melihat sejuah mana
pemerintah menangani permasalahan ini dan tindakan apa yang telah dilakukan oleh
pemerintah daerah dan dinas perizininan (DPMPTSP) dalam mengeluarkan surat izin,
sehingga penulis meneliti dan menulis secara ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul
Penegakan Hukum Perizinan di Kabupaten Aceh Tenggara (Studi Pembangunan Gedung
Lapangan Tenis) untuk menyelesaikan tugas akhir di Pasca Sarjana Illmu Hukum,

Universitas Islam Indonesia.
B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai izin mendirikan bangunan di Kabupaten Aceh
Tenggara (khususnya pembangunan lapangan tenis) ?
2. Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap pembangunan dan pelaksanaan izin

mendirikan bangunan di Kabupaten Aceh Tenggara ?
D Tujuan dan Manfaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi tujuan

dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pengaturan mengenai izin bangunan di Kabupaten Aceh
Tenggara (khususnya pembangunan lapangan tenis).
b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan pemerintah terhadap pembangunan

dan pelaksanaan proses pemberian izin bangunan di Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Manfaat Penelitian
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a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan
khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi dalam pengaturan

mengenai izin bangunan.
b.  Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi dinas perizinan (DPMPTSP) dan
pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara untuk menangani penertiban izin mendirikan
bangunan. Sehingga nantinya dapat membantu pemerintah untuk lebih bijak dalam melihat
permasalahan yang timbul dari akibat pembangunan yang tidak memenuhi prosedur yang
telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Qanun Aceh
Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, supaya kedepanya dapat lebih

dipantau dan tertib administarsi.
E. Tinjuan Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti bahwa ada
beberapa peneliti yang seblumnya dilakukan oleh mahasiswa yang terdahulu berkaitan
dengan penegakan hukum perizinan dan penerapan azas-azas umum pemerintahan yang

baik antara lain:

1. Mohammad Fauji Rahmat, 2013. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Bidang lzin
Tempat Usaha Di Kota Kendari, Menurut Perda No 3 Tahun 2008 tentang Retribusi
Izin Usaha. Adapun rumusan masalah yakni: a) Bagaimana upaya yang dilakukan
oleh pemerintah daerah kota kendari dalam rangksa untuk melaksanakan pelayanan

publik menurut Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin usaha? b) Mengapa
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pelaksanaan pelayanan publik di bidang izin usaha di kota kendari belum sesuai
dengan Perda No.3 Tahun 2008 Tentang Retribusi 1zin Usaha.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni: upaya yang dilakukan oleh pemerintah

Kota Kendari dalam mengoptimalisasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan
Standar Oprasional Prosedur (SOP) agar dapat menjamin terwujudnya fungsi
pelayanan publik yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Kendari. Pengurusan izin
diperlukan suatu kebijakan yang jelas mengenai peraturan yang mengatur
kewenangan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan adanya peraturan ini di
harapkan PTSP di daerah dapat dilakasanakan dengan cepat dan pelaksanaan Perda
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha sudah berjalan sesuai yang
diharapkan.
. Nur Akbar B. DG. Mamase, 2013. Penegakan Hukum Terhadap lzin Usaha
Pertambangan di Kabupaten Monorowali Provinsi Sulawesi Tenggah, adapun
rumusan masalah yakni: a) Apa saja kewenangan pemerintah daerah dalam
pengelolaan pertambangan dalam kerangka otonomi daerah. b) Bagaimanakah
penegakan hukum terhadap tumpang tindihnya izin usaha pertambangan di wilayah
Kabupaten Morowali.

Kesimpulan dari penelitian ini: kewenangan kepala daerah Kabupaten
Morowali berdasarkan pada prinsip desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara secara nyata telah memberikan
kewenangan kapada pemerintah daerah Kabupaten Monowali untuk terlibat langsung
dalam pengelolaan pertambangan, kewenangan pengelolaan pertambangan tersebut
merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, namun peraturan daerah yang
digunakan masih peraturan yang lama semestinya tidak lagi dapat diterapkan dalam

pengelolaan pertambangan dikarenakan norma-norma Yyang mengatur didalam
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peraturan daerah tersebut bertentangan dengan UU Minerba. Penyelesaian tumpang
tindih izin usaha pertambangan di wilayah Morowali yakni pemerintah daerah
Morowali mencabut izin usaha pertambangan yang tumpang tindih, tindakan
penarikan/pencabutan izin usaha pertambangan tersebut dimaksudkan untuk
menjamin adanya kepastian hukum atas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh
pemerintah daerah tersebut dalam hal izin usaha pertambangan yang menjadi tumpang
tindih.
Perbedaan penelitian dengan penulis, tesis ini lebih menekankan kepada penegakan
hukum perizinan, tindakan pmerintah di sesuaikan dengan azas-azas umum pemerintahan
yang baik dan pengawasan pemerintah daerah terhadap pembangunan lapangan tenis di kaji

dari Qanun di Aceh Tenggara dan perizinan di Aceh Tenggara.
F. Kerangka Teori

Penelitian mengenai Pengaturan dan Pengawasan Hukum Perizinan di Kabupaten
Aceh Tenggara (Studi Pembangunan Gedung Lapangan Tenis) untuk memecahkan
permasalahan dalam penelitian ini maka ada beberapa toeri yang digunakan diantaranya:
toeri kewenangan pemerintah, teori perizinan, teori otonomi daerah dan teori azas-azas
umum pemerintahan yang baik (AUPB). Teori kewenangan pemerintah akan digunakan
sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan diperdalam dengan teori
perizinan agar mendapatkan penjelasan yang komprehensif dalam menjawab permasalahan
pengaturan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Aceh Tenggara (khususnya
pembangunan lapangan tenis). Teori otonomi daerah dan azas-azas umum pemerintah yang
baik (AUPB) akan digunakan sebagai dasar analisis unutuk menjawab rumusan masalah
kedua yang berkaitan dengan pengawasan pemerintah terhadap pembangunan dan

pelaksanaan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Aceh Tenggara.
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1. Teori Kewenangan Pemerintah

Wewenang itu sendiri menurut S.F Marbun, secara yuridis adalah kemampuan untuk
melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh
undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Sifat wewenang
pemerintahan antara lain expressimplied atau tersurat, yang terikat pada waktu tertentu dan
tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, sedangkan isinya dapat
bersifat umum (abstrak) misalnya membuat suatu peraturan dan dapat pula bersifat konkrit

dalam bentuk suatu keputusan atau suatu rencana, yakni membuat rencana tata ruang.?°

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kewenangan pemerintah bukan secara mutlak
kekuasaan yang dimiliki secara subjektif namun kewenangan adanya hak dan kewajiban
terhadap negara yang harus dipertangungjawabkan untuk kepentingan negara dan
kesejahteraan rakyat, kewenangan pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-
undangan. Kewenangan pemerintah tidak terlepas dari asas legalitas sebagai sendi utama
penyelanggaraan pemerintahan. Wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan
perundang-undangan. Sejalan dengan pendapat R.J.H.M. Huisman menyatakan organ
pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan,
dikarenakan kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang
dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi
juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya
atau terhadap badan khusus seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus atau bahkan
terhadap badan hukum privat) maka wewenang itu tidak dimiliki untuk tujuan kepentingan
diri sendiri.?* Namun, adanya hak dan kewajiban terhadap negara yang kewenangan tersebut

di kontrol oleh peraturan perundang-undangan.

20 S.F Marbun. Hukum Administarsi Negara |, Yogyakarta: FH U1l Press.1997 HIm 154-155
2 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta :Edisi Revisi 2003, him 100
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H.D. van Wijk Willem Konijnenbelt memberikan definisi terkait atribusi, delegasi

dan mandat yakni:??

a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang
kepada organ pemerintah.

b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintah
kapada organ pemerintahan lainnya.

c. Mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya
dijalankan oleh organ lain atas namanya.?

2. Teori Perizinan

Menurut Sjachran Basah izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi
satu yang mengaplikasikan peraturan dalam konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur
sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. 2* E.Utrecht,
mengatakan bahwa bilamana pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan,
tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-
masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan
tersebut bersifat sautu izin (vergunning). Menurut Bagir Manan mengatakan bahwa izin
dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk memperoleh melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum

dilarang.®

Ateng Syafrudin berpendapat bahwa perizinan merupakan bagian dari hubungan
hukum antara pemerintah (administrasi) dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga
keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungan dan kepentingan antara
masyarakat dengan lingkungan dan kepentingan perseorangan serta upaya mewujudkan
kepastian masyarakat yang berkepentingan. Bentuk perizinan adalah keputusan yang

ditetapkan oleh pemerintah untuk hal-hal yang konkret dan merupakan pelaksanaan dari

22 1bid him 102

24 Sjachran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah Untuk Penetaraan Hukum
adaministarsi dan lingkungan Surabaya: di Fakultas Hukum Unair,1994 him 3.
%5 Ridwan HR. Op Cit him 199
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peraturan perundang-undangan yang bersifat umum mengatur kepentingan umum termasuk
perlindungan hak-hak masyarakat, maka seringkali keputusan itu disebut pula ketetapan,
yang dalam bahasa belandanya disebut Beschiking. Ketetapan MPR bukan beschiking kerena

bersifat mengatur dan dikeluarkannya bukan oleh eskekutif.?®

N.M.Spelt dan J.B.J.M Ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan

sempit, yaitu sebagai berikut:?’

a. lzin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum
administrasi yang mana pemerintah mengunakan izin sebagai sarana yuridis untuk
mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah persetujuan dari pemerintah,
untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan
perundangan. Dengan memberikan izin, pemerintah memperkenankan orang yang
memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebenarnya dilarang. Ini
menyangkut perkenanan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum
mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

b. lzin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada
umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai
suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-kedaan yang buruk.
Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang
tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan
pengawasan sekedarnya. Intinya bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali
diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan
perkenan dapat diteliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada
umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan
tertentu atau untuk menghalangi keadaan-kedaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur
tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela,
namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Intinya bahwa
suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan
yang bersangkutan dengan perkenan dapat diteliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap

kasus. Penekanannya pada pengertian luas adalah izin diperkenankan menyangkut pada

26 Ateng Syafrudin, Pengaturan Perizinan (Licensing Handling), Pusat Pendidikan dan Pelatihan ST. Aloysius.
him:1

27N.M Spelt dan J.B.JM. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M.Hadjon. Yudika.
Surabaya, 1993, him 2-3
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tindakan demi kepentingan umum sedangkan dalam artian sempit izin diperkenankan namun
tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara yang sesuai pada kentuan-
ketentuan perudang-undangan sehingga sektor kontrol perizinan tetap berada dikoridor yang

benar dan tidak menyimpang.
3. Toeri otonomi daerah

Menurut Van Vollenhoven, otonomi mengandung arti aktivitas yaitu membentuk
peraturan perundang-undangan sendiri, melaksanakan sendiri, melakukan peradilan sendiri
dan menindaki sendiri.?® Otonomi dimaknai sebagai sebuah tatanan ketatanegraan bukan
hanya tatanan administrasi negara, namun juga sebagai tatanan ketatanegaraan, otonomi
berkaitan dengan dasar-dasar negara dan susunan organisasi negara. Otonomi daerah
diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri namun
kemudahan tersebut harus adanya pengawasan dari pemerintah pusat. Sehubungan dengan itu
maka sistem otonomi sering dikaitkan dengan cara pembagian urusan antara pemerintah
pusat dan daerah, daerah otonom memperoleh sejumlah urusan untuk dikerjakan sendiri atas
dasar penyerahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daearah maka melekat
kewenangan pada daerah, yang meliputi kekuasaan, hak dan kewajiban diberikan kepada
daerah dalam menjalankan tugasnya dari segi pembagian kekuasaannya, organisasi

pemerintah dibagi menurut garis horizontal dan garis vertikal.

Pembagian kekuasaan berdasarkan garis horizontal didasarkan kepada sifat tugas
yang berbeda-beda jenisnya, yang menimbulkan berbagai lembaga dalam suatu negara,
sedangkan garis vertikal melahirkan dua garis hubungan antara pusat dan daerah dalam
sistem desentralisasi dan demokrasi. Hubungan pemerintahan dearah dengan pusat ditentukan
dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat meningkatkan

perokonomian dari pajak langsung yakni pajak penghasilan di daerah. pemerintah daerah

28 Sarundajang. Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1997, him.33



17

dapat membuat kebijakan sendiri selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan.?®
4. Teori Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Menurut P de Haan bahwa azas-azas umum pemerintah yang baik ini dijadikan
sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, di samping sebagai norma
hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah.*® Azas-azas umum pemerintah yang baik
dijadikan sebagai dasar dalam tata cara dalam penyelanggaraan pemerintahan yang baik
dengan cara ini pemerintahan menjadi adil, bebas dari kezaliman terhadap masyarakat,

diperlukan juga komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat.

Pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin tentang adanya
kesejajaran, kesamaan dan keseimbangan, saling mengontrol oleh komponen-komponen
pemerintahan, rakyat dan penguasa semua komponen tersebut mempunyai tata hubungan
yang sama dan sederajat jika komponen tersebut tidak sejajar maka akan tejadi ketidak
seimbangan artinya tujuan integritas yang baik, profesionalitas dengan harapan keadilan

tercapai untuk masyakat tidak mudah untuk mencapai.

Prinsip-prinsip yang melandasi konsep pemerintahan yang baik yang menjadi dasar
yaitu akuntabilitas, transfaransi dan partisipasi masyarakat. selain itu pemerintahan yang baik
(good governance) yang efektif harus memiliki integritas, profesionalisme serta etos kerja
yang tinggi dari pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Azas-azas umum pemerintah

yang baik ada beberapa macam yang tentunya sebagai norma bagi pemerintah yakni:

Azas kepastian hukum

Azas keseimbangan

Azas kesamaan dalam mengambil keputusan
Azas bertindak cermat

Azas motivasi untuk setiap keputusan

P00 o

29 Josef Mario Monteiro, Hukum Pemerintah Daerah, Pustaka Yusnita.Yogyakarta. 2016. him 34.
%0 1bid him. 298
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Azas tidak mencampuradukan layak

Azas persamaan yang layak

Azas keadilan dan kewajaran

Azas kepercayaan dan menanggapi penghargaan yang wajar
Azas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal

Azas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi
Azas kebijaksanaan

m. Azas penyelenggaraan kepentingan umum?3!

—xT o oae

G. Kerangka konseptual

Konsep di dalam penelitian tesis ini adalah:

Pengaturan perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah atau pemerintah
daerah dalam hal melakukan pengendalian atas prilaku masyarakat yang
menimbulkan eksternalitas negatif. Sehingga diperlukan aturan perundang-undangan
untuk mengatur kewenangan pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan
(beschikking).®2

Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan untuk berfungsinya norma-
norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku masyarakat. penegakan hukum
dalam bahasa inggris law enforcermen, bahasa belanda rechsthandaving. Pemikiran
penegakan hukum selalu dengan force (memaksa) sehingga penegakan hukum hanya
bersangkutan dengan pidana saja, pikiran seperti ini diperkuat dengan menyebutkan
bahwa penegakan hukum itu oleh jaksa, hakim, polisi dan advokat. Bahwa sebenarnya
Pejabat administrasi juga menegakkan hukum.

Pembangunan gedung adalah salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang, sebagai
tempat malakukan kegiatan, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam

perwujudan produktivitas dan jati diri manusia, penyelenggaraan bangunam gedung

31 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta: Rajagrafindo, Persada, 2013 HIm 243
32 Adrian Sutedi, Op.Cit, him 167
33 Andi hamzah. Penegakan hukum lingkungan. Jakarta. Sinar grafika. 2008, him.48
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harus dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan masyarakat oleh sebab
itu pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada peraturan penataan ruang.3*

4. Pengawasan pembangunan adalah kegiatan pejabat administrasi dalam mengikuti
perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan
pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksud untuk menjelaskan istilah —istilah yang ada di dalam
tesis ini sesuai dengan judul yaitu : “Pengaturan dan Pengawasan Hukum Perizinan di
Kabupaten Aceh Tenggara (Studi Pembangunan Gedung Lapangan Tenis)” maka
definisi operasional yang perlu dijelaskan yakni:

1. Perizinan adalah instrumen vyuridis yang berbentuk ketetapan yang
menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang, izin
digunakan oleh pemerintan dalam peristiwa konkret seperti izin bangunan
gedung yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, maka dalam penelitian ini
fokus pada pengaturan IMB bangunan gedung®®

2. Pengaturan (IMB) di kabupaten Aceh Tenggara adalah kebijakan yang harus
ditaati oleh seseorang maupun badan hukum mengenai izin mendirikan
bangunan gedung yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada
pemilik bangunan gedung untuk mendirikan, mengubah, merenovasi, dan
memperbaiki bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan
persyaratan teknis yang diatur dalam regulasi tentang bangunan gedung di
kabupaten Aceh Tenggara®

3. Pengaturan pembangunan gedung adalah pengaturan yang sesuai dengan aturan
hukum di Aceh Tenggara maka penelitian ini akan milihat kesesuain proses
persyaratan IMB dan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung lapangan tenis.

4. Pengawasan pembangunan gedung lapangan tenis adalah pengawasan dalam
penelitian ini akan dilihat dari tindakan pemerintah kabupaten Aceh Tenggara

terhadap pelaksanaan kontruksi bangunan gedung mulai dari perencanaan

34 Adrian Sutedi, Op.Cit, him 223

35 Victorianus Randa Puang. Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan. Yogyakarta, Grup Penerbit Cv Budi
Utama, 2015. HIm 53

36 GatutSusanta, Op. Cit him 64
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bangunan gedung, persyaratan tata bangunan gedung dan teknis pembangunan
gedung.

I. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran
seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat dan merumuskan serta

menganalisa hingga laporan®.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan
a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yang mengkaji
permasalahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan kemudian
dilakukan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara terkait pengaturan dan

pengawasan izin mendirikan bangunan lapangan tenis Kabupaten Aceh Tenggara®

b. Pendekatan penelitian

Penulisan tesis ini mengunakan pendekatan perundang-undangan statute approach
yakni pedekatan yang dilakukan dengan menganalisa legislasi, regulasi dengan mengkaji
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini
yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Bangunan
Gedung, Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Bangunan
Gedung serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek
penelitian dan pendekatan Konseptual ( Conseptual Approach) pendekatan konsep
dimaksud untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang

terkandung pada istilah-istilah hukum.

87 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian,Jakarta , Bumi Aksara,2007,him.2.

38 Munir Faudy. Metode Riset Hukum Pendekatan Dan Konsep. Depok. Rajawali Press. 2018 him. 121 .
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2. Bentuk Penelitian

Adapun bentuk penelitian ini bentuk deskriptif, memberikan gambaran terhadap
pemasalahan yang diteliti mulai dari penyebab, keadaan dan gejala permasalahan dimana
dalam tesis ini penulis akan mendiskripsikan mengenai pengaturan dan pengawasan hukum
perizinan di Kabupaten Aceh Tenggara dihubungkan dengan fakta pembangunan gedung
lapangan tenis sehingga diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang disajikan di dalam

rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas.*

3. Lokasi, objek dan Sampel Penetian

a. Lokasi Penelitian

Lakosi penelitian dilakukan di Aceh Tenggara dipilihnya tempat ini karena
peramasalahan yang diangkat dalam tesis terletak di Aceh Tenggara berkaitan dengan izin

mendiri

kan bangunan lapangan tenis, terjadinya pengendalian fungsi jalan sehingga jalan lalu lintas
menuju ke arah salah satu desa ditutup akibat dari bangunan dan pembangunan lapangan

tenis tidak sesuai dengan standar administrasi dan teknis.

b.Objek Penelitian
Objek penelitian yang akan diteliti yakni Hukum Perizinan di Kabupaten Aceh

Tenggara (Studi Pembangunan Gedung Lapangan Tenis)

c. Subjek penelitian

Narasumber penelitian ini yakni :

a. Kepala bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPMPTSP Aceh Tenggara

b. Sektretaris Disparpora Aceh Tenggara

% Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 2006, buku panduan prnulis tugas akhir, 2016 ,him. 17.
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c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d. Masyarakat setempat di sekitaran lokasi di desa Plonas ( umur 17 tahun keatas)
4. Sumber Data Penelitian
Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder yang terbagi menjadi:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan objek penelitian:

=

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

3. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

6. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung
7. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkejaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Aceh Tenggara.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan
yang meliputi, buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek

penelitian seperti, junal, artikel, dan situs Internet.
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan oleh peneliti untuk

mengumpulkan data. Cara pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui teknik Library
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research yaitu dilakukan dengan melakukan kajian-kajian atau dokumentasi pendukung
penelitian dan mempelajari bahan yang telah tersedia di pustakaan. Peniliti juga melakukan
field research yakni penelitian lapangan dimana dilakukan dengan cara wawancara dan
observasi terhadap penegakan hukum perizinan, izin mendirikan bangunan lapangan tenis di
Kabupaten Aceh Tenggara. Peneliti akan menelusuri proses pemberian izin sehingga

diperlukan wawancara kepada pemerintah daerah Aceh Tenggara.

6. Analisis Data

Penelitian inimenggunakanteknik analisa dan kaulitatif, analisa dapat dilakukan sejak
awal proses penelitian sampai selesainya pengumpulan data, data yang diperoleh dan
dikumpulkan diolah secara berurutan dan terus berjalan sepanjang proses penelitian
berlangsung (cycling proses). analisa data dapat dilakukan dalam 4 (empat) tahapan
kegiatan:

a. Tahap pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan sejak awal penelitian
dilapangan sampai selesainya kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.

b. Tahap reduksi, tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih tajam
tentang hasil penelitian. Pada tahap reduksi ini, peneliti lebih memfokuskan pada
hal-hal yang penting dengan pokok permasalahan. Reduksi data ini dilakukan
selama penelitian berlangsung.

c. Tahap penyajian/display data, tahap ini diperlakukan untuk melihat gambaran
keseluruhan dari penelitian sehingga dapat dituliskan jawaban dari pokok
permasalahan.

d. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi, tahap ini merupakan tahap akhir dalam
penelitian. Pada proses verifikasi, peneliti berusaha menganalisis dan mencari
makna dari data-data yang telah terkumpul untuk kemudian dituangkan dalam

bentuk kesimpulan yang bersifat tentative (sementara). seiring dengan berakhirnya
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penelitian, maka proses verifikasi nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang

bersifat “grounded” ataupun permanen atau mendasar.*°

H. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ini direncakan akan dibagi ke dalam lima bab, dengan gambaran
sebagai berikut:
Bab I. Pendahuluan
Bab ini merupakan pendahuluan secara umum memgambarkan tentang mangapa penelitian
ini dilakukan, apa sisi menarik dan sisi urgensitasnya, mendiskripsikan latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjuan pustaka, teori hukum dan
metode penelitian.
Bab I1. Konsep dan Teori Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan
Bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori hukum yang relevan dengan izin bangunan
lapangan tenis dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai izin
mendirikan sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
Bab Ill. Pengaturan Mengenai lzin Mendirikan Bangunan Lapangan Tenis di
Kabupaten Aceh Tenggara (Khususnya Pemabangunan Lapangan Tenis)
Bab ini akan menjelaskan mengenai pemerintah daerah Aceh Tenggara, dalam memberikan
izin bangunan lapangan tenis ditinjau dari peraturan perundang-undanga mengenai izin
mendirikan dan peraturan daerah Kabupaten Aceh Tenggara .
Bab IV. Pengawasan Pemerintah Terhadap Pembangunan dan Pelaksanaan Izin
Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Tenggara.
Bab ini akan memfokuskan penelitian terhadap bagaimana pengawasan pemerintah daerah
dalam penyelanggaraan pembangunan, baik dalam penertiban surat izin bangunan,

penataan ruang bangunan, pelaksanaan teknis bangunan dan penerapan azas-azas umum

4 Tim Penyusun Fakultas Hukum Unimal, Panduan Akademik Fakultas Hokum Universitas
Malikussaleh, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015-2016 .him.114.
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pemerintahan yang baik terkait pemberian surat izin bangunan, di kabupaten Aceh
Tenggara.

Bab V. Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis
terhadap “Analisis Pengaturan dan Pengawasan Hukum Perizinan di Kabupaten Aceh

Tenggara (Studi Pembangunan Gedung Lapangan Tenis)”



BAB I
KONSEP DAN TEORI PENGATURAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
A. Teori Kewenangan Pemerintah
a. Pengertian kewenangan

Menurut Bagir Manan, wewenang adalah tidak sama dengan kekuasaan (machtstaat).
Kekuasaan hanya mengembarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan dalam
hukum wewenang adalah hak dan kewajiban (rechten en plichten). Hak mengandung
pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri
(zelfbestuuren). Sedengkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk
menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, dalam arti vertikal kekuasaan
dijalankan dengan pemerintahan yang tertib dalam ikatan pemerintah negara secara

keseluruhan.

Wewenang itu sendiri menurut S.F Marbun, secara yuridis adalah kemampuan untuk
melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh
undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Sifat
wewenang pemerintahan antara lain expressimplied atau tersurat, yang terikat pada waktu
tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis,
sedangkan isinya dapat bersifat umum (abstrak) misalnya membuat suatu peraturan dan
dapat pula bersifat konkrit dalam bentuk suatu keputusan atau suatu rencana, yakni

membuat rencana tata ruang.*?

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kewenangan pemerintah bukan secara mutlak

kekuasaan yang dimiliki secara subjektif namun kewenangan adanya hak dan kewajiban

41 Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah pada
seminar Nasional, Fakultas hukum Unpad Bandung, 13 Mei 2000 him 1-2
42 3,F Marbun. Hukum Administarsi Negara I, Yogyakarta: FH Ull Press.1997 HIm 154-155
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terhadap negara yang harus dipertangungjawabkan untuk kepentingan negara dan
kesejahteraan rakyat, kewenangan pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-
undangan. Kewenangan pemerintah tidak terlepas dari asas legalitas sebagai sendi utama
penyelanggaraan pemerintahan. Wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan
perundang-undangan. Sejalan dengan pendapat R.J.H.M. Huisman menyatakan organ
pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan,
dikarenakan kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang
dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi
juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan
sebagainya atau terhadap badan khusus seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus
atau bahkan terhadap badan hukum privat) maka wewenang itu tidak dimiliki untuk tujuan
kepentingan diri sendiri.** Namun adanya hak dan kewajiban terhadap negara yang
kewenangan tersebut di kontrol oleh peraturan perundang-undangan. Asas legalitas
berkaitan erat dengan kewenangan pemerintah, berjalannya pemerintah yang good
government tentu adanya asas legalitas yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah

maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Asas legalitas tentu digagas oleh demokrasi yang menuntut agar setiap bentuk
undang-undang dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat dapat
menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan administrasi negara yang tidak boleh
dilakukan tanpa dasar undang-undang (tertulis) dalam arti luas bila sesuatu dijalankan
dengan dalih “kedaan darurat”, maka kedaruratan itu wajib dibuktikan, jika kemudian tidak

terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat di pengadilan. Maka wewenang pemerintah

4 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta :Edisi Revisi 2003, him 100
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dengan azas legalitas sangat erat kaitannya dikerenakan azas legalitas yang akan mentukan

berjalannya wewenang pemerintah dengan dengan baik.*

Berjalannya otonomi daerah tentu tidak terlepas dari kewenangan pemerintah daerah
perubahan undang-undang yakni tentang pemerintah daerah berdampak pada perubahan
definisi dan struktur pemerintah daerah berdasarkan pada UU No 22 Tahun 1999 dijelaskan
yang disebut pemerintah daerah yaitu kepala daerah yang dibantu oleh perangkat daerah.
Pemerintah daerah tersebut sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan pemerintah
daerah atau eksekutif daerah. Sedangkan lembaga legislatif daerah disebut dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa pemerintah
daerah dipengang oleh eksekutif dan legislatif sebagai puncak penyelenggaraan pemerintah

di daerah dalam menjalankan sebuah kebijakan dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Pengaturan pemerintah daerah ini kemudian mengalami perubahan dengan
dikeluarkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam peraturan ini
juga menjalaskan bahwa hanya ada kekuasaan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah yakni kepala daerah yang dibantu oleh perangkat daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelanggaraan pemerintah daerah. Perubahan
peraturan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah dicabut dan diganti dengan UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah penjelasan mengenai siapa pemerintah

daerah ini tidak mengalami perubahan lagi seiring dengan adanya perubahan.

Keberperanan kepala daerah di Aceh Tenggara dalam pembangunan lapangan tenis
tentu mengeluarkan sebuah kebijakan dan Freies Ermessen kepala daerah yang seharusnya
rekomendasi bupati yang dikeluarkan harus mempertimbangkan beberapa prosedur sesuai
dengan peraturan Qanun Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan sebelum

rekomendasi bupati terbit.

4 Ridwan HR, Op.Cit. him 94
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Mengenai sebuah peraturan kebijakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintah yakni berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka setiap pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
ada. Jika pelayanan publik terhadap masyarakat belum ada aturan perundang-undangan
yang mengatur maka diberikan kepada pemerintah Freies Ermessen. Freies Ermessen
diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau
badan-badan administrasi negara melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada
undang-undang. ¥ Dapat diartikan bahwa Freies Ermessen kebebasan yang diberikan
kepada pemerintah dalam mengeluarkan sebuah kebijakan dengan dibatasi dalam kedaan
darurat, tidak ada atau belum ada peraturan yang mengaturnya dan peraturan yang
redaksinya masih samar atau multitafsir maka pemerintah diberikan kebebasan dalam

mengeluarkan sebuah kebijakan.

Menurut J.B.JM. Ten Berge mengatakan bahwa kebebasan administrasi ini mencakup
kebebasan interpretasi, kebebasan mempertimbangkan dan kebebasan mengambil
kebijakan, kebebasan pemerintan yang dimiliki organ pemerintah  untuk

menginterprestasikan suatu undang-undang.*®
b. Sumber Kewenangan Pemerintahan

Pada dasarnya negara mempunyai tujuan untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya
oleh sebab itu pelayanan publik terhadap masyarakat tentu pemerintah sebagai representasi
dari negara yang menjalankan roda dalam pemerinatahan di dalam suatu negara, dimana
dalam menjalankan semua urusan pemerintahan mempunyai kewenangan yang diatur dalam

undang-undang dalam rangka mencari suatu tujuan yang legalitas merupakan prinsip utama

4 Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administras dan Peradilan Administrasi, Yogyakarta : FH UlI
Press,Yogyakarta, 2009. him 81
46 |bid him 81
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yang dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan suatu penyelangaraan pemerinatahan negara

yang berbasis hukum.

Konserp negara hukum untuk mencapai suatu Negara kesejahteraan berdampak pada
turut campur tagannya pemerintahan dalam semau aspek kehidupan masyarakat. hukum
mengatur dan memberikan wewenang kepda administrasi negara untuk menyelenggarakan
tugas pelayanan publik. 4" Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan

perundang-undangan itu diperoleh dari tiga cara yaitu:*®

a. Atribusi

Kata atribusi berasal dari bahasa belanda yakni attributie yang berarti
“pembagian”, maka atribusi yakni pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat
undang-undang kepada organ pemerintah, dapat diartikan bahwa wewenang tersebut
diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang menyerahkan wewenang tertentu
kapada organ pemerintah secara orisinil diperoleh langsung dari peraturan hukum dalam
arti formal maupun dari peraturan perundang-undangan dalam arti material. sahingga
pemberian atribusi dapat diberikan oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan
bidangnya baik di pemerintahan pusat maupun daerah.

b. Delegasi

Delegasi adalah penyerahan atau pelimpahan wewenang oleh organ
pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya, baik secara horizontal antara organ
pemerintahan yang setingkat maupun secara vertikal dari atas kebawah. Delegans akan
melimpahkan wewenang kepada delegataris yang akan melaksanakan wewenang yang
telah dilimpahkan oleh delegans. Misalnya Bupati memberikan pelimpahan wewenang
kepada Sekretris Daerah maka pelimpahan wewenang itu melekat sepenuhnya
pertangung jawaban kapada pada Sekretaris Daerah.
c. Mandat

Mandat berasal dari bahasa latin yakni mandatum dalam artian melimpahkan,
mempercayakan, memerintahkan, pemberian mandat dilakukan oleh suatu organ
pemerintah dari atasan kepada bawahannya yang masih berada di dalam lingkungannya
yang sama, misalnya atasan memberikan mandat kepada bawahannya. Mandataris tidak
sepenuhnya memegang wewenang tersebut mandataris hanya melaksanakan tugas
wewenang itu, keputusan tetap dipengang sepenuhnya oleh mandans.

B. Teori Perizinan

a. Pengertian perizinan

47 Jum Anggraini. Hukum Adminstrasi Negara, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graham IImu, 2012. HIm 89
48 S.F. Marbun. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administarsi di Indonesia,Yogyakarta: FH U1l Press
him 82-96
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Perizinan merupakan salah satu instrumen hukum administrasi negara yang dapat
digunakan bagi pelaksanaan undang-undang untuk melakukan tindakan hukum dalam
menjalankan kewenangan dan tugas dari pemerintah yang diajukan oleh masyarakat

ataupun organ pemerintahan.*®

Di dalam kamus hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai “Overheidtoestemming
door wet of verordening vereist gestled voor tal van handeling waarop in het algemeen
belang special toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden
beschouwd”. (Perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan
pemerintahan yang di syaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan
pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang
sama sekali tidak dikehendaki) izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang

dilarang menjadi boleh.>°

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau
peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan
larangan peraturan perundang-udangan. Dapat diartikan izin dikeluarkan oleh pihak yang

berwenang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mengeluarkan izin untuk keperluan masyarakat maupun organ pemerintah
supaya tercapainya kesejahteraan, kemakmuran rakyat melalui bidang pembangunan. Melihat
dari pengertian izin yang di atas ada beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki
kesajajaran dengan izin dimana hal ini sering dikenal dengan izin khusus yang artinya yaitu
persetujuan terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum privat.

Kesejajaran dengan izin yang dimaksud yaitu:

49 Bagir Manan, Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul
Ditinjua dari Perpektif UDD 1945, (Makalah) Jakarta, 1995, HIm.8.
0 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta :Edisi Revisi 2003, him 198.
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a. Dispensasi (pelapasan atau pembebasan) ialah suatu izin yang dikeluarkan oleh
pejabat administrasi yang berwenang membebaskan suatu perbuatan dari peraturan
yang menolak perbuatan tersebut. Dalam artian pengecualian yang diberikan oleh
pejabat administrasi tehadap suatu hal yang memang di perkenankan untuk tidak di
penuhi misalnya, suatu ketentuan undang-undang tertentu memang tidak berlaku
terhadap kasus yang diajukan seseorang di dalam permintaanya atau (petitumnya).

Menurut W.F Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintah yang
menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi hal yang
istimewa (relaxation legis). ! Menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan
menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak di izinkan, jadi dispensasi
berarti menyisihkan pelanggaran dalam hal khusus (relaxite legis).

b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak kepada seseorang untuk menjalankan
perusahaannya atas inovasi atau penamuanya baik dibidang perusahaan, ilmu maupun
teknologi yang bersifat komersial. Misalnya izin menggunakan nama brand terhadap
sebuah produk dan hak paten.>?

c. Kosensi (kemudahan dan kelonggaran) merupakan suatu izin pendelegasian
kekuasaan dari pemerintah kepada seseorang partikulir/swasta dalam hal pekerjaan
atau tugas pemerintah. Misalnya kontrak kerja yang diberikan kepada
partikulir/swasta. Sejalan dengan pendapat Prof. Var Vollenhoven terjadi suatu
delegasi kekuasaan dari pemerintah kepada seseorang partikulir/swasta untuk
melakukan suatu pekerjaan atau tugas dari pemerintah, sedangkan yang dimaksud
dengan tugas pemerintah adalah bestuurszorg atau mengusahakan/menyelenggarakan
kesejahteraan umum. Jadi, sebagian dari bestuurszorg ini diserahkan pelaksanaanya
kepada pihak partikulir/swasta dengan syarat-syarat tertentu, yaitu syarat-syarat yang
harus mengutamakan kepentingan umum dari pada menacari keuntungan semata-
mata. Misalnya, pemerintah kurang mempunyai tenaga ahlinya untuk melaksanakan
suatu proyek pembangunan.>®

Menurut Sjachran Basah izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi
satu yang mengaplikasikan peraturan dalam konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur

sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.>*

E.Utrecht, mengatakan bahwa bilamana pembuat peraturan umumnya tidak melarang
suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara yang
ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang

memperkenankan perbuatan tersebut bersifat sautu izin (vergunning).

5L W.F Prins, Pengantar llmu Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Keenam 1987,
him 102-103

52 Ridwan HR. Op. Cit him.197

53 Adrian Sutedi, Op.Cit, hIm. 177

5 Sjachran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah Untuk Penetaraan Hukum
adaministarsi dan lingkungan Surabaya: di fakultas hukum Unair,1994 him 3.
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Menurut Bagir Manan mengatakan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu
persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh

melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.*

Ateng Syafrudin berpendapat bahwa perizinan merupakan bagian dari hubungan
hukum antara pemerintah (administrasi) dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga
keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungan dan kepentingan antara
masyarakat dengan lingkungan dan kepentingan perseorangan serta upaya mewujudkan
kepastian masyarakat yang berkepentingan. Bentuk perizinan adalah keputusan yang
ditetapkan oleh pemerintah untuk hal-hal yang konkret dan merupakan pelaksanaan dari
peraturan perundang-undangan yang bersifat umum mengatur kepentingan umum termasuk
perlindungan hak-hak masyarakat. maka seringkali keputusan itu disebut pula ketetapan,
yang dalam bahasa belandanya disebut Beschiking. Ketetapan MPR bukan beschiking

kerena bersifat mengatur dan dikeluarkannya bukan oleh eskekutif.>®

N.M.Spelt dan J.B.J.M Ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan

sempit, yaitu sebagai berikut:®’

c. lzin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum
administrasi yang mana pemerintah mengunakan izin sebagai sarana yuridis untuk
mengemudikan tingkah laku para warga. lzin ialah persetujuan dari pemerintah,
untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan
perundangan. Dengan memberikan izin, pemerintah memperkenankan orang yang
memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebenarnya dilarang. Ini
menyangkut perkenanan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum
mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

d. lzin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada
umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai
suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-kedaan yang buruk.
Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang
tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan

% Ridwan HR. Op Cit him 199

%6 Ateng Syafrudin, Pengaturan Perizinan (Licensing Handling), Pusat Pendidikan dan Pelatihan ST. Aloysius.
him:1

57 N.M Spelt dan J.B.JM. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, di sunting oleh Philipus M.Hadjon. Yudika.
Surabaya, 1993, him 2-3
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pengawasan sekedarnya. Intinya bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali
diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan
perkenan dapat diteliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Penekanannya pada pengertian luas adalah izin diperkenankan menyangkut
pada tindakan demi kepentingan umum sedangkan dalam artian sempit izin
diperkenankan namun tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara
yang sesuai pada kentuan-ketentuan perudang-undangan sehingga sektor kontrol
perizinan tetap berada dikoridor yang benar dan tidak menyimpang.

Suatu izin dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemohon
tentu saja dengan tujuan dan batasan-batasan. Menurut N.M.Spelt dan J.B.J.M Ten
Berge adapun tujuan atau motif untuk menggunakan sistem perizinan dapat
berupa:*®

a) Keinginan mengarahkan (mengendalikan-sturen) aktivitas-aktivitas

tertentu (misalnya izin bangunan)

b) Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)

c) Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin tebang,izin membongkar

pada monument-monumen)

d) Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah

padat penduduk)
e. Pengarah, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas

Jadi, N.M.Spelt dan J.B.J.M Ten Berge,berpendapat bahwa izin digunakan oleh
penguasa sebagai instrumen bagi masyarakat supaya para warga mau mengikuti cara yang
dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit, lebih mudahnya izin (vergunning)
merupakan salah satu instrumen yuridis yang dapat digunakan oleh penguasa untuk
mengendalikan kegiatan masyarakat.>® Sehingga izin berfungsi sebagai alat konrol dan
sarana untuk mengendalikan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, terutama dalam
rangka pengawasan dan pemberian bimbingan dalam upaya pembinaan tarhadap

masyarakat.

58 Adrian Sutedi, Op.Cit him 201
9 Ibid him 49
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Izin bangunan merupakan izin yang bersifat terikat yaitu izin sebagai keputusan tata
usaha negara yang penerbitannya terikat kapada aturan hukum tertulis, selain itu izin
merupakan izin yang bersifat segera berakhir yaitu izin yang menyangkut tindakan-tindakan

yang akan segera berakhir atau masa berlaku dari izin yang relatif singkat.®°

Terkait pengeluaran surat izin bangunan oleh pihak pemerintah harus terlebih dahulu
memperhatikan beberapa prosedur dalam mengeluarkan surat izin bangunan yang
digunakan untuk kepentingan umum seperti gedung yang didirikan di Aceh Tenggara yakni
Lapangan Tenis berdasarkan pada peraturan Qanun Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2014
tentang Bangunan Gedung terlebih dahulu diperhatikan persyaratan tata bangunan yakni
RTRWK (Rencana Tata Ruang Wilayah Kota) dan RTBL ( Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan) di sekitaran lokasi yang akan di bangun.
b. Unsur-unsur perizinan
Ada beberapa unsur perizinan yang disebut oleh Ridwan HR antara lain:5!
1. Instrumen Yuridis

Kewenangan pemerintah dalam upaya kesejahteraan umum (bestuurszorg) maka
diberikan wewenang dalam bidang pengaturan sehingga memuculkan beberapa insturmen
yuridis dalam menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk keputusan
(beschikking) salah satu wujud dari keputusan ini adalah izin, izin termasuk sebagai
keputusan yang bersifat konstitutif, yakni keputusan yang menimbulkan hak baru yang
sebelumnya tidak di miliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu
atau “beschkking welke iets toestaan wat tevoren niet geoorlofd was” (keputusan yang

memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh) dengan demikian izin merupakan

8 Ridwan HR. Op Cit him 201
6161 Ardian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), him. 202-
206
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instrument yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan digunakan oleh

pemerintah dalam menetapkan pristiwa konkret.
2. Peraturan Perundang-Undangan

Prinsip dalam Negara hukum adalah wetmatigheid van bestuur atau pemerintah berdasarkan
peraturan perundang-undangan, dapat diartikan bahwa setiap tindakan pemerintah baik
dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada
wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan
dan penerbitan keputusan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan sebagai tindakan
hukum, harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau
berdasarkan legalitas, tanpa adanya wewenang tindikan hukum vyaitu keputusan yang

dikeluarkan menjadi tidak sah.

Menurut Marcus Lukman kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat
diskresioner power atau berupa kewenangan bebas dalam arti kepada pemerintah diberi
kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri yang berkaitan dengan

izin, misalnya pertimbangan:

1. Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada

pemohon.

Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.

3. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin
berkaitan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan
diberikan baik penerimaan maupun penolakan®?

N

3. Organ pemerintahan

Menurut N.M.Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, organ pemerintahan adalah organ
pemerintahan administrasi negara yang mengelaurkan keputusan dalam hal ini organ-organ

pada tingkat penguasa nasional (seorang menteri) atau tingkat penguasa-penguasan di daerah.

52 Marcus Lukman, Eksitensi Peraturan Kebijaksaan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis, Disertasi
Bandung: Universitas Padjadjaran, 1996 him.205
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ini berarti terdapat beraneka ragam adminstrasi Negara termasuk instansinya pemberian izin

didasarkan pada jabatan yang di jabatnya baik ditingkat pusat muapun daerah.
4. Peristiwa konkret

Peristiwa konkrit adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, organ tertentu,
tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkrit ini beragam Kkerana
perkembangan masyarakat yang statis. I1zin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses
yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur

organisasi instansi yang menerbitkannya.
5. Prosedur dan Persyaratan

Menurut Seohino yang dikutip oleh Ridwan HR syarat-syarat dalam izin bersifat
konstitutif dan kondisional artinya bersifat konstitutif ditentukan oleh perbuatan atau tingkah
laku yang terlebih dahulu dipenuhi, jadi pemberian izin itu ditentukan oleh suatu perbuatan
yang konkrit sedangkan kondisional dinilai setalah adanya perbuatan atau tingkahlaku yang

disyaratkan itu terjadi. ®3
c. Pengawasan Penyelenggaraan lIzin

pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah digerakan oleh peraturan
perundang-undangan dan anggaran seharusnya pelayanan perizinan itu ditambah gerakan
misi supaya kreatif, inovatif dan pelayanan itu tidak kaku sehingga terakomodasikan
kepentingan masyarakat. namun kinerja pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh

pemerintah masih buruk. Hal ini disebabkan beberapa hal:%*

1. tidak ada sistem insentif untuk melakukan perbaikan

2. buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, ditandai dengan
ketergantungan pada aturan formal (rule driven) dan petunjuk pimpinan dalam
melakukan tugas pelayanan.

63 Adrian Sutedi, Op.Cit hlm 185-186
5 Ibid him.189
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3. Budaya aparatur yang masih kurang disiplin dan sering melanggar aturan
4. Budaya paternalistik yang tinggi artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai
prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat.

Pengawasan melakat pada seluruh unit pemerintahan oleh sebab itu pengawasan
pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan
perizinan yakni kesederhanaan, kejelasan, kepastian hukum, kepastian waktu, keamanan

dan tanggung jawab serta kedisiplinan.
d. Tujuan Suatu Perizinan

Tujuan sautu perizinan berdasarkan penegrtian diatas dapat dipahami bahwa tujuan
sistem perizinan ialah dengan suatu maksud untuk mengikat tindakan-tindakan perizinan.
Dimana pemerintah melakukan serangkaian tindakan yang bersifat mengikat yang
mempengaruhi para warga agar mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai sautu tujuan
yang konkrit®®. Dengan mengikat setiap pemegang izin pembuat undang-undang dapat

mengejar berbagai tujuan, sedangkan motof-motif untuk menggunakan sistem izin dapat

berupa:®®
a. Keinginan mengarahkan ( mengendalikan) aktifitas-aktifiats tertentu
b. Mencegah bahaya bagi lingkungan
c. Keinginan untuk melindungi obyek-obyek tertentu
d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit
e. Pengarahan deangan menyeleksi orang-orang dengan aktifitas-aktifitas (izin

berdasarkan “drank-en horecawet”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-Syarat
tertentu).

Jadi izin digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan
para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan

konkrit.

C. Teori Otonomi Daerah

% N.M. Spelt dan J.B.Jm. Ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, Dikutip dari Ridwan HR Hukum
Administrasi Negara, Edivisi Revisi Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2011 him. 206
% Ibid him 4
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Negera Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem desentralisasi yang memiliki
konsekuensi adanya pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Istilah
otonomi berasal dari kata yunani berarti pemerintahan sendiri (Auto=sendiri, Nome=
pemerintahan). Secara dogmatik pemerintah digunakan dalam arti yang sangat luas, dalam
literature Belanda, otonomi berarti pemerintahan sendiri (zelfreling) menurut Van
Vollenhoven, otonomi mengandung arti aktivitas yaitu membentuk peraturan perundang-
undangan sendiri, melaksanakan sendiri, melakukan peradilan sendiri dan menindaki

sendiri.®’

Otonomi dimaknai sebagai sebuah tatanan ketatanegraan bukan hanya tatanan
administrasi negara, namun juga sebagai tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan
dasar-dasar negara dan susunan organisasi negara. Otonomi daerah diberikan kebebasan
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri namun kemudahan tersebut harus
adanya pengawasan dari pemerintah pusat. Sehubungan dengan itu maka sistem otonomi
sering dikaitkan dengan cara pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, daerah
otonom memperoleh sejumlah urusan untuk dikerjakan sendiri atas dasar penyerahan dari
pemerintahan pusat kepada pemerintah daearah maka melekat kewenangan pada daerah,
yang meliputi kekuasaan, hak dan kewajiban diberikan kepada daerah dalam menjalankan
tugasnya. Ditinjua dari segi pembagian kekuasaannya, organisasi pemerintah dibagi

menurut garis horizontal dan garis vertikal

Pembagian kekuasaan berdasarkan garis horizontal didasarkan kepada sifat tugas
yang berbeda-beda jenisnya, yang menimbulkan berbagai lembaga dalam suatu negara,
sedangkan garis vertikal melahirkan dua garis hubungan antara pusat dan daerah dalam
sistem disentralisasi dan demokrasi. Hubungan pemerintahan dearah dengan pusat

ditentukan dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat meningkatkan

57 Sarundajang. Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1997, him.33
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perokonomian dari pajak langsung yakni pajak penghasilan di daerah. pemerintah daerah
dapat membuat kebijakan sendiri selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan.®®

Ada beberepa kewenangan pemerintah daerah yakni urusan dalam skala provinsi dan
kabupaten di jelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah menjelaskan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari absolut,
urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum. Kewenangan pemerintah
konkuren yakni urusan pemerintah dibagi antara pemerintah provinsi dengan daerah
kabupaten/kota adapun kewenangan tersebut dibagi menjadi dua urusan pemerintah wajib
dan urusan pemerintah pilihan. Urusan pemerintah wajid terdiri dari pelayanan dasar dan
urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terkait dengan hal ini
dijelaskan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah sebagai berikut:

Urusan pemerintah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar:%°
a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
e. Kententeraman rakyat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
f.  Sosial
Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yakni:
a. Tenaga kerja
b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

c. Pangan

8 Josef Mario Monteiro, Hukum Pemerintah Daerah, Pustaka Yusnita.Yogyakarta. 2016. him 34.
8 Pasal 9, pasal 10,dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah



m.

n.

Pertanahan

Lingkungan hidup

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Pemberdayaan masyarakat dan desa
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Perhubungan

Komunikasi dan informatika

Koperasi, usaha kecil dan menengah
Penanaman modal

Kepemudaan dan olah raga

Dan lain-lain

Urusan pemerintahan pilihan yakni:

a.

b.

=

Kelautan dan perikanan
Pariwisata

Pertanian

Kehutanan

Energi dan sumber daya mineral
Perdagangan

Perindustrian dan

Transmigrasi
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Pembangunan lapangan tenis Aceh Tenggara tentunya berkaitan dengan urusan

pemerintah provinsi dengan daerah kabupaten/kota terkait dengan pembangunan lapangan

tenis di Aceh Tenggara tentu berhubungan beberapa point yang dijelaskan dalam Pasal 11

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni Pekerjaan umum dan penataan

ruang, kepemudaan dan olah raga dan pariwisata katiga hal ini tentunya harus dilaksanakan
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dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas yang tidak menimbulkan kerugian
bagi masyarakat namun pembangunan lapangan tenis yang bangun tidak sesuai dengan

kepentingan umum masyarakat Aceh Tenggara.
D. Teori Azas —Azas Umum Pemerintahan Yang Baik

Pemerintahan yang baik (good governance) mulai muncul di Indonesia pada tahun
1990-an dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik menjadi hal yang sangat penting
dikerana tujuan dari negara adalah kesejahteraan rakyat tentu azas umum pemerintah yang
baik sangat diperlukan dalam menjalan kewenangan pemerintah. Azas-azas umum
pemerintah yang baik(AAUPB) dengan istilah algemeen beginselen van behoorlijk bestuur,
azas-azas umum pemerintahan yang baik diakui sebagai prinsip-prinsip yang dijadikan
pegangan atau pedoman bagi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas

pemerintahan, dan diakui atau ditempatkan sebagai hukum tidak tertulis.”

Menurut P de Haan bahwa azas-azas umum pemerintah yang baik ini dijadikan
sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, di samping sebagai norma
hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah.” Azas-azas umum pemerintah yang baik
dijadikan sebagai dasar dalam tata cara dalam penyelanggaraan pemerintahan yang baik
dengan cara ini pemerintahan menjadi adil, bebas dari kezaliman terhadap masyarakat,

diperlukan juga komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat.

Pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin tentang adanya
kesejajaran, kesamaan dan keseimbangan, saling mengontrol oleh komponen-komponen
pemerintahan, rakyat dan penguasa semua komponen tersebut mempunyai tata hubungan

yang sama dan sederajat jika komponen tersebut tidak sejajar maka akan tejadi ketidak

70 Ridwan HR. Op.Cit, him 240
" 1bid him. 298



43

seimbangan artinya tujuan integritas yang baik, profesionalitas dengan harapan keadilan

tercapai untuk masyakat tidak mudah untuk mencapai.

Prinsip-prinsip yang melandasi konsep pemerintahan yang baik yang menjadi dasar
yaitu akuntabilitas, transfaransi dan partisipasi masyarakat. selain itu pemerintahan yang
baik (good governance) yang efektif harus memiliki integritas, profesionalisme serta etos
kerja yang tinggi dari pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Azas-azas umum
pemerintah yang baik ada beberapa macam yang tentunya sebagai norma bagi pemerintah

yakni:

Azas kepastian hukum

Azas keseimbangan

Azas kesamaan dalam mengambil keputusan

Azas bertindak cermat

Azas motivasi untuk setiap keputusan

Azas tidak mencampuradukan layak

Azas persamaan yang layak

Azas keadilan dan kewajaran

Azas kepercayaan dan menanggapi penghargaan yang wajar
Azas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal

Azas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi
Azas kebijaksanaan

Azas penyelenggaraan kepentingan umum?’?

NS XS<ESo©-QDTOD

Beberapa pakar hukum administrasi Indonesia mengemukakan rumusan sendiri
terkait AUPB meski dari inspirasi tidak terlepas dari rumusan yang dibawa le roy tersebut.
jazim hamidi misalnya, mengemukan 5 (lima) jenis asas, sementara paulus E. lotulung
menjelaskan 7 (tujuh) asas, philipus m. hadjon 11 (sebelas asas) dan SF Marbun 17 (tujuh
belas) asas. Berbagai perumusan jenis AUPB pada dasarnya memiliki kesamaan satu dengan
lain. kajian secara kualitatif terhadap perumusan AUPB oleh para pakar tersebut, dapat

dikemukan enam asas yang disepakati secara doktrin, terutama dalam hal penggunaannya

2 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta: Rajagrafindo, Persada, 2013 HIm 243
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seabagai instrument secara doktrin, terutama dalam hal pengunaanya sebagai alat pengujian

oleh hakim peradilan administrasi. keenam jenis asas tersebut sebagai berikut:"
a. Azas kepastian hukum

Asas ini menghendakai adanya kepastian hukum dalam artian: a. dihormatinya hak
yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan/pejabat tata usaha dan
keputusan itu tidak akan dicabut kembali oleh badan/pejabt tata usha negara, meskipun surat
keputusan ini mengadung kekurangan.b. surat keputusan yang dikeluarkan badan/pejabat
administrasi negara tidak boleh berlaku surut terhadap suatu keadaan objek tertentu,
utamanya terhadap hal-hal yang bersifat membebankan dan merugikan pihak penerima

keputusan.
b. Asas kecermatan

Asas ini menghendaki badan/pejabat negara tata usaha negara senantiasa bertindak
sceara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. beberapa kasus akibat

badan/pejabat tata usaha Negara bertindak tidak cermat merugikan warga masyarakat.
c. Asas laranagan berbuat sewenang-wenang

Asas larangan berbuat sewenang-wenang dalam bahasa disebut willekeur dan
dalam bahasa prancis disebut a bus de droit, artinya jika saja suatu tindakan dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan tidak itu tidak

sampai pada tindakan sewenang-wenangnya.
d. Asas keadilan

Asas ini sering digandengkan dengan asas persamaan. Secara teknis penerapannya,

asas ini menghendaki agar dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama, badan/pejabat tata

73 Cekli Setya Pertiwi, dkk. Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .Jakarata.Cilc Dan
Leip, 2016 him.44-45
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usaha negara mengambil tindakan (keputusan) yang sama. Selain itu asas ini juga
menghendaki agar badan-badan pemerintahan tidak bertindak sewenang-wenang atau tidak
wajar atau menempatkan sesuatu pada porsinya. Jika organ pemerintah bertindak sewenang-

wenang atau tidak wajar maka tindakan demikian dapat dibatalkan.
e. Asas keseimbangan atau proporsionalitas

Asas ini mengehendaki agar setiap tindakan atau keputusan yang diterbitkan
badan/pejabat TUN secara seimbang atau sesuai dengan keadaan yang terjadi. Asas ini sering
ditujukan antara lain dalam penjatuhan sanksi melalui keputusan pejabat pemerintah. Maka
dengan asas ini diharapkan agar penjatuhan sanksi sesuai dengan Kriteria dan tingkat

kesalahan administrasi yang dilakukan pihak yang dituju keputusan.

Organ pemerintahan dalam setiap mengeluarkan sebauh keputusan maupan kebijakan
yang dijalankan seharusnya tidak bertentangan dengan azas-azas pemerintahan umum yang
baik, setiap azas memiliki prinsip yang melakat pada kepentingan umum dan dalam
menjalankan administarsi pemerintahan harus mempertimbangkan kesesuaian dengan azas-

azas pemerintahan umum yang baik.



BAB |11

Pengaturan Mengenai Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Tenggara

(Khususnya Pembangunan Gedung Lapangan Tenis)

A. Tinjauan Pengaturan lzin Bangunan Gedung dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Pembangunan gedung merupakan perkerjaan yang dilakukan manusia dan disebut
sebagai hasil karya manusia, tentu adanya dasar hukum yang mengatur mengenai izin
mendirikan bangunan. Peraturan yang mengatur mengenai pembangunan gedung sebelum di
sahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlakunya Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Ada beberapa perbedaan
pengaturan mengenai izin bangunan gedung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 melihat pada proses memperoleh izin bangunan gedung pada persyaratan
administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung. Pertama, melihat pada pengertian
bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang berada diatas atau di
dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat menusia melakukan kegiatannya baik
untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamanaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya, maupun khusus. Terkait mengenai persyaratan administrasi bangunan gedung
dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan

administratif yang meliputi:"

a. status hak atas tanah dan atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
status kepemilikan bangunan gedung
c. izin mendirikan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

o

dan Pasal 7 ayat (3) menjelasakan bahwa persyaratan teknis bangunan gedung
sebagaimana meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keadaan bangunan
gedung.”

74 Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
75 pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

46



47

Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 pada Pasal 8 ayat (1) huruf c, izin
mendirikan bangunan (IMB) adalah surat bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik
bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan
berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.
Kedua dalam memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung harus terlebih
dahalu memiliki izin mendirikan bangunan dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (4) pembangunan
bangunan gedung dapat dilaksanakan setalah rencana teknis bangunan disetujui oleh
pemerintah daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan (IMB) sementara persyaratan
teknis bangunan dalam Pasal 9 ayat (1) menjelaskann bahwa dalam pembangunan harus
memperhatikan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung dan persyaratan
pengendalian dampak lingkungan. Tentunya bangunan gedung harus memperhatikan
kepadatan, ketinggian, jarak bebas bangunan gedung, intensitas bangunan gedung ditinjua

dari lokasi bangunan gedung yang tidak mengangu sarana dan prasarana umum.

Ketiga, Penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
dalam Pasal 15 ayat (3) permohonan izin mendirikan bangunan gedung yang memenuhi
persyaratan administratif dan persyaratan teknis disetujui dan disahkan oleh bupati /walikota.
Maka pengurusan izin bangunan gedung diserahkan kepada pemerintah daerah mengenai

perizinan bangunan di daerah.’’

Secara mendasar dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung bahwa pembangunan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum,
menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah, dan kepuasan batiniah

dalam suatu masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional,

76 pasal 9 ayat (1) dan pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
77 Pasal 14 ayat (1) dan pasal 15 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
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andal, serta seimbang, tidak mengangu lingkungan sekitaran.”® Pengaturan pembangunan dari
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung disimpulkan bahwa izin mendirikan
bangunan harus diperoleh terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan dan teknis
bangunan harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan (IMB). Proses penerbitan
izin bangunan gedung diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, kecuali
untuk daerah khusus ibukota Jakarta oleh Gubernur dan untuk bangunan gedung fungsi
khusus oleh pemerintah pusat. Maka proses pengaturan izin mendirikan bangunan (IMB) di
serahkan kepada pemerintah daerah  kerana yang mengatahui pelaksanaan teknis
pembangunan gedung tentu pemerintah daerah dan dapat dipantau langsung letak lokasi

pembangunan tersebut oleh pemerintah daerah.

b. Pengaturan Mengenai lzin Bangunan Gedung dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan perundang-undangan akan mengalami perubahan sesuai dengan
perkambangan tingkah laku masyarakat, dalam hal peraturan terkait izin bangunan seiring
waktu dan perkembangan masyarakat maka aturan yang mengaturpun akan berubah
mengikuti arah perkembangan zaman. Menurut Hans Kelsen peraturan hukum itu berjenjang
ditinjau dari dua aspek, pertama, aspek statis (nomostatis) ditinjau dari melihat isi norma
dalam pembentukan perundang-undangan. Kedua, aspek dinamis (nomodinamic) ditinjau dari
noma-norma hukum yang diberlakukan untuk mengatur perbuatan masyarakat, baik dalaam
pembentukan dan penghapusannya. Tujuan dari aturan hukum itu sendiri supaya mengurangi

kekacauan dan ketidak beragam culture menjadi satu kesatuan ."®

78 Marihot Pahla Siahan, Hukum Bangunan Gedung di Indonesia. Jakarta, Pt Rajagrafindo Persada.2008, him 3
7 Ahmad Redi. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta Timur, Sinar Grafika. 2018
him. 40
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Peraturan mengenai izin bangunan sesuai dengan azas lex posterior derogate legi
priori bermakna undang-undang yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang yang
lama sesuai dengan toeri Hans Kelsen yang menyatakan hukum itu berjenjang yakni hukum
yang lebih tinggi menajadi bersumber hukum yang rendah. Maka aturan tentang
pembangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dan peraturan pelaksana Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung adalah aturan
yang baru sehingga aturan ini sebagai landasan dasar yang harus disesuai dengan Peraturan
Daerah (Perda) dimana ketentuannya harus disesuaikan dalam aturan yang terbaru sesuai
yang disebut dalam aturan peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 bahwa
pemerintah daerah harus menyediakan Persetujuan Bangunan Gedung (PGB) dalam jangka
waktu enam (6) bulan sejak peraturan pemerintah ini berlaku. Maka Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung dicabut dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja diberlakukan sebagai acuan hukum yang mengatur pembangunan

gedung.®

Proses pemberian izin bangunan gedung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan Pasal
6 ayat (2) bahwa fungsi bangunan gudang dicantumkan dalam Persetujuan Bangunan
Gedung. Persetujuan bangunan gedung harus di dasarkan pada standar teknis bangunan
gedung yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 yakni standar
perencanaan dan perancangan bangunan gedung, standar pelaksanaan dan pengawasan
kontruksi bangunan gedung, standar pemanfaatan bangunan gedung, standar pembongkaran

bangunan gedung.8!

8 Nurfagih Irpani. Pemaknaan, Problematika dan Pengunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 16. No.3, September 2020. him .8
81 pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
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Pasal 4 ruang lingkup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengatur kebijakan

strategis meliputi:

peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
ketenegakerjaan

kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M
kemudahan berusaha

dukungan riset dan inovasi

pengadaan tanah

kawasan ekonomi

investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional
pelaksanaan administrasi pemerintah dan

pengenaan sanksi

—mSemooooTe

Penjelasan Pasal 13 penyederhanaan persyaratan dasar perizinan meiputi: a,
kesesuaian kegiatan pemanfaatan runag, b, persetujuan lingkungan dan c, Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG) serta sertifikat laik fungsi maka pembahasan ini akan terfokus pada

bagian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) paragraf 4 Pasal 23 dan seterusnya.®?

Pada Pasal 23 menyatakan bahwa untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat,
terutama pelaku usaha dalam memperoleh persetujuan bangunan gedung dan sertifikat liak
fungsi bangunan, undang-undang ini mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan
baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek. Surat Bukti
izin bangunan gedung disebut PBG diperoleh dengan melihat pada kesesuain standar teknis
bangunan, sesuai yang dijelaskan Pasal 36A ayat (1) pelaksanaan kontruksi dapat dilakukan
setelah mendapatkan persetujuan bangunan gedung (PBG) dan ayat (2) persetujuan diperoleh
setalah mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung dari pemerintah
pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenanganya berdasarkan norma, standar, prosedur dan

kriteria yang di tetepkan oleh pemerintah pusat. Persetujuan bangunan gedung diperoleh

82 pasal 4, Pasal 6 huruf b dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
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setelah mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis maka pemenuhan standar teknis

bangunan gedung sangat diperhatikan supaya PBG dikeluarkan.®

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus memenuhi Pasal 7 ayat (1) setiap
bangunan gedung harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan
klasifikasi bangunan gedung, Ayat (2) penggunaan ruang diatas dan/atau dibawah tanah
dan/atau air untuk bangunan gedung harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. penjelasan pada Pasal 34 ayat (2) penyelenggaraan bangunan gedung
berkewajiban memenuhi standar teknis bangunan gedung terdiri dari pemilik bangunan
gedung, penyedia jasa kontruksi, profesi ahli, penilik, pengkaji teknis dan pengunaan

bangunan gedung.®*

Perolehan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus dimohonkan pada tahap
pemerintah daerah dan pemerintah pusat sesuai dengan Pasal 36 A ayat (3) persetujuan
dimohonkan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh
pemerintah pusat yakni sistem informasi manajemen bangunan gedung yang selanjutnya
disingkat (SIMBG) dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung menjelaskan bahwa
SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses
penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat
Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Tata Bangunan (RTB) dan

pendataan bangunan gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan

8 Pasal 23 dan Pasal 36A ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
84 pasal 7 ayat (1) , (2) dan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung
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gedung.® Dapat diartikan Proses memperoleh surat izin PBG melalui sistem elektronik

berbasis web yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Pengaturan Pengawasan pembangunan gedung yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dijelaskan pada Pasal 36 B ayat (1), (2), (3) dan
(6) Pelaksanaan bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana kontruksi yang
memenuhi syarat dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Ayat (2) penyedia jasa pengawasan atau manajemen kontruksi melakukan
kegiatan pengawasan dan bertangung jawab untuk melaporkan setiap tahapan pekerjaan.
Ayat (3) pemerintah pusat atau pemrintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat harus melakukan inpeksi pada setiap tahapan sebagai
pengawasan yang dapat menyatakan lanjut atau tidaknya pekerjaaan kontruksi ketahap
selanjutnya. Dilanjut pada ayat (6) dalam pelaksanaan diperlukan adanya perubahan dan/atau
penyesuaian terhadap rencana teknis, penyedia jasa perencana wajib melaporkan kepada
pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenanganya untuk mendapatkan
persetujuan sebelum pelaksanaan perubahan dapat dilanjutkan berdasarkan norma standar,

prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemrintah pusat.8®

Pemanfaatan bangunan gedung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 pada Pasal 37 ayat (1) pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik
dan/atau penguna bangunan gedung setalah bangunan gedung mendapatkan sertifikat laik
fungsi. Ayat (2) sertifikat laik fungsi diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemeritah daerah
seseuai kewenangannya berdasrakan surat pernyataan kelaikan fungsi yang diajukan oleh
penyedia jasa pengawasan atau menajeman kontruksi kepada pemerintah pusat atau

pemerintah daerah sesuai kewenangannya melalui sistem elektronik yang diselanggarakan

8 Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Bangunan Gedung
% pasal 36 B ayat (1), (2), (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



53

oleh pemerintah pusat berdasarkan norma, standar prosedur dan kritria yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat. Bahwa SIMBG dikelola oleh pemerintah pusat berarti pemerintah daerah
sebagai perantara dalam pengurusan PBG kerana setiap administrasi akan dikirim ke

pemerintah pusat dan pemerintah pusat yang akan menentukan pengeluaran surat PBG.%

Proses penyelenggaraan bangunan gedung dalam Pasal 40 Ayat (1) penyelenggaraan
bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai hak yakni dijelaskan dalam huruf b
melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan persetujuan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penjelasan dalam huruf ¢ bahwa mendapatkan surat
ketetapan bangunan gedung dan/atau lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan oleh
pemerintah pusat dan huruf e, mengubah fungsi bangunan setalah mendapat persetujuan dari
pemerintah pusat. Persyaratan penyelenggaraan bangunan Pasal 41 Ayat (1) dalam
penyelanggaraan bangunan gedung pemilik dan/atau penguna bangunan gedung mempunyai
hak huruf a. mengetahui tata cara penyelenggaraan bangunan gedung huruf b. mendapatkan
keterangan tentang peruntukan lokasi dan intensitas bangunan pada lokasi dan/atau ruang
tempat bangunan akan dibangun dan huruf ¢, mendapatkan keterangan mengenai standar
teknis bangunan gedung. Pasal 43 ayat (1) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai
kewenangannya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pembinaan
bangunan gedung secara nasional bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan

tertib penyelenggaraan bangunan gedung.®®

Perbedaan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yakni
Pengaturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat diperoleh izin bangunan gedungnya

sesuaikan pada standar teknis bangunan gedung dan keputusan pengeluaran Persetujuan

8 Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung
8 Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja.
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Bangunan Gedung di keluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah sebagai perantara
pengurusan izin bangunan di daerah dikirimkan melalui sistem elektronik berbasis web
(SIMBG) Kepada pemerintah pusat sedangkan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) diperoleh
sebelum saat mendirikan bangunan, teknis bangunan gedung di lampirkan pada saat
permohonan IMB dan pemerintah daerah yang memberikan keputusan diterbitkan atau
tidaknya surat IMB. hanya pemerintah daerah yang menentukan IMB di daerah kecuali

pembangunan gedung fungsi khusus.

Pelaksanaan bangunan gedung harus dilandasi oleh azas kemanfaatan, keselamatan,
keseimbangan dan keserasian oleh karena itu perlunya peran masyarakat baik dalam
persyaratan bangunan gedung, ketertiban bangunan gedung dan diatur sampai gugatan dari
masyarakat terhadap bangunan gedung dimaksud untuk mendorong tercapainya tujuan

penyelanggraan bangunan yang tertib.%

B. Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

16 Tahun 2021.

Peraturan pembangunan gedung yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Bangunan Gedung bertujuan supaya peraturan pemerintah sebagai instrument untuk
mengadakan peraturan lebih lanjut dari undang-undang. Maka, Pengaturan penjelasan ini
lebih rinci mengenai standar teknis pembangunan gedung supaya diterbitkan Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG). Peraturan pemerintah mengatur beberapa hal sesuai yang

dijelaskan dalam Pasal 2 bahwa peraturan pemerintah ini mengatur mengenai:®

a. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung

8 Eri Hartono Dkk. “Perancangan Sistem Informasi Geografis Persebaran dan Kondisi Lokasi Bangunan
Gedung Berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Singkawang”. Jurnal Justin (Jurnal Sistem dan
Teknologi Informasi) Vol 4, No 3. 2016 him 2.

% Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung
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Standar Teknis

Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Sanksi Administrasi

Peran Masyarakat dan

Pembinaan

D OO0 T

Penjelasan Persetujuan Bangunan Gedung dalam Pasal 1 angka 17 menjelaskan
Persetujuan Bangunan Gedung yang disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada
pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,
dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Terkait
pengaturan persetujuan bangunan gedung (PBG) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung menekankan pada proses penyelenggaraan pembangunan gedung, maka
peraturan pemerintah ini lebih menjelaskan secara rinci pada teknis bangunan, oleh sebab itu
pembahasan ini fokus pada Standar Teknis bangunan sesuai dengan Pasal 1 anggka 50
standar teknis bangunan gedung adalah acuan yang memuat kententuan, Kriteria, mutu,
metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan bangunan
gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. Pasal 13 Standar Teknis

Bangunan gedung meliputi:®*

a. Standar perencanaan dan perancangan bangunan gedung

b. Standar Pelaksanaan dan pengawasan kontruksi bangunan gedung

c. Standar Pemanfaatan bangunan gedung

d. Standar pembongkaran Bangunan Gedung

e. Ketentuan Penyelenggaraan (Bangunan Gedung Cagar Budaya) BGCB yang
dilestarikan

f. etentuan penyelenggaraan BGFK (Bangunan Gedung Fungsi Khusus)

g. Ketentuan penyelanggaraan BGN (Bangunan Gedung Negara)

h. Ketentuan dokumen dan

i.

Ketentuan pelaku penyelenggaraan bangunan gedung
Lapangan tenis Kabupaten Aceh Tenggara merupakan bangunan gedung milik

Negara, pembahasan standar teknis bangunan fokus pada proses penyelenggaraan bangunan

gedung milik negara sesuai pada Pasal 13 huruf g. Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa

91 Pasal 1 anggka 50 dan pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung.
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Bangunan Gedung Negara selanjutnya disingkat BGN adalah bangunan gedung untuk
keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber
pendanaan yang berasal dari dana anggaraan pendapatan dan belanja negara, anggaran
pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah. Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG) di peroleh dengan syarat harus memenuhi standar teknis bangunan gedung
oleh sebab itu dijelaskan dalam Pasal 13 terkait standar teknis meliputi: standar perencanaan
dan perancangan bangunan gedung, standar pelaksanaan dan pengawasan kontruksi bangunan
gendung, standar pemanfaatan bangunan gedung, ketentuan penyelenggaraan BGCB
(Gedung Cagar Budaya) yang dilestarikan, kententuan penyelenggaraan BGFK (Bangunan
Gedung Fungsi Khusus), kententuan penyelenggaraan BHG (Bangunan Gedung Hijau),
kententuan penyelanggaraan BGN (Bangunan Gedung Negara), kententuan dokumen dan
ketentuan pelaku penyelenggaraan bangunan gedung. Penjelasan dalam Pasal 14 mengenai
standar perencanaan dan perancangan bangunan gedung sebagai mana yang dimaksud dalam

Pasal 13 huruf a meliputi :%2

Ketentuan tata bangunan

Ketentuan keandalan bangunan gedung

Ketentuan bangunan gedung diatas/dan atau di dalam tanah, dan atau air dan
Kententuan desain prototipe/purwarupa

o0 o

Bangunan lapangan teknis Kabupaten Aceh Tenggara merupakan bangunan milik
daerah maka penjelasan standar teknis bangunan gedung milik daerah ketentuan
penyelenggaraannya dijelaskan dalam Pasal 124 ayat (7) setiap dilanjut pada ayat (8)
pengelolaan kegiatan dilakukan oleh tenaga pengelola teknis yang bersertifikat dijelaskan
dalam ayat (9) tenaga pengelola teknis bertugas membantu dalam pengelolaan kegiatan
pembangunan bagunan gedung negara di bidang teknis administrasi. Pada Pasal 128 ayat (1)

dalam pembangunan BGN harus memenuhi klasifikasi, standar luas dan standar jumlah

92 pasal 13 huruf g dan Pasal 1 angka 6 Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung.
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lantai, Dilanjut Pasal 129 ayat (1) klasifikasi sebagaimana yang dimaksud bangunan gedung

meliputi :° a. Sederhana. b. Tidak sederhana. c. Khusus

Bangunan Gedung negara yang termasuk pada klasifikasi bangunan khusus yakni
stadion atau gedung olah raga sebagaimana dijelaskan pada Pasal 129 ayat (5) huruf k
bangunan stadion atau gedung olah raga adalah klasifikasi bangunan khusus. Dijelaskan pada
ayat (4) BGN Klasifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ pertama, BGN
harus yang memiliki standar Kkhusus, serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya
memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus, kedua, BGN yang mempunyai tingkat
kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, ketiga, BGN yang penyelenggaraannya dapat
membahayakan masyarakat di sekitarannya dan keempat, BGN yang mempunyai resiko
bahaya tinggi. Dilanjut ayat (6) BGN klasifikasi khusus selain sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) ditetapkan oleh menteri.%*

Pasal 134 rencana kebutuhan pembangunan di daerah harus mendapatkan persetujuan
dari gubernur untuk pembangunan BGN yang pendanaanya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan/atau perolehan lainnya yang sah yang
akan menjadi barang milik daerah. pada Pasal 154 ayat (2) kegiatan pasca konstruksi BGN

harus memiliki :

a. Persiapan untuk mendapatkan status barang milik Negara dari pengelola barang
b. Mandapatkan SLF dan
c. Pendaftaran sebagai BGN

Ayat (3) pandaftaran sebagai BGN harus menyiapkan dokumen pendaftaran berupa surat
keterangan bukti pendaftaran BGN dengan diberikan huruf daftar nomor (HDNo), ayat (6)
gubernur atau bupati/walikota melaporkan BGN yang ada di wilayahnya kepada menteri.

Pasal 153 pengawasan kontruksi bangunan gedung negara dilakukan oleh :

% pasal 124 ayat (7),(8) dan (9) dan pasal 129 ayat (1) Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung

% pasal 129 ayat (5) huruf k, dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung.
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a. Penyedia jasa manajemen kontruksi atau
b. Penyedia jasa pengawasan kontrruksi

Pengawasan kontruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa manajmen kontruksi
dilakukan pada pembangunan BGN Kklasifikasi bangunan khusus. Dokumen bangunan gedung
dalam Pasal 199 huruf a dokumen pendanaan dan huruf b dokumen pendaftaran. Ayat (3)
dokumen pendanaan pembangunan BGN harus di lengkapi dengan rencana kebutuhan,
rencana pendanaan dan rencana penyediaan dana. Ayat (1) dokumen pendaftaran disusun
dalam tahap pengawasan kontruksi. Dilanjut pada Pasal 154 ayat (3) pendaftaran bangunan
BGN membuat dokumen berupa surat keterangan bukti Pendaftaran BGN diberikan huruf
daftar nomor (HDNo) ayat (5) huruf daftar nomor (HDNo) BGN diterbitkan oleh menteri.
Ayat (6) Gubernur atau bupati/walikota melaporkan BGN yang ada diwilayahnya kepada

menteri. %

Pengaturan pembangunan lapangan tenis di kabupaten Aceh Tenggara belum
menyesuaikan dengan acuan Peraturan Undang-Undang yang terbaru yakni Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Bangunan
Gedung. Proses pembangunan gedung lapangan tenis masih mengacu pada Qanun Aceh
Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati Nomor 06
Tahun 2017 tentang Keterbukaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Cara

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara .%

C. Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan di Daerah Aceh Tenggara

a. Pengertian lzin Mendirikan Bangunan

% Pasal 134, Pasal 154 ayat (2), (3) dan (6) Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung.

% Eliyulizar,SS.MSI. Proses Pembangunan Lapangan Tenis, Wawancara dengan Sekretaris Disparpora Aceh
Tenggara pada tanggal 23 Agustus 2022.
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Berbicara mengenai izin tentu tidak terlapas dari keputusan tata usaha negara
(beschikking) adalah keputusan pemerintah yang bersifat konkret dan individual yang tidak
ditujukan untuk umum. Sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Juncto dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal
3 menjelaskan bahwa suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat tata
usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat
konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata. Salah satu bentuk keputusan tata usaha negara dan merupakan salah satu

bentuk pelayanan adalah izin mendirikan bangunan.®’

Izin mendirikan bangunan adalah adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada
pribadi, sekelompok orang dan badan hukum untuk membangun dalam rangka pemanfaatan
ruang sesuai dengan izin yang diberikan kerana telah memenuhi ketentuan dari berbagai
aspek, baik pertanahan, teknis, perencanaan serta lingkungan. Setiap pembangunan yang
dilakukan baik untuk kepentingan perorangan, kelompok dan pemerintah harus terlebih
dahulu memiliki surat izin bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh
Tenggara. Perizinanan merupakan instrumen yuridis yang berbentuk Kketetapan yang
menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang, izin digunakan oleh
pemerintah dalam peristiwa konkret seperti izin bangunan yang diterbitkan oleh pemerintah

daerah.%

b. Instrumen Pemerintah
1. Regeling
Pemerintah dalam mengeluarkan suatu peraturan tentu berdasarkan perintah

peraturan perundang-undangan dan memiliki dasar kewenangan atribusi, apabila peraturan

97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Juncto dalam Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha

% Victorianus Randa Puang. Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan. Yogyakarta, Grup Penerbit Cv Budi
Utama, 2015. HIm 53
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dikeluarkan bukan berdasarkan perintah yang ditentukan undang-undang maka peraturan itu
tidak dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Menurut Buys dalam bukunya
De Ground Wet, Teolicting En Kritiek mengemukakan bahwa undang-undang dalam arti
meteril adalah satiap keputusan pemerintah yang isinya mengikat langsung bagi masyarakat
maka disebut undang-undang waluapun peraturan itu dikeluarkan bukan berdasarkan
lembaga yang berwenang seperti DPR, DPD, Presiden Makamah Konstitusi, dan lainya maka
peraturan itu disebut undang-undang. Pengertian formil yakni peraturan yang sudah diberi
bentuk penetapan dalam artian pembentukan undang-undang berdasarkan kewenangan
lembaga yang membentuknya DPR, DPD, Presiden dan telah ditetapkan dalam lembaran

negara®®
2. Becshikking

Becshikking merupakan ketetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah
haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang diperoleh atas dasar atribusi sehingga
kewenangan itu melahirkan asas wetmetigeheid van bestuur oleh karenanya untuk dapat
menyatakan sebuah produk pemerintah berdasarkan hukum harus ditelusuri terlebih dahulu
kewenanganya (astribusi) P.J,P.Tak menyatakan Becshikking adalah peraturan umum yang
dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang
pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lain. artinya
Becshikking (ketetapan) dikeluarkan oleh pejabat Negara yang berwenang yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan .1

Perbadaan antara regeling dengan becshikking menurut Hamid. S Attamimi

menjelaskan antara lain:

Dilihat dari penagaturan sanksi yang diatur dalam regeling atau peraturan perundang-
undangan yakni sanksi pidana atau sanksi pemaksa yang dituangkan dalam undang-

% SF Marbun, Hukum Adminstrasi Negara | (Administrasi Law I). Yogyakarta, FH Ull PRES, 2018 him.237
100 5f Marbun Op.Cit him.244
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undang pembentukannya harus dilakukan dengan persetujuan rakyat dan diatribusikan
oleh undang-undang, sedangkan peraturan Becshikking mencantumkan sanksi
administratif bagi pelanggar yang melakukannya. Persamaan peraturan perundang-
undangan dengan keputusan yakni: pertama, keduanya memberikan fungsi aturan
bealaku untuk umum, namun Becshikking dapat juga belaku privat. Kedua, peraturan
berlaku keluar dan ditujukan pada masyarakat umum. Peraturan mengenai perizinan
diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara keputusannya dikeluarkan
oleh pemerimtah baik pemerintah pusat maupun pemrintah daerah.

c. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Aceh yang
dikelilingi hutan taman nasional gunung Leuser dan Bukit Barisan dengan ketinggian 25 -
1.000 Mdpl. Ibukota Aceh Tenggara adalah Kota Kutacane. Secara astronomis Kabupaten
Aceh Tenggara terletak pada 3°5523”’- 4°16°37"° Lintang utara dan 96°43°23°°- 98°10°32”’
bujur timur selanjutnya menurut letak geografis, batas wilayah kabupaten Aceh Tenggara

yakni: 102

1. Sebelah Utara : bebatasan dengan kabupaten Gayo Lues provinsi Aceh

2. Sebalah Selatan : berbatasan dengan kota Sabussalam dan kabupaten Aceh Selatan

3. Sebelah Timur : berbatasan dengan kabupaten Langkat dan Karo Provinsi Sumatera
Utara.

4. Sebelah Barat : berbatasan dengan kabupaten Aceh Selatan dan Kota Sabussalam

Provinsi Aceh.

Dimana secara konstitusional tertuang dalam Pasal 18 tentang Pemerintah Daerah
yang merupakan dasar kepentingan pelaksanaan otonomi daerah yang kemudian diatur dalam
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atasa Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten Aceh Tenggara merupakan

salah satu daerah otonom yang terbentuk dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 4

102 aporan Kinerja (Lkj), Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020. him 2
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Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara. Jumlah kecamatan di

kabupaten Aceh Tenggara berjumlah 16 Kecamatan.1%

Ada beberapa pembagian zona di Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan Pasal 12

huruf a, Qanun Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung yakni:

a. Zona kawasan lindung dan penyangga peruntukan bangunan untuk permukiman
daerah aliran sungai (DAS)

b. Zona budidaya pertanian, peruntukan bangunan untuk permukiman petani lahan
basah, pertenakan, perkebunan dan permukiman perdesaan yang berada pada kawasan
budidaya pertanian

c. Zona yang kawasan permukiman, peruntukan bangunan untuk permukiman perdesaan
yang berada di pusat-pusat atau ibukota kecamatan, dan/atau sebagai permukiman
dengan arahan kepadatan bangunan sedang.

d. Zona kawasan permukiman perkotaan dengan arahan kepadatan bangunan tinggi.

Pembangunan gedung akan bertambah melihat pada jumlah pertumbuhan pendudukan
yang meningkat dari jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai presentase
dari penduduk. Perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu
disebabkan kerana adanya peristiwa kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk
ke Aceh Tenggara sehingga  perekembangan dalam pembangunan semakin
meningkat. Perubahan jumlah penduduk dan pendirian gedung tempat usaha dagang,
industri dan bangunan gedung milik negara untuk kepentingan masyarakat semakin

bertambah. 1%

d. Proses Perolehan Izin Bangunan di Daerah Aceh Tenggara

103 1hid him 3
104 |_aporan kinerja (Ikj) Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2020.him 12
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Peranan hukum di dalam pembangunan gedung sekarang semakin dirasakan oleh
masyarakat perlunya aturan hukum dan perancanaan pembangunan yang baik muapun
tersistem supaya warga masyarakat merasakan pembangunan itu untuk perubahan
mamajukan daerah dan perkonomian masyarakat. Meninjua peranan hukum dalam
pembangunan dapat dilihat dari keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah
daerah dan pelaksanan keputusan itu dijalankan. Peranan hukum merupakan alat untuk
menterjamahkan tujuan pembangunan kedalam norma-norma yang diterapkan, semakin
hukum itu dapat dipakai dengan efektif untuk mengarahkan tingkah laku manusia semakin
berhasil pula pembangunan itu dijalankan, di dalam pelaksanaan pembangunan tentu ditinjua
terhadap kepentingan masyarakat terhadap bangunan itu.% Di Kabupaten Aceh Tenggara
dalam pelaksanaan pembangunan gedung terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan
administrasi dan teknis bangunan yang ditentu dalam Qanun Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun
2014 tentang Bangunan Gedung Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap bangunan harus
memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi: pertama, status hak atas tanah, kedua,
status kepemilikan tanah bangunan gedung, dan ketiga, 1zin Mendirikan Bangunan (IMB).
Sementara teknis bangunan harus memenuhi persyaratan tata bangunan, intensitas bangunan
gedung , arsitektur bangunan gedung dan keandalan bangunan gedung. Dasar hukum
pengaturan bangunan gedung didaerah Kabupaten Aeh Tenggara yakni berdasarkan Qanun
Nomor 1 Tahun 2014 tentang bangunan gedung. Qanun Aceh Tenggara belum menyesuaikan
dengan aturan yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan Paraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Izin mendirikan bangunan gedung

dikeluarkan oleh organ pemerintah kabupaten Aceh Tenggara yakni DPMPTSP Aceh

105 satjipto Rahardjo, Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Bandung ,Alumni 1976 him 155
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Tenggara dan dapat dikeluarkan oleh dinas pemerintahan lain jika izin bangunan itu milik

Negara maka harus ada persetujuan dari kepala pemerintah daerah yakni Bupati.1%

Bangunan yang akan didirikan baik untuk kepentingan seseorang, kelompok dan
badan hukum dengan proses perolehan izin mendirikan bangunan dari DPMPTSP dengan
melengakapi syarat administrasi perizinan, baik itu, 1zin Bangunan Tempat Usaha (SITU) ,
Izin Usaha Dagang (UD), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dinas perizinan Aceh
Tenggara sebelum mengeluarkan Surat izin bangunan terlebih dahulu di tinjau syarat lokasi
bangunan dan tingkat keandalan bangunan sesuai dengan ketentuan arsitektur dan penataan
ruang maka sebelum di lakukan pembangunan di tinjau terlebih dahulu oleh pihak Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan menerbitkan surat rekomendasi dari PUPR,
serta surat rekomendasi dari Kepala Desa dan Bupati, dipertimbangkan dari kegunaan
bangunan, akibat bangunan, fungsi bangunan, uji lapangan langsung dan AMDAL, serta

dipertimbangkan dari pesetujuan masyarakat.'%’

Surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara harus dipertimbangkan supaya
pembangunan itu tidak merugikan masyarakat baik pada pengadaan dan pengelolaan sarana
untuk kelancaran urusan keadministrasian dan administrasi pembangunan oleh sebab itu perlu
disesuaikan dengan persyaratan administrasi negara yang baik, pertama, azas berencana
(planmatigheid) harus memperhatikan kesesuain waktunya tidak diulur-ulur, tidak kurang
dan berlebihan dan cara kerjanya harus sesuai ketentuan, sistematis dan tidak sembrono.
Kedua, azas keterarahan (doelmatigheid) tercapainya sasaran yang dituju, mencegah

kesimpangsiuran dan kemunduran supaya pembangunan itu terarah sesuai tujuan dari

106 Dewi Sartika Andriani SE.MM. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) . Wawancara dengan Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada tanggal 19 Agustus 2022
107 Dewi Sartika Andriani SE.MM. . Izin Mendirikan Bangunan (IMB) . Wawancara dengan Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada tanggal 19 Agustus 2022
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bangunan itu. Ketiga, azas keabsahan dalam penetapan keputusan (rechtmatigheid) harus

sesuai dengan hukum yang meliputi wet matigheid sesuai dengan undang-undang.1®®

Apabila pembangunan gedung mengangu jalan lalu lintas, mengganggu atau merusak
lingkungan sekitarnya, pengunaannya tidak sesuai dengan renacana tata ruang yang sudah
ditetapkan dalam RTRWAK dan rencana bangunan gedung menyebabkan tergangunya recana
jalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota, maka permohonan izin mendirikan
bangunan gedung yang diajukan kepada DPMTSP Aceh Tenggara dapat di tolak. Pembinaan
terhadap proses pengadministrasian negara perlu di lakukan supaya tujuan pembangunan

untuk kepentingan masyarakat.%

Pemberian izin mendirikan bangunan dan pengunaan bangunan gedung dilakukan
menjamin agar pertumbuhan fisik Aceh Tenggara dalam rangka mendukung pertumbuhan
ekonomi secara keseluruhan, tidak menimbulkan kerusakan penataan fisik Aceh Tenggara.
Oleh sebab itu kegiatan pembangunan masyarakat terlebih dahulu mengurus surat izin
bangunan dan memperoleh izin bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku supaya
pembangunan itu dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

dikemudian hari.

Tujuan pembangunan adalah proses pemerintah untuk mencapai perubahan kehidupan
masyarakat, baik bangsa dan negara, supaya daerah itu modern yakni dari daerah itu buruk
menjadi daerah yang lebih baik supaya terwujud masa depan yang membahagiakan bagi
generasi yang akan datang.!’® Namun apabila bangunan itu tidak memberikan manfaat bagi
masyarakat dan timbul kerugian bagi masyarakat, maka warga masyarakat dapat mengugat

pejabat negara yang memberikan izin bangunan tesebut sesuai dengan Pasal 53 ayat (2)

108 Badan Kontak Profesi Hukum Lampung. Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan.
Bandung.Alumni 1977. him.86

109 Dewi Sartika Andriani SE.MM. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) . Wawancara dengan Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada tanggal 19 Agustus 2022

110 Badan Kontak Profesi Hukum Lampung. Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan. Bandung.
Alumni 1977. him. 100
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Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha menjelasakan bahwa lzin yang
diekeluarkan oleh pemerintah daerah dapat mengajukan gugutan kepada pengadilan tata
usaha negara apabila merasa dirugikan kepentingan atas keputusan yang dikeluarkan ditinjua
dari keputusan yang dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan

azas-azas umum pemerintahan yang baik.!!

D. Organ Pemerintah Aceh Tenggara Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Lapangan

Tenis

Bedarasarkan Surat Bupati Aceh Tenggara Nomor: 028/436/2021 Tentang
Persetujuan Alih Fungsi Barang Milik Daerah bahwa penyelenggara atau pelaksanaan
kontruksi bangunan lapangan tenis yakni dinas Perumahan umum (PUPR) Aceh Tenggara
sedangkan pemilik bangunn gedung yakni Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
(Disparpora) dan pengawasan bangunan gedung dilakukan oleh Dinas Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan penetapan ini maka kewajiban PURP harus
memenuhi persyaratan bangunan gedung sesuai dengan yang diatur Qanun Aceh Tenggara
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung BAB Ill Persyaratan bangunan gedung,
persyaratan administratif, persyaratan tata bangunan, arsitektur bangunan gedung,
pegendalian dampak lingkungan, keandalan bangunan gedung, dan pemilik bangunan gedung
lapangan tenis yakni Disparpora memiliki tugas sesuai dengan BAB IV Penyelenggaraan
bangunan gedung, izin mendirikan bangunan gedung, perencanaan teknis, pelaksanaan
kontruksi, pengawasan, pemanfaatan bangunan gedung, pelaksanaan pedoman tim ahli
bangunan gedung, dan peran masyarakat. Mengenai organ pemerintahan Sjacrah Basah
berpendapat, mulai dari administrasi tertinggi negara yaitu presiden dan organ administrasi

terendah yaitu lurah yang berwenang memberikan izin hal ini berarti akan dilihat pada

111 pasal 53 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha
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jabatan yang dijabatnya baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.!2 1zin dikeluarkan
oleh DPMPTSP, namun pihak dari DPMPTSP mengatakan tidak mengeluarkan izin
bangunan lapangan tenis dikarenakan bangunan lapangan tenis merupakan bangunan milik
negara yang diserahkan pemerintah daerah kepada pemilik bangunan tersebut yakni Dinas
Pariwisata, Kepumadaan dan Olahraga (Disparpora), namun Disparpora hanya mengeluarkan

Surat Telaahan.!t3

Kegiatan dalam mengeluarkan keputusan terkait izin mendirikan bangunan yakni
dinas perizinan dalam mendirikan bangunan gedung ada beberapa hal diperhatikan urusan
fisikal dan status tanah. Pemabangunan lapangan tenis Aceh Tenggara di jalan Manunggal
Khaje Bintang, Ahmad Yani, Kota Kutacane merupakan kepemilikan tanah yakni Negara,
kepemilikan gedung dan Pengelolaan dikelola olen Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan

Olahraga (Disparpora).

E. Pengaturan lIzin Mendirikan Bangunan Lapangan Tenis di Kabupaten Aceh

Tenggara

Bangunan lapangan tenis Kabupaten Aceh Tenggara berada di kawasan zona
permukiman perkotaan yang terpusat pada kepadatan bangunan tinggi yakni di jalan
Manunggal Khaje Bintang, Ahmad Yani, Kota Kutacane, sehingga pengaturan penataan
ruang harus di perhatikan. Lingkungan kota memerlukan penataan dengan baik, teratur,
indah, aman, tertib dan nyaman untuk mencapai tujuan ini penataan bangunan diharapkan
tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungannya. Pelaksanaan pembangunan di

perkotaan harus disesuai dengan rencana tata ruang kota. Kerana itu, sebelum memperoleh

112 Victorius Randa Puang Op Cit. hIm 52
113 Dewi Sartika Andriani SE.MM. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) . Wawancara dengan Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada tanggal 19 Agustus 2022
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izin mendirikan bangunan masyarakat harus memperoleh keterangan rencana kota terlebih

dahulu.**

Pengaturan mengenai penataan ruang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tengagra
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara Pasal 54
sebelum melakukan pembangunan maka harus menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).1® Keberadaan hukum diperlukan pada
tahap perencanaan dan desain dalam pembangunan sehingga akan tercipta pentaan ruang
yang mengambarkan kebutuhan masyarakat, namun masalah perencanaan dibidang tata ruang
merupakan kelemahan yang paling mendasar banyak perencanaan tata ruang yang tidak
mampu menerapkan pendekatan yang didasarkan pada kepentingan alamiah dan masyarakat.
Penataan ruang dalam tahap perencanaannya didasarkan secara sosial, ekologi
membutuhkan pengaturan hukum, dengan demikian hukum menjadi faktor penting dalam
memberikan landasan penataan ruang. Menurut Robert H. Freilich dan Macheal M. Shultz
menyebutkan bahwa sebagian terpenting dan persyaratan penentuan model desain penataan
ruang yang berdimensi multi aspek. Lebih lanjut Boaventura De Sousa Santos pengaturan
hukum pentaan ruang sebagai paradigmatic transition (tansisi paradigmatik) , ini berarti
pembangunan hukum penataan ruang harus menjadi agenda of public concern ( agenda

perhatian publik) yang akan berhubungan dengan permasalahan di masyarakat.'*°

114 Marihot Pahla Siahan, Hukum Bangunan Gedung di Indonesia. Jakarta, Pt Rajagrafindo Persada.2008, him
85

115 peraturan Bupati Aceh Tengagra Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara Pasal 54

116 Prasetijo Rijadi. Pembangunan hukum penataan Ruang dalam Konteks Kota Berkelanjutan. Surabaya.
Airlangga University Press. him 66
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Pembangunan lapangan tenis sebelum dilakukan pendirian bangunan tersebut ada

beberapa tahapan meliputi :1*/

1. Perencanaan

2. Pemilihan penyedia dilakukan oleh unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ)
Sekretaris daerah Kabupaten Aceh Tenggara

3. Kontruksi oleh dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara

4. Pengawasan teknis dilakukan oleh dinas Disparpora

5. Serah terima bangunan.

Bangunan lapangan tenis merupakan Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 dari
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang disepakati dalam (Musyawarah
Perencanaan Pembangunan) Musrenbang di DPR kabupaten Aceh Tenggara, anggaran yang
dipakai dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Bangunan itu merupakan hasil dari kajian top down dan kajian politis yang di rencana oleh
pemerintah Aceh Tenggara.'!® Bangunan lapangan tenis menimbulkan penataan ruang yang
tidak baik Seharusnya tahapan pembangunan di zona perkotaan harus di rencanakan sebaik
mungkin penataan ruangnya dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Pengaturan
mengenai  tata ruang perkotaan merupakan komponen hukum publik, hukum publik
mengatur hubungan antara penguasa dengan masyarakat. Pengaturan hukum penataan ruang
jelas harus memadukan antara keputusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sehingga
harus menjamin Kketertiban tata ruang dilandaskan pada aturan hukum tentang penataan
ruang. Menurut Daniel Webster dan Roscoe Pound menyatakan bahawa keadilan adalah

kepentingan manusia yang paling luhur.!*® Maka dari itu ketertiban penataan ruang sangat

17 Indra Wahyudi ,ST. Pembangunan Lapangan Tenis di Kabupaten Aceh Tenggara. Wawancara dengan
Kepalada Bidang Pemasaran Pariwisata Pada Tanggal 23 Agutus 2022

118 Eliyulizar,SS.MSI. Proses Pembangunan Lapangan Tenis, Wawancara dengan Sekretaris Disparpora Aceh
Tenggara pada tanggal 23 Agustus 2022.

119 Prasetijo rijadi of.cit him. 61



70

diperhatikan karena dampak dari pembangunan gedung merupakan keadilan bagi

mansyarakat bukan hanya kepentingan bagi pemerintah.

Sistem administrasi pembangunan lapangan tenis di Aceh Tenggara sebelum
melakukan pelaksanaan pembangunan terlebih dahulu adanya persiapan perencanaan yakni
administrasi pengeluaran keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintah daerah Aceh
Tenggara yaitu Disparpora yang telah mengeluarkan Surat Telaahan Staf Nomor
556/79/DISPARPORA/2021 Prihal Rencana Pembangunan Lapangan tenis di Kecamatan
Babussalam. Isi dari surat tersebut sebagai berikut bahwa rencana pembangunan lapangan
tenis yakni indoor dan outdoor di kecamatan Babusalam yang akan memakai lahan ruas jalan
kabupaten pada program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan Sub Kegiatan
yaitu koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan penyedia sarana dan prasarana olahraga

kabupaten/kota (2.19.03.2.01.03). Dasar hukum rencana pembangunan ini antara lain:12

=

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

N

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman
Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan

5. Peraturan Menteri dalam Negari Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor:

248/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer

Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan jalan kolektor-1 ( JKP-1)

120 Syrat Telaahan Staf Nomor 556/79/DISPARPORA/2021 Prihal Rencana Pembangunan Lapangan tenis di
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Rencana Pembangunan Lapangan Tenis di Kecamatan Babusalam akan memakai
lahan ruas jalan Kabupaten dengan panjang 36 Meter dan Lebar 10,9 Meter. Fakta dan data
yang berpengaruh terhadap persoalan antaranya sesuai dengan rencana kerja pada Dinas
pariwisata Kepemudaan dan olahraga kabupatenAceh Tenggara bahwa pada tahan 2021 ada
rencana pembangunan lapangan tenis dikecamatan Babussalam dan lokasi pembangunan
lapangan tenis di kecamatan Babussalam dengan ukuran panjang 36 Meter dan lebar 10,9

Meter. 12

Pembahasan/analisis: berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) adalah penutupan jalan akibat penggunaan jalan
untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya yang dapat dilakukan pada jalan nasional,
jalan provinsi, jalan kabupaten /kota dan jalan desa, yang dimaksud dengan penyelenggaraan

kegiatan di luar fungsinya antara lain:

1. Kegiatan keagamaan
2. Kegiatan kenegaraan
3. Kegiatan olahraga dan/atau

4. Kegiatan budaya

Kesimpulan rencana pembangunan lapangan tenis untuk kegiatan olahraga adalah
salah satu kegiatan diluar fungsi jalan. fungsi ini diperoleh berdasarkan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.??

Berdasarkan surat telaahan diatas bahwa pembangunan gedung lapangan tenis
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(UU LLAJ) Penutupan jalan dapat dilakukan apabila adanya kegiatan olahraga hal ini

121 Syrat Telaahan Staf Nomor 556/79/DISPARPORA/2021 Prihal Rencana Pembangunan Lapangan tenis di
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memang diperbolehkan untuk menutup jalan lalu lintas baik jalan nasional, jalan provinsi,
jalan kabupaten/kota dan jalan desa, sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) namun penutupan
jalan lalu lintas tersebut bersifat sementara bukan permanen sesuai dengan penjelasan Pasal
berikutnya Pasal 128 ayat (1) Pengunaan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
127 (1) yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif ayat (2)
pengalihan arus lalu lintas harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara. Pemerintah
membangun lapangan tenis dengan analisis dasar hukum UU LLAJ kurang tepat, sehingga

pembangunan lapangan tenis bukan kepentingan masyarakat.

Terkiat bangunan lanpangan tenis perumusan program pendirian lapangan tenis tentu
harus mempertimbangkan sumber pembiayaan, lokasi proyek-proyek yang hendak
direalisasikan, target waktu dan prasana yang diperlukan. Mewujudkan pemabangunan yang

baik tentu di perlukan peranan pemerintah ada bebarapa golongan peranan pemeintah

yakni:1?®

1. Administratative reform agents (ARA) yaitu mereka yang dapat merubah sistem
administrasi dan

2. Membina sistem administrasi dalam artian bahwa pemerintah tidak hanya sebagai
pelaksana kebijakan tetapi justru mampu memberikan sumnber ide-ide
pembangunan.

3. Administrative Modernizing Agents (AMA) vyaitu mereka yang mampu
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah yang mampu menguasai
ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang administrasi akan berpengaruh terhadap
pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data yang perlukan sebagai bahan
pengambilan sebuah keputusan sehingga modrenitas administrasi sangat diperlukan
dalam peningkatan koordinasi, komunikasi dan pengawasan.

Kebutuhan dalam membangun akan dilihat bebrapa aspek yakni:*?*

1. Adanya kebutuhan yang dirasakan (felt needs) untuk membangun

2. Keputusan-keputusan politik ( political dicisions) sebagai landasan perumuas
kebutuhan yang dirasakan

Dasar hukum (legal bases) untuk tindakan-tindakan yang diambil

Perumusan rencana pembangunan (formulation of developmet plan)

Perincian program kerja (detailed of activities)

Penilaian hasil-hasil yang dicapai (evaluation of results obtained)

ok

123 S,P Siagan . Administrasi Pembangunan. Cetakan Ke 6, Jakarta, Pt Gunung Agung, 1980 .him 118
124 3 P Siagan Filsafat Administrasi Cetakan Ke 3 PT Gunung Agung Jakarta, 1973. him 13



73

Surat Telaahan Staf Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/095-

1/TS/IPUPR/AGRA/IV/ 2021 Prihal Alih Fungsi Ruas Jalan Kabupaten Menjadi Sarana

Olahraga Kabupaten. Rencana pembangunan lapangan tenis indoor dan outdoor di

kecamatan Babussalam yang akan memakai lahan ruas jalan kabupaten pada program

pengembangan kapasitas daya saing keolahraga sub kegiatan koordinasi sinkronisasi dan

pelaksana penyediaan sarana dan prasana olahraga kabupaten/kota 2.19.03.2.01.03. Dasar

hukum Peraturan Keuangan Nomor 98/Pmk.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Negara.

Persyaratan Penghapusan antara lain : 12°

a)
b)

c)
d)

e)

Persyaratan penghapusan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan adalah
sebagai berikut:

memenuhi persyaratan teknis:

Secara fisik barang tidak dapat digunakan kerana rusak dan tidak ekonomis apabila
diperbaiki

Secara tenis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi

Barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa

Barang mengalami perubahan dalam spesifikasi kerena pengunaan. Seperti terkikis,
aus dan lain-lain sejenisnya

Berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan pengunaan/susut dalam
penyimpanan/ pengangkutan.

Memenuhi persyaratan ekonomis yaitu lebih menguntungkan bagi negara apabila
barang dihapus kerena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari
pada manfaat yang diperoleh atau

Barang hilang atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena
kematian hewan atau tanaman.

Persyaratan penghapusan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan adalah
sebagai berikut:

Barang dalam kondisi rusak berat kerena bencana alam atau kerena sebab lain di luar
kemampuan manusia (force majeure)

Lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (PUTR) kerena
adanya perubahan tata ruang kota

Sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas

Penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik negara dalam rangka efisiensi atau
Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan.

Analis dan Pembahasan yakni:

125 Syrat Telaahan Staf Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/095-1/TS/PUPR/AGRA/IV/
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Terwujudnya keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan
rencana kerja dinas pariwisata kepemudaan dan olahraga kabupaten Aceh Tenggara,
serta capaian kinerja yang diharapkan.

Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Aceh Tenggara tidak
mempunyai wewenang untuk menghambat lajunya perkembangan program
pengembangan kapasitas daya siang keolahragaan.

Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Aceh Tenggara dapat
melengkapi data yang dimaksud apabila ada kejelasan status melalui Keputusan
Bupati Aceh Tenggara tentang pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan
barang milik negara

Dengan adanya keputusan bupati dimaksud, dinas pekerjaan umum dan penataan
ruang kabupaten Aceh Tenggara akan melengkapi data penghapusan atau
pemindahtanganan aset jalan kabupaten menjadi sarana olahraga kabupaten untuk
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembangunan lapangan tenis di
kecamatan Babussalem pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Aceh Tenggara.

Kesimpulan

a.

Saran

kejelasan status pemanfaat/pengguna ruas jalan kabupaten menjadi sarana olahraga
kabupaten sebagai barang milik daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi dan capaian kinerja dinas pariwisata kepemudaan dan
olahraga Kabupaten Aceh Tenggara.

Status ruas jalan yang dimaksud adalah ruas jalan Pulonas-Pulo Latong-Jalan Kanari-
Jalan Tusam Nomor Ruas Jalan 183 dengan panjang ruas jalan fungsional 2,5 Km di

Kecamatan Babussalam.

Keberadaan Pembangun lapangan tenis di Kecamatan Babussalam, menjadi sangat
penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan sebagai tugas
pokok dan fungsi dinas pariwisata kepemudaan dan olahraga Kabupaten Aceh
Tenggara, oleh kerena itu perlu dilakukan pemindahantanganan pemanfaatan ruas
jalan kabupaten menjadi sarana olah raga kabupaten melalui keputusan Bupati Aceh

Tenggara.
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b. Menindaklanjuti pemindahan pemanfaat dimaksud, maka dinas pekerjaan umum dan
penataan ruang kabupaten Aceh Tenggara selaku pemanfaat/pengguna ruas jalan

sebelumnya perlu:

- Mengajukan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan ruas jalan kabupaten Aceh

Tenggara selaku pengelola barang milik daerah untuk disetujui.

- Menyerahkan pemanfaatan ruas jalan kecamatan kapada Bupati Aceh Tenggara

untuk ditetapkan’?®

Berdasarkan surat tealaahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di atas
bahwa pesetujuan alih fungsi jalan kabupaten menjadi sarana olahraga kabupaten
mempertimbangkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan
Olahraga supaya capaian Kinerjanya sesuai dengan yang diharapkan pada program
keolahragaan ini menandakan bahwa pembangunan lapangan tenis untuk kepentingan
pemerintah yakni untuk mencapai program kerjanya. Bangunan gedung lapangan tenis
mengakibatkan penutupan jalan lalu lintas untuk menuju salah satu jalan ke desa yakni desa
Plonas sehingga masyarakat merasakan kerugian, masyarakat terpaksa melalui jalan lalu
lintas yang lain yang memakan waktu, dan adanya surat yang dikeluarkan pemerintah daerah
tentang pengendalian alih fungsi barang milik daerah sesuai dengan surat Bupati Aceh
Tenggara Nomor: 028/436/2021 yang menyatakan alih fungsi ruas jalan Kabupaten Aceh
Tenggara menjadi sarana olahraga kabupaten, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan
pengalihan barang milik daerah berupa tanah jalan kabupaten yang mana pengguna
barangnya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan menjadi barang
milik daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga diperuntukan sarana dan prasarana

olahraga, mengenai pemakaian jalan ruas kabupaten dengan panjang 36 meter dan lebar 10,9
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meter sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, prinsipnya dapat disetujui. Guna
tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, untuk berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalan Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik

Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penguna barang lama melakukan serah terima barang milik daerah kepada pengunna
barang baru yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara serah terima (BAST).

2. Pengguna barang lama melakukan penghapusan terhadap barang milik daerah yang
telah dialihkan dari daftar barang pada pengguna barang bardasarkan surat keputusan
penghapusan barang.

3. Pengguna barang dalam penatausahaan barang milik daerah melakukan penataushaan
barang milik dearah melakukan pencatatan berdasarkan persetujuan bupati, berita
acara serah terima (BAST) dan keputusan penghapusan barang milik daerah.*?’

Penutupan jalan lalu lintas akibat gedung lapangan tenis merugikan masyarakat
sekeliling terutama ketika berpergian menuju kantor atau tempat berkerja, anak sekolah dan
pedagang biasanya melalui lalu lintas jalan Manunggal Khaje Bintang, desa Plonas namun
akibat penutupan jalan tersebut terpaksa melalui jalan yang lain, tentu memakan waktu bagi
warga masyarakat terutama bagi pemuda-pemudi biasanya berlalu lintas dijalan tersebut
menuju kesekolahnya namun akibat penutupan jalan pemuda-pemudi itu menuju kesekolah

melalui jalan lalu lintas yang lain.1?8

Bangunan lapangan tenis bukan bangunan yang diperlukan bagi masyarakat melihat
pada pemakaian lapangan tenis kurang dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemuda, hanya
kalangan pejabat seperti orang-orang dari pihak dinas pemerintahan yang sering memakai
lapangan tenis sebagai tempat bermain tenis, kerena alat perlengkapan olahraga tenis sangat
mahal sehingga pemuda dan warga masyarakat tidak memakai lapangan tersebut untuk

bermain olahraga tenis. minat bermain olahraga tenis bagi pemuda juga masih kurang kerena

127 Surat Bupati Aceh Tenggara Nomor: 028/436/2021 Tentang Persetujuan Alih Fungsi Barang Milik Daerah
128 1kbal Pemuda Plonas, Gedung Lanagan Tenis di Kabupaten Aceh Tenggara Wawancara Dengan Warga
Desa Plonas Pada Tanggal 27 Agustus 2022
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permainan tenis jarang disukai oleh warga masyarakat dan pemuda kabupaten Aceh

Tenggara. 1?°

Pemakain lapangan tenis digunakan untuk tempat berlatih di pungut biaya 250 ribu
seperti persiapan pemaian yang mau ikut perlombaan maka akan di sewa tempat tersebut.*°
sebelum dibangun lapangan tenis pertimbangan pendapat dari masyarakat tidak di minta
persetujuannya seharusnya proses perizinan bangunan gedung untuk kepentingan umum
harus mendapatkan pertimbangan teknis dari tim ahli bangunn gedung dan proses dengar
pendapat publik dari warga masyarakat. Sehingga bangunan itu bukan untuk kepentingan
masyarakat numun untuk keperluan para pejabat yang hendak memgambil keuntungan dan
warga sekitaran dahulu mengatakan lokasi lapangan tenis merupakan tempat berdagang para
warga sekitar, namun sekarang dirubah menjadi lapangan tenis sehingga merugikan bagi
kami. 13! Seharusnya peran masyarakat dilibatkan dalam pembangunan tersebut sebagaimana
diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan
Gedung Pasal 100 ayat (2) peran masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam
pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, kerana akhirnya hasil

pembangunan gedung adalah untuk kepentingan masyarakat.

Dari pihak Dinas Pariwisata dan Olah Raga mengatakan Rencana bangunan ini
terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Bupati Aceh Tenggara dilakukan seleksi
TDUP yakni Tanda Data Pariwisata dan PUPR dan mempertimbangkan pada AMDAL
lingkungan. Pemantuan terhadap standar/normalisasi teknis bangunan melalui izin pengunaan
bangunan diharapkan dapat mencegah bahaya yang mungkin ditimbulkan terutama pada saat

konstruksi bagi lingkungan, mitigasi bencana pembangunan, rencana komplek olahraga,

129 Thsan Kamil Pengguna Lapangan Tenis Wawancara dengan Pemuda Desa Plonas Kabupaten Aceh Tenggara
Pasal Tanggal 27 Agustus 2022

130 Rahmad Dian Syahputra . Gedung Lanagan Tenis di Kabupaten Aceh Tenggara. Wawancara dengan Warga
Desa Plonas Pada Tanggal 27 Agustus 2022

131 |bu Wahyuni. Gedung Lanagan Tenis di Kabupaten Aceh Tenggara. Wawancara Dengan Warga Desa Plonas
Pada Tanggal 27 Agustus 2022
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kenyamanan dan diukur dari arsitektur banguan. Desa Plonas jalan Ahmad Yani merupakan
pusat perkotaan di Aceh Tanggara pembangunan lapangan tenis berdiri di pusat perkotaan.'32
Pelaksanaan pembangunan gedung berhubungan dengan hukum administrasi menurut Van
Vollenhoven bahwa administrasi negara meliputi regeling, bestuur, politie dan rechtspraak.
Pemerintah (bestuur) dalam pelaksanaan pembangunan tentunya terlebih dahulu adanya
keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah  keputusan ini disebut dengan
beschikking. Keputusan sebelum dikeluarkan oleh pemerintah harus mempertimbangkan
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.!** Menurut Van Der Vlies
yang mengikuti pendapat Konijnenbelt dalam membicaran penetapan (beschikking) pada
hukum administrasi negara membagi asas-asas suatu keputusan kedalam formal dan material
yang termasuk kedalam formal adalah asas yang berhubungan dengan persiapan dan
pembentukan keputusan dibutuhkan motivasi pemerintah dalam menyusun keputusan.
Sedangkan material adalah asas yang berhubungan dengan isi keputusan maka harus teliti dan

menyesuaikan dengan keperluan seusai dengan persyatannya.**

Izin bangunan lapangan tenis pihak DPMTSP mengatakan tidak mengeluarkan surat
izin mendirikan bangunan dikarenakan pembangunan lapangan tenis merupakan program
kegiatan dari Dinas Periwisata dan Olahraga. '*® Maka pihak Dinas Pariwisata hanya
mengeluarkan surat telaahan staf seharusnya sebelum melakukan pembangunan harus
memiliki surat izin mendirikan bangunan baik dikeluarkan oleh DPMTSP ataupun Izin
dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Olahraga sesuai dengan Pasal 65 Ayat (1) setiap
orang atau badan hukum vyang mendirikan, memperluas, mengubah dan

memperbaiki/merehap bangunan gedung harus mendapatkan izin mendirikan bangunan

132 Indra Wahyudi ,ST. Pembangunan Lapangan Tenis di Kabupaten Aceh Tenggara. Wawancara dengan
Kepalada Bidang Pemasaran Pariwisata Pada Tanggal 23 Agutus 2022

133 Badan Kontak Profesi Hukum Lampung. Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan.
Bandung.Alumni 1977. HIm 85

134 50imin, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia. Yogyakarta, Ull PRESS. 2010
him 31

135 Dewi Sartika Andriani SE.MM. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
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(IMB) dan dilanjut pada Pasal 73 Ayat (1) pemegang IMB wajib memberitahukan secara
tertulis kepada pelaksana pembangunan yakni Dinas PUPR sesuai dalam huruf a, saat akan
dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan sekurang-kurangnya 24 jam sebelum pekerjaan

dimulai wajid diberitahukan Izin pembangunan.*

Pembangunan lapangan tenis menimbulkan penataan ruang yang tidak baik, gedung
lapangan tenis terlalu berdempetan dengan sebelah kanan gedung Gor Sepakat Segenap Aceh
Tenggara, + lebih kurang hanya 30 cm jarak pagarnya dengan Gor Sepakat Segenap dan di
depan berdempetan dengan gedung TK Pertiwi hanya berjarak 1 Meter bertentangan dengan
Qanun Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung sesuai dengan Pasal
11 persyaratan tata bangunan ayat (1) pembangunan dan pemanfaatan gedung harus sesuai

dengan pembentukan lokasi yang diatur dalam:

a. Rencana Tata Ruang Kota (RTRWK)
b. Rencana tata bangunan dan lingkungan RTBL untuk lokasi yang bersangkutan

c. Bangunan bertingkat tinggi (lima lantai keatas)

Bangunan lapangan tenis seharusnya bangunan itu bebas dari bangunan lainnya yang
dalam artian memiliki jangka jarak sehingga bangunan tersebut indah dipandang mata dan
lokasinya harus strategis sesuai dengan Qanun Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Bangunan Gedung Pasal 19 ayat (4) tinggi pagar batas pekarangan samping dan belakang
maksimal 3 Meter diatas permukaan tanah pekarangan. Dilanjut pada Pasal 11 ayat (6)
menurut statusnya bangunan gedung di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara diklasifikasikan
yakni bangunan pemerintah, bangunan swasta dan bangunan pribadi. Bangunan lapangan

tenis adalah bangunan pemerintah sesuai dengan surat Bupati Aceh Tenggara Nomor:

136 pasal 65 Ayat (1) Dan Pasal 73 Ayat (1) Qanun Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan
Gedung
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028/436/2021 tentang alih Fungsi ruas jalan maka harus bertujuan untuk kepentingan

masyarkat.!3’

Jarak antara bangunan gedung dilihat dari penetapan jarak bangunan gedung dengan
jalan dan pagar halaman bersangkutan dengan RTRW Kabupaten kota, RDTRKP atau RTBL.
Pada daerah dengan intensitas bangunan rendah maka jarak bebas samping dan belakang
bangunan harus memenuhi persyaratan jarak bebas samping dan jarak bebes belakang
bangunan gedung 4 meter jarak bebasnya.!*® Tujuannya didasarkan pada pertimbangan
keselamatan menghindari bahaya kebakaran, air pasang, banjir dan stunami kenyamanan
kemudahan dipertimbangkan aksesbilitas jalan dan akses evakuasi artinya bangunan gedung
memiliki jarak yang memberikan aksesbilitas jalan yang digunakan untuk alur lalu lintas bagi
masyarakat. Namun bangunan gedung lapangan tenis di kabupaten Aceh Tenggara tidak
memperhatikan jarak bangunan gedung sehingga pentaan ruang bangunan itu tidak tertib,

indah dan nyaman.

Penataan ruang harus mencapai hukum responsive yang bersifat terbuka terhadap
perubahan-perubahan masyarakat yang akan menyesuaikan dengan kehidupan sosial dan
perlindungan terhadap lingkungan hidup menurut nonet dan Selznick hukum responsive
merupakan alat untuk mencapai sasaran penataan ruang yang ditetapkan secara wewenang,
hukum terkandung dalam cita-cita dan kehendak yuridis dari selurun masyarakat.**® Menurut
konsep roscoe pound harus untuk memberikan pengaturan mengenai pola-pola penataan

ruang yang sejalan dengan kebutuhan kemasyarakatan dan diharapkan ditaati oleh semua

137 Qanun Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 sesuai dengan pasal 11dan pasal 19

138 Marihot Pahala Siahaan. Hukum Bangunan Gedung Di Indonesia. Jakarta. Rajagrafindo Persada.2008. him
209

139 Ronny Hanitijo Soemitro. Masalah-Masalah Sosiologi Hukum, Bandung, Sinar Baru, 1984 him.85
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warga masyarakat dalam melakukan pembangunan baik bangunan rumah hunian maupun

bangunan milik pemerintah.4

Pembangunan daerah otonom yakni daerah yang memiliki kekhususan maka harus
memperhatikan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah
diharapkan dapat memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan
masyarakat.  menurut Van Vollenhoven, otonomi mengandung arti aktivitas Yyaitu
membentuk peraturan perundang-undangan sendiri, melaksanakan sendiri, melakukan
peradilan sendiri dan menindaki sendiri.**! Pembangunan lapangan merupakan kebijakan dari
pemerintah daerah berkaitan dengan dearah khusus Aceh maka dibidang pembangunan harus
adanya laporan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah provinsi
kabupaten/kota kepada pemerintah pusat, pengaturan terhadap daerahnya sendiri tentu
berdasarkan atas kepentingan massyarakat. lzin adalah keputusan atau ketetapan yang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah, berkaitan dengan izin bangunan tentu termasuk sebuah
keputusan yang diberikan oleh pemerintah daerah dasar kewenangan pemerintah daerah dapat
mengeluarkan keputusan adanya ruang pertimbangan yang diberikan oleh pembentuk
undang-undang kepada badan pejabat negara yang bersifat interprestasi. Dasar kewenangan
ini dapat dilihat dari objek dan subjeknya, objek yakni pertimbangan pemerintah dalam
megeluarkan sebuah keputusan berdasarkan pada situasi, kondisi dan permasalahan yang
diajukan memenuhi kreteria untuk dikeluarkan subuah keputusan sedangkan subjeknya yakni
pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan sebuah keputusan bersifat umum dan bebas
semata-mata berdasarkan pada inisiatif dari pejabat/badan pemerintah tetap berdasarkan
kepentingan masyaakat.'*? Surat bupati aceh tenggara tentang alih fungsi jalan dan surat

telaahan staf merupakan kebijakan yang dikeluarkan atas dasar kewenangan pemerintah saja

140 Pragsetijo Rijadi Op.Cit him. 68

141 sarundajang. Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1997, him.33

42 willy D.S. Voll. Dasar-Dasar llmu Hukum Administrasi Negara, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013, him
147
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tidak mempertimbangkan berdasarkan objektif dan subjiktifnya untuk kepentingan
masyarakat. Terkait kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan izin berdasarkan
kewenanagan subjektif tentu hal ini tidak terlepas dari dikresi hadirnya dikresi beradasarkan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dikresi
merupakan suatu tindakan pemerintah timbul kerena keadaan yang mendesak dan darurat,
namun pemerintah Aceh Tenggara dalam mengeluarkan Surat Bupati Tentang Alih Fungsi

Jalan terhadap bangunan lapangan tenis bukan keadaan darurat untuk keperluan masyarakat .

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah menghendaki terciptanya
penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi dengan lebih ringkas sehingga daerah
dapat meningkatkan inovasi daerah dengan adanya pembangunan. Menurut teori R.J.H.M.
Huisman menyatakan organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri
wewenang pemerintahan, dikarenakan kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang.'*®
Sehingga kewenangan pembangunan lapangan tenis merupakan wewenang dari dinas
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga karena pelimpahan bangunan lapangan tenis diberikan
kepada Dinas Pariwisata tentu kerjasama antara pemerintah daerah ikut serta dalam
perencanaan pembangunan tersebut. Kebijakan pemerintah adalah suatu tindakan pemerintah
dalam menjalankan kekuasaannya untuk menangani permasalahan di masyarakat dan
memberikan ketenramanan, kesejahteraan rakyat, namun kebijakan pemerintah dapat
merugikan masyarakat jika perbuatan itu melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan dan perbuatan itu sah secara administrasi hukum akan tetapi kepentingannya bukan
untuk rakyat sehingga rakyat merasa haknya dirugikan. Pada saat pemerintah mengambil
keputusan harus mempertimbangan keamanan pribadi, orang perorangan, dan barang negara
sehingga rakyat tidak terjadi tergangu untuk itu organ pemerintah menegakan ketertiban yang

aman berdasakan hukum rakyat. Namun pembangunan lapangan tenis di Kabupaten Aceh

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta :Edisi Revisi 2003, him 100
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Tenggara menimbulkan kerugian bagi masyarakat, pertama bangunan itu bukan untuk
keperluan masyarakat hanya kalangan menengah ketas yang sering mengunakan lapangan
tenis tesebut. kedua akibat pengendalian fungsi jalan dari pembangunan lapangan tenis
masyarakat banyak mengeluhkan harus melalui jalan yang berbeda untuk menuju tujuan

mereka, sehingga akibat dari pendirian bangunan tersebut menuai polimik dari masyarakat.4

Seharusnya bangunan itu untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan Pasal 100
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung menyatakan
peran masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan
pemanfaatan bangunan gedung, kerena akhirnya hasil pembangunan dan pemanfaatan

bangunan gedung adalah untuk kepentingan lapisan masyarakat.4>

144 Redakasi Aceh Journal, National Network (AJNN). Bupati Aceh Tenggara Setujui Jalan Umum Dijadikan
Lapangan Tenis. 01 Agustus 2021https://www.ajnn.net/news/bupati-agara-setujui-jalan-umum-dijadikan-
lapangan-tenis/index.html

145 pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung


https://www.ajnn.net/news/bupati-agara-setujui-jalan-umum-dijadikan-lapangan-tenis/index.html
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BAB IV

Pengawasan Terhadap Pembangunan dan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan

Di Kabupaten Aceh Tenggara
A. Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Aceh Tenggara

Administrasi pembangunan terdapat dua makna kata, pertama, adminsitrasi, kedua,
tentang pembangunan. Administarasi adalah proses pelaksanaan dalam mengeluarkan suatu
keputusan yang diambil dari dua orang manusia yakni antara pemerintah dan pemohon izin.
Sedangkan pengertian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkain usaha yang dilakukan
secara berencana dan perancanaan itu berorientasi terhadap pertumbuhan dan perubahan di
masyarakat. 146 Sehingga dapat ditarik pengertian bahwa administrasi pembangunan adalah
usaha yang dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan sebagai
sautu bangsa dalam aspek untuk mencapai tujuan negara yakni negara maju dan
kesejahteraan rakyat. dengan demikian dalam adminstarasi pemabangun akan melibatkan
peran pemerinatah dan partisipasi masyarakat sebagai tugas kewajiban setiap anggota

masyarakat.

Pengawasan terhadap pembangunan dilakukan oleh penyedia jasa ataupun kepala
dinas, sebelum dilakukan pembangunan maka tim pengawas ditetapkan dalam rencana
pembangunan. Pengawasan pambangunan memiliki tugas sesuai dengan Qanun Aceh
Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung Pasal 78 dan Pasal 79 yakni
biaya, mutu, waktu terhadap pelaksanaan kontruksi dan pemeriksaan kelaikan fungsi. IMB
bangunan harus di terima oleh tim pengawas, pelaksanaan pengawasan didasarkan juga pada

Izin Mendirikan Bangunan Gedung.*#’

146 5 P Siagan . Administrasi Pembangunan. Cetakan Ke 6, Jakarta, PT Gunung Agung, 1980 .him2-4
147 Indra Wahyudi ,ST. Pembangunan Lapangan Tenis di Kabupaten Aceh Tenggara. Wawancara dengan
Kepalada Bidang Pemasaran Pariwisata Pada Tanggal 23 Agutus 2022
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Pengawasan bangunan lapangan tenis diserahkan kepada Dinas Pariwisata Kepemudaan
dan Olahraga (Disparpora) dan penyedia jasa dimenangkan oleh tender yakni CV. Datuk Raja
Dewa sehingga pengawasan dilakukan baik dalam biaya, mutu, dan waktu pembangunan
bangunan gedung, memeriksa tempat lokasi pembangunan setiap saat pada jam Kerja,
memeriksa izin bangunan, ketertiban dan kebersihan lokasi pembangunan serta pemeriksaan
kelaikan fungsi bangunan gedung, begitu pula pengawasan terhadap pembangunan gedung
yang lainnya. Biaya pembangunan lapangan tenis di gunakan Dana Anggaran Alokasi Umum
(DAU) dalam Pasal 79 ayat (1) Qanun Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Bangunan Gedung menyatakan pengawasan konstruksi bangunan gedung, berupa kegiatan
pengawasan pelaksanaan kontruksi atau kegiatan menajemen konstruksi pembangunan
bangunan gedung, dilanjut pada ayat (2) kegiatan pengawasan pelaksanaan kontruksi adalah
bangunan gedung meliputi pangawasan biaya, mutu dan waktu pembangunan bangunan
gedung pada tahap pelaksanaan konstruksi, serta pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan
gedung, Ayat (3) kegiatan menajemen kontruksi pembangunan bangunan gedung meliputi
tahap perencanaan teknis dan pelaksanaan kontruksi bangunan gedung serta pemeriksaan
kelaikan fungsi bangunan gedung persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan,

kenyamanan dan kemudahan, terhadap IMB gedung yang telah diberikan.'*®

Sertifikat laik fungsi bangunan gedung adalah suatu kondisi bangunan gedung yang
memenuhi parsyaratan administasi dan persyaratan teknis sesuai dangan fungsi bangunan
gedung yang ditetapkan. Persyaratan laik fungus bangunan merupakan hasil pemeriksaan
akhir bangunan gedung sebelum di manfaatkan telah memenuhi persyaratan teknis tata

bangunan dan keandalan bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya.4°

148 pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) Qanun Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung
149 Marihot Pahala Siahaan Op.Cit .hIm 209
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Pengawasan terhadap pembangunan lapangan tenis dilaksanakan seharusnya sesuai
dengan IMB Namun IMB Lapangan tenis belum ada sehingga pengawasan yang dilakukan
tidak berdasarkan izin bangunan namun berdasarkan regulasi yakni Qanun Aceh Tanggara
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung. ™ Menurut goerge R. Terry
mendefinisikan pengawasan adalah menentukan beberapa yang telah dicapai akan dievaluasi
tindakan yang telah dilakukan dan memastikan hasil sesuai dengan rencana.!*! Pengawasan
pembangunan lapangan tenis juga tidak sesuai dengan aturan hukum dan rencana
pembangunan seharusnya sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Qanun Aceh Tenggara Nomor 1
Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung menyatakan perencanaan teknis yakni penyusunan
rencana teknis bangunan gedung, desain prototipe, mulai dari pembuatan prarencana sampai
dengan dokumen rencana teknis untuk pelaksanaan kontruksi. Bangunan lapangan tenis tidak
sesuai dengan recana tata ruang wilayah kota dan regulasi Qanun Aceh Tenggara dimana
bangunan bedempetan dengan samping kanan GOR Sepakat Segenep Kutacane dan di depan
TK. Pertiwi, pemanfaatan terhadap bangunan gedung kurang menguntungkan bagi

masyarakat hanya kalangan menengah keatas yang sering mengunakan bangunan gedung.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kontruksi pembangunan diserahkan penyedia jasa
dan kepada dinas teknis sesuai dengan Pasal 79 Ayat (5) Qanun Aceh Tenggara Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, menyatakan pengawasan kontruksi bangunan
gedung dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan/menajemen konstruksi dan pengawasan
oleh dinas teknis. Bangunan lapangan tenis pengawasannya diserahkan kepada dinas
Pariwisata dan penyedia jasa. Perbuatan pemerintah (bestuurhandeling) dapat diklasifikasi
menjadi dua bagian administrative reschtshandeling dan administrative feitelijkehandeling,

administrative reschtshandeling merupakan tindakan pemerintah menimbulkan akibat hukum

150 Indra Wahyudi ,ST. Pembangunan Lapangan Tenis di Kabupaten Aceh Tenggara. Wawancara dengan
Kepalada Bidang Pemasaran Pariwisata Pada Tanggal 23 Agutus 2022
151 Goerge R. Terry Azas-Azas Menajemen, Diterjemahkan Oleh Winardi, Alumni, Bandung. 1986 him. 20
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yakni adanya hunbungan hak dan kewajiban diantara para pihak. Sedangkan administrative
feitelijkehandeling merupakan tindakan pemerintah yang kongkret namun tidak menimbulkan
akibat hukum contoh menghadiri peresmian bangunan pasar tradisional ini tidak
menimbulkan hak dan kewajiban oleh pejabat pemerintah.'®> Kewenangan pemerintah daerah
memutuskan untuk mendirikan  bangunan lapangan tenis menimbulkan akibat bagi
masyarakat disebut dengan administrative reschtshandeling akibat bangunan lapangan tenis
yakni kerugian bagi masyarakat Aceh Tenggara pertama, masyarakat tidak dapan berlalu
lintas lagi di jalan jalan Manunggal Khaje Bintang, Ahmad Yani, Aceh Tenggara untuk
menuju tujuan mereka masing-masing, kedua bangunan lapangan tenis tidak memenuhi
rencana tata ruang kota sehingga bangunan itu tidak indah, tertib dan nyaman, ketiga manfaat

bangunan lapangan tenis hanya bagi masyarakat kalangan menengah ke atas.

Keputusan yang dikeluarkan oleh pemrintah harus attribute of obligation merupakan
keputusan harus berisikan kewajiban-kewajiban pihak kesatu terhadap pihak yang kedua dan
sebaliknya, dan attribute of sanction keputusan pemerintah harus dikuatkan dengan sanksi
yang didasarkan pada masyarakat yang nyata.®® Keputusan pembangunan lapangan tenis
merupakan perencanaan dari Musrenbang pada tahun 2017, pelaksanaan kontruksi
pembangunan pada tahun 2021 dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan dinas
Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga kewajiban pihak
pertama yakni pemerintah, pelaksanaan pembangunan berdasarkan ketentuan aturan tentang
bangunan dan pihak kedua masyarakat, yakni harus menjaga bangunan serta ikut berperan
dalam perencanaan pambangunan yaitu memberikan persetujuan terhadap bangunan yang
hendak dibangun namun ini semua tidak berjalan. Pengawasan bangunan lapangan tenis

diserahkan kepada dinas Periwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) sampai

152 Victorianus Randa Puang. Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan. Yogyakarta, grup penerbit cv budi
utama, 2015. HIm 41

153 Seorjono Seokanto. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia .Cetakan
Ketiga. Jakarta. Ui-Press. 1983. HIm.14-16
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selesainya pembangunan itu dan dirawat oleh dinas pariwisata pemanfaatan bangunan tidak
begitu dimanfaatkan oleh masyarakat Menurut Paulus E. Lotulung menyatakan bahwa ada
bebapa macam pengawasan dalam hukum administrasi negara pertama, ditinjua dari
kedudukan organ yang melaksanakan control yakni organ yang terorganisatoris masih dalam
lingkungan pemerintah dan organ atau lembaga yang secara organisatoris/structural berada
diluar pemerintahan, kedua dilihat dari segi waktu dilaksanakan pengawasan yakni
pengawasan dilaksanakan sebelum dikeluarkan keputusan pemerintah atau ketetapan
pemerintah dan pengawasan dilaksanakan sesudah di keluarkan keputusan pemerintah. ketiga
ditinjua dari segi objek yang diawasi dibedakan dari rechtmatigheid (keabsahan keputusan itu
ditinjau dari legalitas) dan doelmatigheid ( kemanfaatan dari keputusan itu ) menilai benar

tidaknya perbuatan pemerintah itu dari segi kemanfaatannya.>*

Pengawasan terhadap pembangunan gedung di Kabupaten Aceh Tenggara harus sesuai
dengan ketentuan Qanun Aceh Tenggara dan berdasarkan ketentuan pengawasan administrasi

negara diantaranya:'*®

1. Political control untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan warga masyarakat
terhadap administrasi sebagai unsur sistem negara khususnya terhadap
penguasa/pejabat negara yang melaksanakan peraturan perundang-undangan.

2. Sosial control penilian terhadap tindakan pemerintah kepada masyarakat apakah
sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti prasarana dan ekonomi.

3. Technical control menilai apakah administrasi itu diselanggarakan dengan ketentuan
yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

4. Juridical control melakukan penilai terhadap sah tidaknya sautu perbuatan
pemerintah di control dari segi hukum menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan
apabila pengadilan tidak setuju akan kebijakan pemerintah yang diambil melampui
kewenangan yang dimilikinya.

Pengawasan terhadap tindakan pemerintah dilakukan supaya berjalan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan dan kepentingan rakyat. Pengawasan pembangunan

dilakukan supaya pembangunan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan dan

154 Victorianus randa puang hlm 64
155 Badan Kontak Profesi Hukum Lampung. Penegakan hukum dalam mensukseskan pembangunan.
Bandung.alumni 1977. HIm. 86-87
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ketentuan aturan bangunan gedung. Pengawasan pelaksanaan dilakukan ditinjua dari segi
waktu sesuai yang dikatakan oleh Paulus Effendi Lotulung ada dua control yakni a-priori
pengawasan dilakukan sebalum dikelaurkan suatu keputusan atau ketetapan
pemerimerintah. °® Semantara a-postetriori pengawasan terjadi sesudah terjadinya
dikeluarkannya putusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan atau

perbuatan pemerintah.

Pengawasan lapangan tenis dilakukan tanpa adanya izin mendirikan bangunan hanya
berdasarkan surat telaahan dari dinas Disparpora dan PUPR, waktu kontruksi pembangunan
pada awal tahun 2021 dan selesai diakhir tahun 2021 Menurut muchsan pengawasan adalah
kegiatan untuk menilia pelaksanaan tugas dengan fakta dan disesuaikan kegiatan yang telah

dilaksana dengan tolak ukur yang telah ditetapkan.®>’

Hubungan antara pemerintah daerah dengan pusat dalam undang-undang cipta kerja
pengurusan izin persetujuan pembangunan gedung adanya hubungan antara pusat dan
daerah yakni ketika pemerintah daerah dengan pusat dalam pengurusan surat izin bangunan
melalui dinas perizinan, dinas perizinan hanya sebagai perantara penyedia pelayanan jasa
perizinan semau persyaratan administrasi dikirimkan melalui SIMBG ke pemerintah pusat
jika nanti disetujui maka dikirim surat izin persetujuan itu kapada dinas perizinan kembali
dan dinas perizinan yang memberikan surat izin kepada pemohon. Permasalahan yang timbul
di daerah otonomi dalam pembangunan adanya tarik menarik kepentingan antara pmerintah
daerah dan pemerintah pusat namun upaya pemerintah pusat untuk memegang kendali atas
berbagai urusan pemerintahan daerah sangat menonjol, pemberian desentarasi kapada daerah

seharusnya daerah dibebeskan dalam mengurus dan mengatur daerahnya namun pemberian

1% Ni’matul Huda. Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelanggaraan Pemrintah Daerah.
Yogyakarta FH UlI Press. 2007 him34

157 Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di
Indonesia, Yogyakarta. Liberty. 1992 him 37
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desentaralisasi pemerintah pusat terasa sentral oleh pemerintah pusa. **®  Dominasi
pemerintah pusat atas urusan-urusan pemerintah daerah mengakibatkan hubungan antara
pemerintah pusat dan daerah dalam negara kestuan menjadi tidak harmonis seperti dalam
ranah perizinan baik izin usaha, izin bangunan dan lainnya. Demokrasi menyangkut proses
legislasi di daerah peraturan perundangan-undangan memerikan kewenangan sepenuhnya
kepada daerah untuk membentuk perda baik di provinsi,kabupaten atau kota seharusnya
terkait pengaturan pembangunan di daerah di sesuaikan dengan perda daerah tidak ada lagi
campur tangan pemerintah pusat. Demokrasi terhadap daerah seharusnya terwujud dari

peran legislasi daerah.

Pemerintahan daerah dalam merima otonomi khusus seharusnya leluasa mengatur atau
mengurus rumah tangganya sendiri dengan tujuan meningkatkan kapisitias masyarakat
namun dengan adanya undang-undang cipta kerja dan undang-undang pelaksanaanya yang
mengatur mengenai pembangunan kewenangan yang desentralisasi dan dekontralisasi
kepada daerah sebenarnya lebih membungkus kehendak untuk malakukan sentralisasi
ketimbang desentralisasi terhadap pemerintah daerah. ° Seharusnya dengan otonomi
menjadi hak bagi daerah mereka dapat meningkatkan serta mengembangkan roda
pemerintahan, pemerintah daerah yang lebih paham tentu terhadap daerahnya sendiri. Seperti
izin bangunan gedung terpenuhinya persyaratan administrasi dan pelaksanaan teknis
pembangunan itu seharusnya penetapan dikeluarkannya izin pembangunan itu hak dari
daerah dikarenakan jika persyaratan itu dikirim semau kepada pemerintah pusat tentu
pemerintah pusat menilai dari persyaratan yang diajukan saja dan di tetapkan bahwa
pembangunan itu memenuhi syarat oleh pemerintah pusat, namun kondisi di lapangan

pemerintah daerah yang lebih mengetahui. Hal ini merugikan kepentingan umum kerena

1% Ni’matul huda. Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelanggaraan Pemrintah Daerah.
Yogyakarta FH Ull Press. 2007 him 3

159 Syaukani dan Afan Gaffar Dkk. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Pustaka
Pelajar.Yogyakarta.2003.him 151.
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terlalu sentral di pemerintah pusat. Pemerintah daerah menerima desentralisasi namun isinya
sentralisasi seperti pengaturan perizinan. Pembangunan lapangan tenis di Kabupaten Aceh
Tenggara belum memiliki izin bangunan maka ketentuan peralihan dalam Qanun Aceh
Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung Pasal 114 ayat (1) menjelaskan
bagi bangunan gedung yang telah ada sebelum ganun ini berlaku yang belum memiliki surat
izin mendirikan bangunan gedung dalam tempo 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal
perundangan ganun ini diwajibkan telah memiliki izin mendirikan bangunan, dengan tetap
berkewajiban menyesuaikan bangunan gedung dengan persyaratan yang telah diatur dalam
ganun ini, namun bangunan lapangan tenis ganun aceh tenggara tentang bangunan gedung
telah di sahkan dan ditetapkan lebih dari (3) tiga tahun sehingga harus memiliki izin

bangunan sebelum kontruksi bangunan gedung.

Peraturan daerah ditujukan untuk mengatur sesuai dengan kondisi daerahnya masing-
masing supaya Perda yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang mengatur kehidupan
warga masyarakat yang ada didaerah. Jika pengaturan terkait administrasi perizinan daerah
diserahkan kepada pusat tentu hal ini tidak seimbangan dengan keadaan di daerah sehingga
muncul hal yang membahayakan yakni perkembangan daerah dan kepentingan masyarakat

daerah.

B. Tindakan Pemerintah Aceh Tenggara Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan lzin

Mendirikan Bangunan

Izin bangunan merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah

Aceh Tenggara tentunya dalam membuat izin harus memenuhi syarat materil dan formil



93

apabila keputusan tidak memenuhi persyaratan maka keputusan itu batal, dapat dibatalkan,

dan batal karena hukum atau dapat dibatalkan nisbi antaranya menurut Utrecht :16°

a. Batal (nietig)

Perbuatan yang dilakukan batal dalam artian dianggap perbuatan itu tidak pernah ada,
maka akibat keputusan itu dihapuskan oleh sebab itu batal disebut dengan batal mutlak
(absolute nietig).

b. Batal kerana hukum (nietig van rechtswege)

Keputusan dinyatakan batal demi hukum berarti bahwa akibat perbuatan yang timbul
dari keputusan dianggap dalam hukum tidak ada, tanpa harus diputuskan oleh hakim atau
keputusan pemerintah lain yang berkompenten untuk menyatakan pemabatalan itu.

c. Dapat dibatalkan (vernietigbaar) atau dapat dibatalkan nisbi (ralatif nietig)

Keputusan dapat dibatalkan berarti dalam hukum perbuatan yang dilakukan dan
akibatnya dianggap ada samapai waktu pembatalan oleh hakim atau badan pemerintah
lainnya yang berkompeten. Dengan demikian segala tindakan yang dilakukan dari
keluarkannya keputusan dianggap sah sampai adanya pembatalan keputusan itu, berkenaan
dengan itu maka dikenal adanya batal mutlak (absolute nietig) dan batal nisbi (ralatif nietig)
dikatakan batal mutlak apabila pembatalan atas perbuatan hukum itu dapat dituntut oleh
semua orang sedangkan batal nisbi apabila pembatalan atas perbuatan hukum tersebut hanya
dapat dituntut oleh orang-orang tertentu.

Izin mendirikan bangunan lapangan tenis tidak ada hanya surat tela,ahan yang
dikeluarkan oleh dinas pariwisata tindakan pemerintah daerah Aceh Tenggara bertentangan
dengan peraturan Qanun Aceh Tenggara Nomor 1 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung
Pasal 65 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang mendirikan,
memperluas, mengubah dan memperbaiki/merehap bangunan gedung harus mendapatkan izin
mendirikan bangunan gedung (IMB) dari Bupati. dilanjut Pasal 90 ayat (1) bangunan gedung
dapat dibongkar apabila tidak memiliki IMB gedung dan tidak sesuai dengan IMB. Tindakan
pemerintah dalam mengeluarkan sebuah ketetapan (beschikking) yang merugikan
kepentingan masyarakat seperti bangunan gedung lapangan tenis maka masyarakat dapat

mengajukan gugutan ke PTUN sesuai Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun

160 Synarto . Hukum Administrasi Negara Ceteakan Pertama, Yogyakarta. Magnum Pustaka Utama. 2015. HIm
54-55
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2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha .16?

Keputusan pemerintah dalam hal ketetapan itu sah dan mendapatkan kekuasaan
hukum menurut Dr Stelingga suatu perbuatan pemerintah adalah sah apabila dapat diterima
sebagai ketertiban hukum dan suatu perbuatan pemerintah mempunyai kekuasaan hukum
apabila dapat berpengaruh terhadap pergaulan hukum. Oleh sebab itu, harus diperhatikan
jangka waktu pemeriksaan ketetapan itu sebelum dikeluarkan, apabila ketetapan telah

menadpatkan kekuasaan hukum maka kedua belah pihak harus mengetahui kedudukan dan

tangung jawab. 162

Bangunan lapangan tenis dapat berdiri tidak mempertimbangkan kepentingan rakyat,
keputusan yang dikeluarkan terkait pengalihan fungsi jalan dikeluarkan oleh Bupati Aceh
Tenggara seharusnya harus memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu keputusan menurut

van der pot meliputi syarat meteril dan formil, syarat meteril yakni ;163

1. Pemerintah yang membuat Keputusan harus berwenang atau berhak

2. Pemerintah yang membuat keputusan tidak boleh kekurangan yuridis antaranya:
salah kira (dwalling), paksaan (dwang) dan tipuan (bedrog)

3. Keputusan dikeluarkan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan baik
dalam bentuk lisan dan tertulis dikarenakan peraturan perundang-undangan tidak
menentukan bentuk keputusan lisan maupun tulisan.

Lebih lanjut Utrecht menjelasakan bahwa keputusan yang dikeluarkan secara lisan
apabila keputusan itu tidak membawa akibat hukum bagi kepentingan umum yang
kekal dan tidak penting bagi administrasi negara.

4. Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai

Syarat formil bagi sahnya suatu keputusan meliputi:

1. Memperhatikan kententuan-ketentuan Persiapan/cara dibuatnya keputusan sebelum di
keluarkan keputusan

2. Adanya bentuk ketetapan

Kententuan-ketentuan keputusan itu harus di penuhi

4. Jangka waktu harus ditentukan

w

161 pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

162 E, Utrecht. Pengantar hukum administrasi Negara Indonesia. Surabaya, Pustaka tinta mas. 1986. him 163
163 |bid him 117
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e. Utrecht membedakan dua pengertian kekuasaan hukum yaitu 64

a. Kekuasaan hukum formil (formele rechtskracht)
b. Kekuasaan hukum materil ( materiele rechtskracht)

Kekuasaan hukum formil ialah suatu ketetapan itu tidak lagi dapat dibantah oleh alat
hukum (rechtsmidde) dengan demikian ketetapan itu sah memerlukan persetujuan dari suatu
alat negara yang lebih tinggi, setalah mendapatkan persetujuan itu baru ketetapan tesebut
mempunyai kekuasaan hukum. Apabila ketatapan telah dilaksanakan sebelum adanya
pesetujuan dari alat negara yang lebih tinggi maka azasnya batal pembatalan dapat
dinyatakan ax tunc atau ex nunc.Kekuasaan materil ialah Kketatapan itu tidak lagi dapat
ditiadakan oleh alat negara yang membuat dalam artian isi dari keputusan harus sudah sesuai
dengan ketentuan apabila sudah di keluarkan atau sah maka tidak dapat ditarik kembali
namun pendapat Prins bahwa keputusan itu dapat ditarik kembali oleh alat negara yang
membuat dengan dibatasi dan memperhatikan ketentuan isi keputusan belum sesuai sasaran,
keputusan yang dibuat untuk kepentingan yang lain dengan cara rekayasa, dan keputusan itu
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang dikeluarkan oleh

pemerintah terkait lapangan tenis Aceh Tenggara membawa sifat positif dan sifat negatif.1%°

Keputusan yang bersifat positif yaitu keputusan yang menimbulkan hak dan kewajiban
bagi pihak-pihak yang terkait. Contohnya keputusan pendirian bangunan gedung akan adanya
hak dan kewajiban yang timbul setalah keputusan itu diterbitkan oleh pemerintah daerah,
pemerintah daerah berhak mengelola bangunan gedung sedangkan kewajibannya dalam
mendirikan bangunan gedung untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan keputusan yang

bersifat negatif yakni tidak melakukan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan recana tata

164 1bid him. 178
165 E, Utrecht Op.Cit .him 166
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ruang wilayah kota (RTRWK), merugikan kepentingan masyarakat sesuai dan

pelaksanaannya tidak sesuai dengan kentuan peraturan pembangunan gedung. 1%

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan pelaksanaan pembangunan
pertama, agar tidak menimbulkan gugutan pihak lain dipastikan status kepemilikan dari tanah
berkaitan dengan bangunan lapangan tenis Aceh Tenggara kepemilikan tanah tersebut yakni
milik dinas pemuda olahraga dan pariwisata merupakan milik negara dan yang terletak di
jalan Manunggal Khaje Bintang, Ahmad Yani, Aceh Tenggara. Kedua, lingkungan kota
memerlukan penataan dengan baik dan teratur, indah, aman, tertib dan nyaman. Untuk
mencapai tujuan ini penataan bangunan dengan baik diharapkan tidak, memberikan dampak
negatif bagi lingkungan disesuai dengan rencana tata ruang, namun bangunan lapangan tenis
Aceh Tenggara menghambat jalan lulu lintas yang sering digunakan masyarakat untuk
menuju desanya ataupun menuju pasar tradisional dengan ditutupnya jalan lalu lintas maka
masyarakat melalui jalan alternatif yang lain yang tentunya memakan waktu. Ketiga,
pemberian izin mendirikan bangunan juga dimaksudkan untuk menghindari bahaya secara
fisik bagi pengunaan bangunan. Oleh sebab itu, setiap pembangunan memerlukan rencana
pembangunan yang matang dan memenuhi standar/normalisasi teknis bangunan yang telah
ditetapkan arsitektur dan kontruksi, bangunan lapangan tenis di Aceh Tenggara tidak
memperhatikan bangunan yang ada disebalah bangunan itu terlalu berdempetan. Keempat,
pemantauan terhadap standar/normalisasi teknis bangunan melalui izin pengunaan bangunan
diharapkan dapat mencegah bahaya yang mungkin ditimbulkan terutama apada saat kontuksi
bagi lingkungan, tenaga kerja masyarakat sekitar, maupun bagi calon pemakai bangunan

maka pembangunan dilakukan sesuai dengan perencanaan®’ .

C. Azas-Azas Peemrintahan Yang Baik

166 Sf, Marbun. Op.Cit. him 151
167 Ardian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), HIm:
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Kewenangan pemerintah Aceh Tenggara ditinjau kesesuain dengan azas-azas

pemerintahan yang baik anatara lain:168

1. pertama, azas kepastian hukum yakni adanya aturan hukum mengenai pembangunan
gedung sehingga peraturan itu akan mengatur perbuatan boleh dilakukan dan tidak
boleh dilakukan sesuai dengan peraturan bangunan gedung, peraturan bangunan di
Aceh Tenggara sudah ada yakni Qanun Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Bangunan Gedung, namun peraturan ini belum sesuai dengan peraturan terbaru yakni
Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
Tentang peraturan pelaksana Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

2. Kedua azas bertindak cermat  bahwa Pemerintah Aceh Tenggara dalam
mengeluarkan surat izin bangunan lapangan tenis perlunya bertindak yang cermat dan
teliti terhadap penetuan lokasi pelaksanaan teknis bangunan kerana tindakan ini
menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

3. ketiga azas tidak menyalahgunakan kewenangan, seharus pemerintah daerah Aceh
Tenggara dalam mengelaurkan izin bangunan memperhatikan tujuan dari bangunan
itu bahwa untuk kepentingan masyarakat, tidak boleh mengunakan kewenangan itu
untuk tujuan lain harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-
undangan yakni setiap tindakan pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

4. Keempat azas kebijaksanaan pemerintah daerah Aceh Tenggara seharusnya bijak
terhadap tindakan pembangunan lapangan tenis yang dibangun sesuai dengan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan, penyelengggaraannya untuk kepentingan
umum dan memberi pengawasan terhadap bangunan itu.

5. Kelima,azas penyelengaraan kepentingan umum bahwa seharusnya Pengawai Negeri
sebagai alat pemerintahan menjalankan kewenangannya sesuai denga Pasal 3
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa
pengawai negeri berkedudukan sebagai apartur yang bertugas memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara professional, adil, jujur dan merata dalam penyelengaraan
tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan gedung.

D. Sanksi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Aceh Tenggara Terhadap

Pembangunan Lapangan Tenis

Penegakan hukum dilakukan dengan dua cara yakni preventif dan represif dalam
hukum administrasi negara preventif yakni sanksi yang diberikan secara ringan berbentuk
lisan dan tulisan bertujuan supaya adanya pencegahan terhadap pelanggaran supaya tidak
terjadi kembali. Contoh pengewai negeri tidak patuh terhadap ketertiban apel pagi.
Sedangkan represif yakni sanksi yang diberikan berat seperti diturunkan dari jabatan kepala

bagian menjadi staf biasa, gaji ditunda di keluarkan, dan mutasi pemindahan tempat kerja

168 Sunarto. Hukum Administrasi Negara Ceteakan Pertama, Yogyakarta. Magnum Pustaka Utama. 2015. him
32
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bertujuan adanya efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan. Menurut p. Nicolai bahwa
penegakan hukum administrasi negara dibedakan menjadi dua. Pertama, bahwa organ
pemerintah dapat melaksanakan ketaatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan secara tertulis kedua, penerapan sanksi pemerintahan. Menurut P. De Haan,
penegakan hukum administrasi diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi sesuai

dengan kewenangan organ pemerintah?®,

Bangunan lapangan tenis tidak memiliki izin bangunan gedung hanya surat telaahan
staf dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 556/79/Disparpora/2021
tentang Rencana Pembangunan Lapangan Tenis di Kecamatan Babussalam dan surat telaahan
staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 600/095.1/TS/PUPR/AGR/IV/2021
tentang Alih Fungsi Ruas Jalan Kabupaten Menjadi Sarana Olahraga Kabupaten. Bangunan
lapangan tenis tidak memiliki izin dapat di bongkar bangunan itu sesuai syarat administrasi
bangunan gedung meliputi IMB dalam persyaratan bangunan gedung Pasal 6 huruf a Qanun
Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, yakni memiliki IMB,
dijelaskan dalam Bab X Sanksi Administrasi setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak
memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi dan atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam persyaratan pembangunan bangunan gedung
ini, dikenakan sanksi administrasi dilanjut ayat (2) sanksi administratif Pasal 111 ayat (1)

pada ayat (1) berupa:

a. Peringatan tertulis

b. Pembatasan kegiatan pembangunan bangunan gedung

c. Penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan pembangunan gedung
d. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung

e. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung

169 HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Op.Cit .hIm 310
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f. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
g. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dan/atau

h. Perintah pembongkaran bangunan gedung

Pemeberian  hukum administratif terhadap pembangunan lapangan tenis
mengambarkan hukum yang responsife yakni lebih mengutamakan kepentingan rakyat.
Menurut Philippe Nonet dan Fhilip Selznick, perkembangan tatanan hukum yang
diberlakukan untuk mengatur masyarakat di lihat dari segi represif dan responsif. Represif
hukum yang dipandang sebagai abdi dari kekuasan pemerintah yakni kepentingan kekuasaan
politik yang lebih menguntungkan dari pada kepentingan masyarakat. sedangkan responsif
aturan hukum sebagai fasilitator repons terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan
kata lain tatanan hukum responsif lebih mengemuka terhadap kepentingan masyarakat dan
mengutamakan keadilan subtansif dan prosedur.l’® Menurut Max Weber menekan bahwa
hukumm itu tidak sebagai perintah (command) akan tetapi bertujuan sebagai ketertiban oleh
sebab itu hukum tidak dipandang semata-mata sebagai pelaksanaan kekuasaan weber

mengatakan lebih mengutamakan wewenang (authority).’

Bangunan lapangan tenis selain tidak memiliki izin bangunan gedung, pendirian
bangunan gedung lapangan tenis mengakibatkan penutupan jalan lalu lintas sehingga
kerugian bagi masyarakat terpaksa menggunakan jalan lalu lintas lain untuk menuju kedesa,
sekolah dan tempat kerja, pembangunan itu tidak sesuai dengan RTWK, pemanfaatan
bangunan jarang digunakan oleh masyarakat dan bangunan itu tidak terlalu dibutuhkan oleh
masyarakat. dijelaskan dalam Pasal 111 ayat (3) Qanun Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun
2014 tentang Bangunan Gedung bahwa selain pengenaan sanksi administratif dapat pula

dikenakan sanksi denda paling banyak 10 % ( sepuluh persen) dari nilai bangunan gedung

170 Ahmad Redi. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta Timur, Sinar Grafika. 2018
him. 46
111 E. Utrecht. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Surabaya, Pustaka Tinta Mas. 1986. him 110
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yang sedang atau telah di bangun ayat (4) jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud
sanksi administratif dan sanksi denda, ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang

dilakukan.1"

Pelaksanaan pembangunan negara sesuai menurut sistem pambangunan yang
direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah. Perubahan ini akan dilakukan dengan
mengadakan pelaksanaan pambangunan, memperbaiki atau merehap bangunan yang rusak
dan menambah apa yang kurang dari bangunan itu dalam pelaksanan ini tentunya masing-
masing beda-beda cara menangulanginya dan pemabiayaanya. Supaya tercapai pembangunan
yang tidak mengangu kedamain hidup masyarakat harus menyesuaikan antara bangunan yang
dibangunan dengan pertimbangan kepentingan masyarakat dan lingkungan.!”®*Pelaksanaan
pembangunan gedung lapangan tenis seharusnya sesuai dengan pelaksanaan konstruksi Pasal
73 ayat (1) pemegang IMB wajib memberitahukan secara tertulis kepada dinas tentang saat
akan dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan tersebut dalam IMB sekurang-kurangnya
24 Jam sebelum pekerjaan dimulai, saat akan dimulainya bagian-bagian pekerjaan
mendirikan bangunanan sepanjang hal itu mulai dikerjakan dan tiap penyelesaian bagian
pekerjaan mendirikan bangunan sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB sekurang-
kurangnya 24 jam sebelum bagian itu selesai dikerjakan. Ayat (2) pekerjaan mendirikan
bangunan dalam IMB baru dapat mulai dikerjakan setelah dinas menetapkan garis sempadan
pagar, garis sempadan bangunanan serta ketinggian permukaan lantai dasar dari permukaan
jalan atau permukaan tanah perkarangan tempat bangunan gedung akan didirikan sesuai
dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam IMB. Ayat (3) selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari setalah pemberitahuan sebagaimana ayat (1) dinas dinas tidak melaksanakan tugasnya

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka pemegang izin dapat memulai pekerjaannya.

172 pasal 111 ayat (3) dan ayat (4) Qanun Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung
173 Badan Kontak Profesi Hukum Lampung. Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan.
Bandung.Alumni 1977. HIm. 100
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Ayat (4) pekerjaan mendirikan bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang
diajukan dan ditetapkan dalam IMB. Pasal 69 ayat (5) pembangunan itu kemudian ternyata
menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan maka bupati dapat mencabut IMB.
Namun bangunan lapangan tenis tidak memenuhi persyaratan pelaksanaan konstruksi
bangunan gedung dan tidak memiliki IMB maka sanksi pidana setiap pemilik dan pengguna
bangunan gedung diancam pidana penjara dan denda Pasal 112 ayat (1) setiap pemilik
bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 73 diancam pidana menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku ayat (2) setiap Pemilik Bangunan yang tidak
memenuhi ketentuan pada Pasal 69 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan

denda paling banyak 5.000.000 (lima juta rupiah).

Hukum represif penyimpangan yang dilakukan berat maka akan berlaku hukum pidana
terhadap aperatur pemerintah. tujuan penegakan hukum pidana dibidang perizinan
tercapainya keadilan, kepastian,dan kemanfaatan.'”* Pelaksanaan konstruksi bangunan jika
tidak sesuai dengan rencana dan syarat pembangunan maka izin dapat dicabut namun izin
bangunan lapangan tenis tidak memiliki izin. Pemerintah daerah menjalankan kekuasaan
pemerintah berdasarkan peraturan perundangan dan dapat menggunakan azas freis emersen
ketika yang belum ada aturan hukum yang mangatur maka pemerintah berhak mengeluarkan
kebijkan tidak berdasarkan aturan perundang-undangan. maka penarikan izin pun dapat
dilakukan menurut Spelt dan Ten Berge menyatakan bahwa pada prinsipnya hanya izin yang
didasarkan pada wewenang bebas yang dapat ditarik kembali dapat diartikan bahwa izin
bangunan bukan freis emersen yang diberikan diwaktu darurat dan pemerintah berhak

menentukan isi keputusan tersebut.”®

174 Victorianus Randa Puang, Op.Cit him 67-68
175Y, Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan .Jakarta, Pt Grasindo, 2009 .him 100



BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas dan mengacu kepada rumusan masalah pada latar

belakang, maka penulis dapat menyimpulkan yaitu:

1.

Izin mendirikan bangunan gedung lapangan tenis di Kabupaten Aceh Tenggara
sebelum pelaksanaan konstruksi pembangunan harus memenuhi persyaratan
administratif yakni IMB bangunan gedung sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Qanun Aceh
Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, namun Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) gedung lapangan tenis tidak ada, pelaksanaan pembangunan
lapangan tenis hanya memiliki administratif Surat Telaahan Staf Disparpora Nomor
556/79/DISPARPORA/2021 prihal Rencana Pembangunan Lapangan Tenis di
Kecamatan Babussalam, Surat Telaahan Staf PUPR Nomor
600/095.1/TS/PUPR/AGRIV/2021 Prihal Alih Fungsi Ruas Jalan Kabupaten Menjadi
Sarana Olahraga Kabupaten dan Surat Bupati Aceh Tenggara Nomor 028/439/2021
Prihal Persetujuan Alih Fungsi Barang Milik Daerah. Bangunan gedung dapat
dibongkar kerena tidak memiliki izin bangunan gedung.

Pengawasan pembangunan gedung di Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan sesuai
Pasal 78 Qanun Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung
yakni memeriksa izin bangunan gedung dan penataan ruang sesuai Peraturan Bupati
Nomor 06 Tahun 2017 tentang Keterbukaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Cara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh
Tenggara, bangunan gedung lapangan tenis mengakibatkan penutupan jalan ke desa
Plonas, penataan ruang yang tidak baik, pemanfaatan bangunan gedung hanya

digunakan oleh kalangan menengah ke atas. Bangunan gedung lapangan tenis di
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bangun bertujuan pemenuhan capaian program kerja dari disparpora bukan untuk
kepentingan masyarakat sesuai dengan kesimpulan dan saran surat telaahan Staf
PUPR Nomor 600/095.1/TS/PUPR/AGRIV/2021 Prihal Alih Fungsi Ruas Jalan

Kabupaten Menjadi Sarana Olahraga Kabupaten.
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mengajukan saran yang diharapkan
dapat memberikan manfaat bagi pengaturan pembangunan gedung di Kabupaten Aceh

Tanggara.

1. Peraturan izin bangunan gedung di Kabupaten Aceh Tenggara harus menyesuaikan
dengan aturan terbaru sesuai dengan azas lex posterior derogate legi priori, izin
bangunan gedung hal yang utama dalam pelaksanaan pembangunan apabila izin tidak
ada, maka bangunan tidak dapat berdiri sesuai Qanun Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun
2014 tentang Bangunan Gedung diharapkan kedepannya pemerintah berkerjasama
dalam penegakan dibidang perizinan.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara harus meningkatkan pengawasan terhadap Izin
Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) agar terjadi keseimbangan antara pengaturan
dan pengawasan, pembangunan yang tidak memiliki izin bangunan maka pengawasan
konstruksi terhadap pembangunan itu tidak dapat dilakukan. penegakan sanksi
administrasi dan denda harus optimal sesuai dengan kewenangan dan bertindak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengawasan yang ditingkat

yakni pengawasan preventif dan represif.
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LAMPIRAN

Qanun Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR (0l TAHUN 2014

TENTANG
BANGUNAN GEDUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang :

Mengingat :

a.

1.

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGGARA,

bahwa perkembangan pembangunan di Kabup-.ten Aceh
Tenggara dewasa ini semakin meningkat, karena itu perlu ditata

kembali agar sesuai dengan rencana tata ru ng yang
berwawasan lingkungan;
bahwa dalam upaya menjamin masyarakat dan untuk

tercapainya keserasian serta kelestarian lingkungan, harus
dilakukan  penertiban, pengaturan, pengawas.n  dan
pengendalian atas pelaksanaan pembangunan angunan
gedung, maka perlu pedoman yang baku sesu-i dengan
ketentuan yang diatur dalam ganun ini;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana limaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun kb apaten
Aceh Tenggara tentang Bangunan Gedung.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik ndonesia
Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 te itang Pem hentukan

Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik 'ndonesia
Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3034);

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah.n 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Iadonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tents ng Perumanan dan
Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah in 1992
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik I.donesia
Nomor 3501);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang B.ngunan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahia 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Nome 4247);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peme intahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuna 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik I donesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali erakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008  tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahi n 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahar Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
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7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pen erintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone:s.a Nomor
4633);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 te ntang Pen:ta Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatun 2007 I omor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomic 4725);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 te ntang Pajok Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negar: Republik
Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem bentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaren Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembar n Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang ‘eraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 200 tentang
Bangunan Gedung;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PR7/M/2007
tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PR7T /M /2007
tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedi ng;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT M /2007
tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PR7T/M/2007
tentang Pedoman, Persyaratan Teknis Bangunan Gedur g;

>

16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang T:ta Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahur 2011 Nom or 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
dan
BUPATI ACEH TENGGARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG BANGUNAN

GEDUNG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

o G b o

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya «isingkat
DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebaga  unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Kepala Dacrah Kabupaten Aceh Tenggara.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
Zona adalah suatu wilayah dengan peruntukan tertentu.

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang enyatlt dengan
tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di
dalam tanah dan/atan air. vane berfiinosi sehagai temnat manusia me alaikan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

(1

(2)

kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan ki
kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yan

dengan tempat kedudukannya, sebagai atau seluruhnya berada di atas
di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia r
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan e
kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus

. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konst

umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun

Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi K
dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengas
belas) tahun.

Bangunan Sementara adalah bangunan yang ditinjau dari konstruks
bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.

Kavling/Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang
pertimbangan Pemerintah Kabupaten dapat dipergunakan untuk
mendirikan bangunan.

Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan se
atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambal,
dan/atau memperbaiki bangunan yang ada termasuk pekerjaan

menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan

mengadakan bangunan tersebut.

igamaan,

menyatu
lan/atau
elakukan
\gamaan,

uksi dan

nstruksi
15 (lima

an umur

menurut
tempat

uruhnya
nerubah
1enggali,
ckerjaan

Merobohkan Bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebal lagian atat seluruh
bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/ateu konstrulk si.

Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertent : sejajar

dengan as jalan atau as sungai atau as pagar yang merupakan bat:

5 antara

bagian persil yang boleh dibangun dan yang tidak boleh diba ngun bang nan.
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah bilangan pokok atas perb: ndingan

antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/persil.

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah bilangan pokok atas perb:

antara total luas lantai bangunan dengan luas kavling/persil

ndingan

Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah bilangan pokok atas perbandinga 1 antara

luas daerah hijau dengan luas kavling/persil.

Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah,

dimana

bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari banguna: .
Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah l-in yang

diberikan untuk mendirikan, memperluas, merubah,
memperbaiki/merehab bangunan gedung.
BAB II
FUNGSI DAN KLARIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 2

dan

Fungsi bangunan gedung di wilayah kota meliputi fungsi hunian, pemer atahan,

keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus.

Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Avat (1) neliputi
bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret dan rumal tinggal

sementara.

(3) Bangunan gedung fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)

meliputi bangunan untuk kegiatan pemerintahan.

(4) Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam wat (1)

meliputi mesjid, meunasah, mushalla, gereja, pura, vihara dan kelenteng
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(5) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Ayat |) meliputi
bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhote an, wisata
dan rekreasi, terminal dan pergudangan.

(6) Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimans dimaksud
dalam Ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, ke¢oudayaan,
pelayanan kesehatan, laboratorium dan pelayanan umumn:.

(7) Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalar Ayat (1)
meliputi bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat k rahasiaan
tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraan ya dapat
membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai res <o bahaya
tinggi dan penetapannya dilakukan oleh menteri terkait yang n embidangi
bangunan gedung berdasarkan usulan menteri terkait.

(8) Bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.

Pasal 3

(1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Aya (1) harus
sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Qanun tentan. Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota.

(2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal Ayat (1)
ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan dicantumkan dalam izin 1.endirikan
bangunan gedung.

(3) Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan se agaimana
dimaksud dalam Ayat (2) harus mendapatkan persetujuan darn »senetapan
kembali oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

(1) Menurut konstruksinya, bangunan di wilayah Kabupaten Acch Tenggara
diklasifikasikan sebagai berikut:
a. bangunan permanen;

b. bangunan semi permanen; dan
c. bangunan sementara.

(2) Menurut wilayahnya, bangunan di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara

diklasifikasikan sebagai berikut:

a. bangunan di wilayah [;

b. bangunan di wilayah II;

c. bangunan di wilayah III; dan

d. bangunan di kawasan khusus/tertentu yaitu bangunen yang be ada pada
kawasan yang dianggap mempunyai nilai sejarah atau bucaya yang
ketetapannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Kepuiusan Bupa i.

(3) Menurut lokasinya, bangunan di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara

diklasifikasikan sebagai berikut:
a. bangunan di tepi jalan arteri primer;
b. bangunan di tepi jalan arteri sekunder;
c. bangunan di tepi jalan kolektor;
d. bangunan di tepi jalan lokal;
e. bangunan di tepi jalan-jalan lingkungan; dan
f. bangunan di tepi sungai yang telah bertanggul.
(4) Menurut ketinggiannya, bangunan di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara

diklasifikasikan sebagai berikut:
a. bangunan bertingkat rendah (satu sampai dengan dua lantai);
b. bangunan bertingkat sedang (tiga sampai dengan empat lantai); da
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c. bangunan bertingkat tinggi (lima lantai keatas).

(5) Menurut Iuasnya, bangunan di wilayah Kabupaten Acect Tenggara
diklasifikasikan sebagai berikut:

a. bangunan Kkecil dengan luas kurang dari 100 m?;
b. bangunan menengah dengan luas 100-500 m?* dan
c. bangunan besar dengan luas di atas 500 m?.

(6) Menurut statusnya, bangunan di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara
diklasifikasikan sebagai berikut:

a. bangunan pemerintah; dan
b. bangunan swasta/pribadi.

BAB III
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5
(1) Setiap bangunan gedung harus dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau
dibongkar sesuai dengan persyaratan bangunan gedung yang diz ur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan adminis rasi agar
bangunan dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang ditetapkar.

(3) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis, baik persyaratan
tata bangunan maupun persyaratan keandalan bangunan gedug, agar
bangunan gedung layak fungsi dan layak huni, seras: dan selaras dengan
lingkungannya.

(4) Pemenuhan persyaratan teknis disesuaikan dengan fungsi, klasi' kesi, dan
tingkat permanensi bangunan gedung.

Bagian Kedua
Persyaratan Bangunan Gedung
Pasal 6
(1) Persyaratan Administrasi Bangunan Gedung, yang meliputi

a. IMB diatas dan/atau dibawah tanah/air dan/atau prasarana/sa; i umum;
dan

b. Kelembagaan.

(2) Persyaratan Bangunan Gedung diatas atau dibawanh tanal air atau
prasarana/sarana umum, daerah hantaran udara listrik tegangan i ggi/ekstra
tinggi dan/atau menara telekomunikasi dan/atau menara air.

(3) Persyaratan Bangunan Gedung, adat Bangunan Gedung, Langganan 7 -adisional,
Pemamfaatan Simbol dan Unsur/Elemen Tradisional serta kearifarn okal, yang
meliputi:

a. Bangunan gedung adat;

b. Bangunan gedung tradisional;

c. Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional; dan
d. Kearifan lokal.

(4) Persyaratan Bangunan Gedung semi permanen dan bangunan gedung darurat.

(5) Persyaratan Bangunan Gedung dilokasi yang berpotensi beicana alam meliputi:
a. Umum;

b. Bangunan Gedung dikawasan rawan tanah longsor;
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c. Bangunan Gedung dikawasan rawan banjir;
d. Bangunan Gedung dikawasan bencana alam geologi; dan

e. Tata cara dan persyaratan bangunan gedung dikavwasan raw:
alam.
Bagian Ketiga
Persyaratan Administratif
Pasal 7
(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi peryaratan admins
meliputi:

a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan deri pemegal
tanah;

b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
c. izin mendirikan bangunan gedung.

(2) Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan bangunan ged
keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan.

Pasal 8

(1) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal € aya
adalah penguasaan atas tanah yang diwujudkan dalam bentuk sertif
tanda bukti penguasaan/kepemilikan tanah, seperti Hak Milik
Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan, dan Hak Pakai
dibuktikan dengan akta jual beli atau akta/bukti kekpemilikan la
sah.

(2) Izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sebagaiman dim:
Pasal 6 ayat (1) huruf a pada prinsipnya merupakan perset
dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas
pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.

Pasal 9

(1) Status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada |
(1) huruf b merupakan surat keterangan bukti kepemilikan bangu
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Dalam hal terdapat pengalihan hak kepamilikan bangunan gedung, p
baru wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam qanun ini.

Pasal 10

(1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) hus
surat bukti dari Pemerintah Kabupaten bahwa pemilik bangunan ge
mendirikan bangunan sesuai dengan rencana teknis bangunan g
telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) IMB dimaksudkan untuk mengendalikan pembangunen dan pe
bangunan gedung di wilayah kota, dengan tujuan terjuminnya k
penghuni dan lingkungan serta tertib bangunan.

Bagian Keempat
Persyaratan Tata Bangunan

Pasal 11

(1) Pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung harus sest
peruntukan lokasi yang diatur dalam:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK); dan

b. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk Ik
bersangkutan.
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(2) Peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
peruntukan utama, sedangkan apabila pada bangunan terscbat terdapat
peruntukan penunjang agar berkonsultasi dengan dinas.

(3) Dinas menyediakan informasi kepada masyarakat tentang perunt ikan lokasi
atau ketentuan tata bangunan dan lingkungan lainnya.

Paragraf 1
Pembagian Zona di Kabupaten Aceh Tenggara

Pasal 12

a. Zona I: adalah zona yang berfungsi sebagai kawasan lindu ng dar penyangga
Peruntukan bangunan untuk permukiman daerah zliran ingai (DAS)
atau sebagai permukiman yang sangat terbatas dengan arahan
Kepadatan Bangunan Sangat Rendah. Kute-kute yang ternasuk zona
ini adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Lawe Alas: Desa Muara Baru, Pas - Bangun,
Engkeran, Lawe kongkir, Kubu, Kuta Cingkam 11, Kut: Cingkam 1,
Lawe simpilang, Kuta Batu I, Kuta Fatu I, Prapat Batu
Nunggul,Pulo Sepang, Paya Munje, Daru/ Amin, L we Lubang
Indah, Batu Hamparan, Rih Mbelang dan Desa Kute M 1ara Baru.

2. Kecamatan Babul Rahmah: Desa Panguhapan, Salim pipit, Lawe
Sumur, Uning Sigugur,Kuta Lang lang, Iumbas Sitio-Tio,
Meranti,Perdamean, Mutiara Damai, Lumban Tua, [lok Nauli,
Tuhi Jongkat, Titi Mas, Lawe Malun dan Desa Alur B: ung.

3. Kecamatan Lawe Sigala-Gala: Desa Lawe Loning Arian, Kute
Tengah, Lawe Sigala Timur, Lawe Sigala Barat, Law Sigala II,
Kampong Oboh, Kampong Binanga, Kamj ong Bluku - Makmur,
Bukit Merdeka, Lawe Kesumpat, Darul Aman, Law Loning I,
Lawe Tua Persatuan dan Desa Lawe Tua Makmur.

4. Kecamatan Babul Makmur: Desa Perdamean Sejahtera,
Kampung Bhakti dan Lawe Perbunga.

5. Kecamatan Semadam: Desa Lawe Beringin Gayo, Suk. Makmur,
Simpang Semadam, Semadam Awal, Kebur Sere, Sem adam Asal,
Titi Pasir, Pasar puntung, Lawe Petanduk dan Des: Kampung
Baru.

6. Kecamatan Lawe Bulan: Desa kutambaru, Kampan g Naga
Gabungan, Pulonas Baru, Mbacang Racun can Desa la e Kinge.

7. Kecamatan Badar: Desa Kampung Baru, Lawe Bel 1g. Salang
Alas, kuta Tinggi, kumbang Jaya, Kumbang Incih Deleng
Megakhe dan Desa Lawe Bekung Tampahan

8. Kecamatan Darul Hasanah: Desa Gulo, Lawe S5tul, Kite
Meranggun, Pulo Piku, Terutung Kute, Kuta Ujun., Mamas,
Tanjung Lama, Tanjung Muda, Tanjung Aman, Rambt 1g Teldak,
Serimuda, Darul Makmur, Kute Rambe Ujung Bar 1, Mamas
Baru, Rambung Jaya dan Desa Makmur Jaya.

9. Kecamatan Tanoh Alas: Desa Jambur Dama:.
10. Kecamatan Leuser: Desa Naga Timbul, Gunung Pakpa , Bunbun

Alas, Tanjung Sari, Bintang Alga Musara dan Desa Bul it Bintang
Indah.

11. Kecamatan Ketambe: Desa Deleng Damar, Simpang | Jongar ,
Penyebrangan Cingkam, Jongar Asli, Lawe Penanggala 1, Jambur
Lak-Lak, Lawe Mengkudu, Aunan Sepaka:, Ketambe den Desa
Rumah Bundar.

12. Kecamatan Deleng Pokhisen: Desa Ranto Diur Gaib, Leribah Alas,

115



Kampung Sepakat, Salang Baru Gab, Terutung Mbelang dan
Desa Penampaan.

b. Zona Il : adalah zona yana berfungsi sebagai budidaya pertanian. Peruntukan
bangunan untuk permukiman petani lahar basah eternakan,
perkebunan dan permukiman perdesaan yang berada pa a kawasan
budidaya pertanian atau sebagai permukiman terbatas des gan arahan
Kepadatan Bangunan Rendah. Kute-kute yang termasi k zona ini
adalah sebagai berikut:

1

10.

11.

Kecamatan Lawe Sigala-Gala: Desa Lawe oning Gab Kedataran
Gab, Tanah Baru, Suka Damai, Lawe Tua (rab, Gay« . aya, Lawe
Serke, Bukit Sepakat, Enmiya Batu Dua Ratus dan Desa
Sebungke.

Kecamatan Babul Makmur: Desa Muara Situlen, Cinta Damai,
Pardomuan II, Lawe Deski Sabas, Pardoruan I, Lawe Deski I,
Muara Setia, Sejahtera Baru, Tanoh Alas, Cinta Ma mur, Lawe
Mantik, Kute Makmur dan Desa Lawe Desky Tongah

Kecamatan Semadam: Desa Lawe Kinga, Tanah T 1821, Lawe
Beringin Horas, NGK Alur Buluh, Lawe Kinga Gabingan dan
Desa Selamat Indah.

Kecamatan Bukit Tusam: Desa Maha Singldl, Tenembak Bintang
Alur Buluh, Tualang Baru, Kuta Lengat Pagan, k ita Lengat
Selian, Kuta Lingga, Rema, Lawe Dua G tbungan erukunan,
Kuta Buluh, Rikit Bur, Amaliah, Gumpang, Pejuan g, Scbudi Jaya,
Bambel Baru dan Desa Darussalam.

Kecamatan Bambel: Desa Tualang Sembilar, Likat, Ri-it Kuning
II, Kuta Lang-Lang, Pinding Lawe Hijo, Pulo Kedor long, Pulo
Perengge, Terutung Seperai dan Desa Kute Seri.

Kecamatan Babussalam: Desa Batum Mbulan , Batum
Mbulan II,LBatum Mbulan Asli, Kampung Melayu, Teri tung Pedi,
Batu Mbulan Baru, Ujung Barat, Pulo Peding dan Desa Mendabe.

Kecamatan Lawe Bulan : Desa Kutambaru. Kuta Banti Gab, Lawe
kulok Gab, Lawe Sagu Hulu, Lawe Sagu Hilir, Kam ung Naga
Gab, Telaga Mekar, Kuta Buluh Butong, Kutembaru 3encawan,
Pulonas Baru, Kandang Mbelang Mandiri, Mbacang R:cun, Lawe
kinge, Perapat Timur, Bahagia dan Desa Pulo Sampur.

Kecamatan Badar: Desa Kampung Bari, Purwod.di, Lawe
Bekung, Salang Alas, Kuta Tinggi, Peranginen, kuta Pa-ir, Natam,
Kumbang Jaya, Kumbang Indah, Lawe Bela ng Tampa! an, Badar
Indah dan Desa Natam Baru.

Kecamatan Tanoh Alas: Desa Tenembak Alas, Salim Fnim, Alur
Langsat, Lawe Tungkal, Rumah Luar, NGK Rumah Kar pung dan
Desa Rambah Sayang.

Kecamatan Lawe Sumur: Desa kute Lesung, Berand ng, Lawe
Sumur, Terutung Megakhe, Lawe Pasaran, Kisam abungan,
Penosan, Kisam Kute Pasir, Buah Pala, Kute Bunin dan Desa
Lawe Sumur Baru.

Kecamatan Deleng Pokhisen: Desa Gunung Batu, Kampang Kaya,
Ranto Diur Gab, Lembah Alas, Kampung Sepakat, Salar g Sigotom
Gab, Salang Baru Gab, Salang Muara, Bur iga Mclur Gab,
Terutung Mbelang, Tenembak Lang-Lang, Penampaka: , Tualang
Lama dan Desa Lawe Pangkat.

C. Zonalll : adalah zona yang berfungsi sebagai kawasan pernukiman.
Peruntukan bangunan untuk permukiman perdesaan yang berada di
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d. Zona IV

(1) Zonal

(2) Zona 11

(3) Zona 111 :

(4) Zona 1V :

pusat-pusat kegiataan atau ibukota kecamatan, dan tau sebagai
permukiman dengan arahan Kepadatan Bangunan Sedar g. Kute-kute

yang termasuk zona ini adalah Kute-kute yang berala di pusat
kecamatan atau kota kecamatan.

: adalah zona yang berfungsi sebagai kawasan permukim:n perkotaan

atau sebagai permukiman kota kabupaten, dengan araha  Kepadatan
Bangunan Tinggi. Kute-kute yang termasuk zona ini adala’ :

1. Kecamatan Bambel: Desa Terutung Fayung Hil'r, Terutung
Payung Hulu, Kuning I, Terutung Megare Asli, Kute ntara, Lawe
Kihing dan Desa Bambel.

2. Kecamatan Babussalam: Desa Kute Rih, kutacane L. ma, Perapat
Hilir, Perapat Hulu, Pulo Latong, Kota Kutacane “uara Lawe
Bulan, Mbarung, Pulonas, Kampung Raja dan De:a Gumpang
Jaya.

3. Kecamatan Lawe Bulan: Desa Pasir Penjengakan Pasir Gala
Gabungan dan Desa Simpang Empat.

Pasal 13

:adalah zona yang berfungsi sebagai kawasan lindun: dan

penyangga. Peruntukan bangunan untuk permukiman D .erah Aliran
Sungai (DAS) atau sebagai permukiman yang sangat terbatas dengan
arahan Kepadatan Bangunan Sangat Rendah.

radalah zona yang berfungsi sebagai kawasan budiday: pertanian.

Peruntukan bangunan untuk permukiman petani laan basah,
peternakan, perkebunan dan permukiman perdessan ang berada
pada kawasan budidaya pertanian atau sebaga: permukir an terbatas
dengan arahan Kepadatan Bangunan Rendah.

adalah zona yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Peruntukan
bangunan untuk permukiman perdesaan yang berada di husat-pusat
kegiatan atau ibukota kecamatan, dan atau sebagai ;ermukiman
dengan arahan Kepadatan Bangunan Sedang.

adalah zona yang berfungsi sebagai kawasan permukima . perkotaan
atau sebagai permukiman kota, dengan arahar Kepadata Bangunan
Tinggi.

Paragraf 2
Intensitas Bangunan Gedung

Pasal 14

(1) Setiap bangunan gedung yang dibangun dan dimanfzarkan harus memenuhi
persyaratan kepadatan bangunan yang diatur dalam Koefisien Dasa Bangunan
(KDB) sesuai yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutar.

(2)

)

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditentukan atas dasar kepentingar pelestarian
lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegehan terhalap bahaya
kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan,
keselamatan dan kenyamanan bangunan.

KDB pada masing-masing zona adalah sebagai berikut:

a. Zona
b. Zona
c. Zona
d. Zona

I : Maksimum 1 % (satu persen).

II : Maksimum 20% (dua puluh persen).

111 : 20% - 40% (dua puluh sampai empat puluh persen
v : 40% - 60% (empat puluh sampai enam puluh perse: ).
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Pasal 15

(1) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) ditentukan atas dasar kej enting.n pelestarian

(2)

(1)

(2)

(3

~—

(1

—_—

(2)

4

lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terl adap bahaya

kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fung bangunan,

keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan

umum.

KLB pada masing-masing zona adalah sebagai berikut

a) Zona [ : KLB untuk rumah tinggal maksimuam 0, 2 d-1 KLB untuk
bangunan gedung minimum 0, 2.

b) Zona II : KLB rumah tinggal maksimum 0, 4 dar KLB ba 1panan gedung
minimum 0, 4.

c) Zona Il : KLB rumah tinggal maksimum 1, 2 dan KLE ban unan  gedung
minimum 0,4.

d) Zona IV : KLB rumah tinggal maksimum 1, 8 dar KL3 ba £ 1nan gedung
minimum 0O, 8.

Pasal 16

Pada Zona I dan II, Jumlah lantai yang diizinken untuk r mah tinggal
sederhana maksimum dua lantai, sedangkan jumlab lantai vang diizinkan
untuk bangunan-bangunan gedung yang dapat juga difungsikan sc bagai escape
building minimum 2 (dua) lantai.

Jumlah lantai yang diizinkan untuk rumah tinggal secerhana mea«csimum tiga
lantai, sedangkan jumlah lantai yang diizinkan untuk bangun-n-bangunan
gedung yang dapat juga diperuntukkan sebagai escape building minimum 2
(dua) lantai.

Jumlah lantai bangunan tidak dibatasi, namun disesua kan denga 1 fungsi dan
karakteristik pembentukan ruang, yang lebih detail diuraikan calam RTBL,
khususnya selubung bangunan.

Pasal 17

GSB untuk bangunan di sepanjang jalan arteri primer, jalan arieri skunder,
jalan kolektor, jalan lokal/lingkungan, dan jalan kampung,/lorong ditentukan
berdasarkan ukuran Daerah Milik Jalan (Damija), yaitu:

a. Jalan arteri primer, yaitu minimum sebesar 15 m dari batas Dam a (ROW);

b. Jalan arteri sekunder, yaitu minimum sebesar 15 m dari batas D: mi ja;

c. Jalan arteri sekunder zona III dan IV, yaitu minimum sebesar 10 1 dari batas
Damija;

. Jalan kolektor, yaitu minimum sebesar 10 m dari batas Damija

- Jalan kolektor zona III dan IV, yaitu minimum sebesar 3 m dari b: ‘as Damija;

- Jalan lokal/lingkungan, yaitu minimum sebesar 8 m dari batas D mija;

. Jalan lokal/lingkungan zona Il dan IV, yaitu sebesar 4-6 m dari batas
Damija; dan

@ ™ 0o Qo

h. Jalan-jalan kampung dan lorong yaitu minimum sebesar 4-6 n dari batas
Damija, kecuali jalan setapak dan gang kebakaran.

GSB untuk bangunan di sepanjang sungai tidak bertargul adalal 50 m dari
pinggir sungai.
GSB untuk bangunan di sepanjang sungai yang bertanggul adalah 1 -50 m.

GSB untuk bangunan di sekitar rawa dan tambak adalah 100 m dar batas rawa
dan tambak.
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(5) GSB untuk bangunan di daerah Aliran Sungai adalah @«dalah min mum 100 m
dari batas pesisir danau.

(6) Garis sempadan untuk bangunan yang dibangun di bawah pern 1kaan tanah
maksimum berimpit dengan garis sempadan pagar, dan tidak ¢ perbolehkan
melewati batas kavling.

(7) Jarak bebas antar bangunan rumah tinggal sederhana

a. Jarak massa/blok bangunan rumah tinggal sederhana dengsn bangunan
sekitarnya yang berbeda persil minimal 4 m;

b. Untuk bangunan rumah tinggal sederhana di dalam sata pers. yang sama
dengan ketinggian maksimal 8 m minimal 3 m dengar ketentuar air curahan
tidak jatuh di atas tembok atau melewati tembok batas persil;

c. Untuk bangunan rumah tinggal sederhana dengan ketinggian diatas 8 m
sekurang-kurangnya % tinggi bangunan dikurangi 1 /n dengan | otentuan air
curahan tidak jatuh di atas tembok atau melewati tembok batas ersil; dan

d. Jarak bebas antar bangunan gedung, meliputi:

a. Jarak massa/blok bangunan gedung yang satu dengan |z nnya dalam
satu kavling atau antar kavling minimum 4 m; den

b. Untuk bangunan bertingkat setiap kenaikan satu lanta: arak antara
massa/blok bangunan gedung yang satu dengan lainnya ditambah
0,5 m.

(8) Jarak bebas bangunan rumah tinggal sederhana terhadap batas per il, meliputi:
a. Batas samping minimal 2 m; dan
b. Batas belakang minimal 2 m.

(9) Jarak bebas bangunan gedung terhadap batas persil, meliput:

a. Jarak massa/blok bangunan gedung terhadap batas persil minim 12 m.
b. Untuk bangunan bertingkat setiap kenaikan satu lantai j:-ak antara
massa/blok bangunan gedung dengan batas kavling dirambah ( m.
(10) Jarak bebas bangunan terhadap utilitas minimal 4 m.
(11) Peil lantai dasar bangunan di atas permukaan jalan pada Zona | nnimum 0,5

m, Zona II, III dan IV sama dengan Zona .

Paragraf 3
Arsitektur Bangunan Gedung

Pasal 18

(1) Penampilan bangunan gedung harus dirancang dengan memper mbangkan
kaidah-kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingk ngan yang
ada di sekitarnya.

(2) Penampilan bangunan gedung yang didirikan berdampingan dengas bangunan
gedung yang dilestarikan, harus dirancang dengan mempertimbang an kaidah
estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur banigunan gelung yang
dilestarikan.

(8) Bangunan yang didirikan bercirikan kebiasaan setempat

(4) Bangunan gedung modern didirikan dengan nenerapka elemen
tradisional/lokal.

Pasal 19

(1) Pada dinding terluar lantai dua atau lebih tidak boleh dibuat jend: la, kecuali
bangunan tersebut mempunyai jarak bebas seperti dimaksud dalar Pasal 16
Ayat (7), (8), (9), dan (10).
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(2) Bila dinding terluar bangunan rumah tinggal tidak mermenthi jarek bebas yang
ditetapkan, dibolehkan membuat bukaan penghawaan atau penc.hayaan pada
ketinggian 1, 8 m dari permukaan lantai, atau bukean penuh bila dinding-
dinding batas pekarangan yang berhadapan dengan bukaan ie sebut dibuat
setingggi 1, 8 m di atas permukaan lantai tingkat dan tidak mele sihi 7 m dari
permukaan tanah.

(3) Pada dinding batas pekarangan tidak boleh dibuat bukaan dalar bentuk apa

pun.
(4) Tinggi pagar batas pekarangan samping dan belakang maksimal 3 m di atas
permukaan tanah pekarangan.
(S) Tinggi pagar yang merupakan dinding bangunan rumat tinggal be tingkat atau

pembatas pandangan maksimal 7 m dari permukaan tanah.

(6) Tinggi pagar pada GSJ dan antara GSJ dengan GSB pada bang inan rumah
tinggal maksimal 1, 50 m, sedangkan untuk bangunan gedung maksimal 2, 0 m
di atas tanah pekarangan.

(7) Pagar pada GSJ harus tembus pandang, dengan bagian bawahny: dapat tidak
tembus pandang maksimal setinggi 1 m di atas permuka:n tanah o Karangan.

Pasal 20

Tata letak bangunan tidak boleh mengganggu keseimbar gan lingku 1gan, fungsi
lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sar ana | mum yang
bersangkutan.

(1

(2) Setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalangi pandangan lalu | ntas.
(3

-~

Setiap bangunan baik langsung atau tidak langsung tidak i erbolehkan
dibangun/berada di atas sungai/saluran/selokan/ parit pengairan

=

Deretan bangunan dalam satu blok tidak boleh bergandengan hingsa lebih dari
60 m, setiap 60 m panjang blok bangunan harus dipisahkan d ngan jalan
darurat sebagai akses penyelamatan.

(5

Pembangunan bangunan rumah tinggal baru minimum 50 (lim= Huluh) unit
rumah wajib dilengkapi prasarana lingkungan, fasilitas umum, can fasilitas
sosial.

{6) Bangunan rumah tinggal tradisional ditata dengan arah atap memb ijur timur-
barat untuk menghindari angin kencang arah tenggara-barat 14 t dan agar
rumah menghadap kiblat.

(7) Bangunan rumah tinggal non tradisional dan gedung non rumah i ggal harus
ditata dengan orientasi hadap selaras dengan pola dan arah Jalan. -ungai, dan
topografi, serta orientasi matahari dan arah datangnya angin.

Pasal 21

(1) Setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalangi pandangan lalu i tas.

(2) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung ridak diip rbolehkan
mengganggu atau menimbulakan gangguan keamanan, keselamat n umum,
keseimbangan /pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan.

Setiap bangunan baik langsung atau tidak langsung tidek dip rbolehkan
dibangun/berada diatas sungai/saluran/selokan/ parit pergairarn.

@3

(4) Khusus untuk daerah-daerah tertentu yang mempunyai sungai de; gan lebar
>50 m, pembangunan bangunan diatasnya harus dengan struktur bangunan
khusus dan harus mendapat persetujuan dari Bupat: setelah iendengar
pendapat para ahli.
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Paragraf 4
Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 22

(1) Penerapan peryaratan pengendalian dampak lingkungan nanya oerlaku bagi

(2)

(3

(1

(3

(1

(2

3

—“—

)

(4)

-~

bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak pentir g

; terhadap
lingkungan.

Setiap pembangunan gedung yang menimbulkan dampak besar lan penting
bagi lingkungan atau skala/besarnya lebih besar atau sama engan 100
(seratus) hektar wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) menurut peraturan perundang-undangan yang berlakii.

Pembangunan gedung yang tidak menimbulkan dampak besar dan en ting atau
skala/besarnya kurang dari 100 (seratus) hektar namun menimbuil- ar dampak
bagi lingkungan wajib menyusun Upaya Pengelolaan lingkungas (UKL) dan
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) peraturan perundang-urnd ngan yang
berlaku.

Pasal 23

Persyaratan tata bangunan untuk suatu kawasan lebih lanjut akan disusun
dan ditetapkan dalam suatu Rencana Tata Bangunan dan Lingkun.an (RTBL).

Dalam menyusun RTBL Pemerintah Kotaakan mengiku sertakan iasyarakat,
pengusaha dan para ahli agar didapat RTBL yang sesuai de 17an  kondisi
kawasan dan masyarakat setempat.

RTBL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditinjau kemb: li setiap 5
(lima) tahun atau disesuaikan dengan keadaan.

Bagian Keempat
Keandalan Bangunan Gedung

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

Struktur bangunan direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi
persyaratan keamanan (safety), kelayanan (serviceability), keawetan durability)
dan ketahanan terhadap kebakaran (fire resistance).

Struktur bangunan direncanakan dan dilaksanakan sedemikian p sehingga
apabila kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan b nar-benar
tercapai, keruntuhan yang terjadi menimbulkan kondisi struktur y.ng masih
dapat mengamankan penghuni, harta benda dan masih dapat diperba ki.

Struktur bangunan direncanakan mampu memikul semua beban dan atau
pengaruh luar yang mungkin bekerja selama kurun waktu amur layar struktur,
termasuk kombinasi pembebanan yang kritis (antara lain: beban g npa yang
mungkin terjadi sesuai dengan zona gempanya), dan beban-beban lai inva yang
secara logis dapat terjadi pada struktur.

Struktur bangunan gedung beserta elemen-elemen strukurnya dire ncanakan
mempunyai kekenyalan (daktilitas) yang memadai untuk menjamin te ‘capainya
pola keruntuhan yang diharapkan.

Semua persyaratan struktur bangunan gedung sejauh belum men ponyai SNI

yang berlaku, maka digunakan standar baku dan ketentuan teknis yang
berlaku.
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(1)

(2)

3)

(4)
(5)

(6)

(1

(2

~—

(1)

(2

(3

-

(1)

(2)

Paragraf 2
Keselamatan

Pasal 25

Bahan struktur yang digunakan, diusahakan semaksims mungkin
menggunakan dan menyesuaikan bahan baku dengan - manfaatkan
kandungan lokal.

Bahan struktur yang dipakai sudah memenuhi semua ersyaratar keamanan,
termasuk keselamatan terhadap lingkungan dan pengguna banganan, serta
sesuai standar teknis (SNI) yang terkait.

Dalam hal bilamana bahan struktur bangunan belum mempunva SNI, maka
bahan struktur bangunan tersebut memenuhi ketentuan teknis v ng sepadan
dari negara/produsen yang bersangkutan.

Terpenuhinya persyaratan keamanan ini dibuktikar den gan  melakukan
pengetesan bahan yang bersangkutan di lembaga pengetesan yang b rwenang.

Bahan yang dibuat atau dicampurkan di lapangan, diproses se:uaai dengan
standar tata cara yang baku untuk keperluan yang dimaksud

Bahan prefabrikasi dirancang sehingga memiliki sistern ht bunga | yang baik
dan mampu mengembangkan kekuatan bahan-bahan yang dihubur gkan, serta
mampu  bertahan terhadap gaya-gaya yang mungkin terjadi pada saat
pemasangan/pelaksanaan dan gaya-gaya yang mungkin bekerja scama umur
struktur.

Pasal 26

Tata letak bangunan rumah tinggal sederhana diusahaken sederhar 1, simetris,
seragam, dan satu kesatuan.

Bentuk bangunan yang tidak beraturan, diperbolehkan sepanjang tidak ada
tonjolan/coakan yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari par jang sisi di
arah tonjolan/coakan. Dalam hal tonjolan/coakan tersebut melebit 25% (dua
puluh lima persen), diupayakan terdiri atas beberapa bagian dengan siar
dilatasi.

Pasal 27

Untuk menjamin perilaku struktur yang menguntungkan selama terjadinya
suatu gempa, lay-out bangunan diusahakan agar sederhana da simetris.
Ketidakteraturan struktur baik dalam arah vertikal maupun horizontal
(misalnya loncatan bidang muka dan perubahan kekakuan tinckat) yang
berlebihan dihindari.

Ketentuan tersebut di atas diperhatikan terutama sekali ur tuk perencanaan
bangunan yang diharapkan tetap berfungsi secara baik sesudah terjadinya
suatu gempa, misalnya rumah sakit, pusat penyelamatan keadas | larurat,
pusat pembangkit tenaga, pusat pemadam kebakaran, bangunan &r minum,
fasilitas radio dan televisi dan bangunan sejenis lainnya.

Untuk bangunan gedung yang tidak beraturan, pengaruh gempa te hadapnya
dianalisis secara dinamik. Kemungkinan terjadinya efek puntir pada bangunan
yang tidak beraturan yang dapat menimbulkan gaya geser tambalan  pada
unsur-unsur vertikal akibat gempa diperhitungkan pada perencanaan struktur
tersebut.

Pasal 28

Bangunan bawah mampu mendukung semua beban yang diteruskan oleh
struktur atas tanpa mengalami penurunan yang berlebihar .

Bangunan bawah direncanakan sedemikian rupa hingga bila terjad: penurunan
akan bersifat merata.
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(3) Bangunan bawah diberi faktor keamanan yang lebih besar d bendingkan
bangunan atas untuk menghindari kegagalan struktur yang dini khususnya
akibat terjadinya suatu gempa.

Pasal 29

(1) Bangunan atas mampu mendukung semua beban tanpa mengala i lendutan
yang berlebihan.

(2) Bangunan atas direncanakan sedemikian rupa hingga bila terjadi <eruntuhan
akan bersifat daktail.

(3) Bangunan atas merupakan satu kesatuan yang utuh baik dalam = -ah vertikal
maupun horizontal.

(4) Bangunan atas merupakan satu kesatuan yang utuh derngan bangi nan bawah
sehingga dapat meneruskan gaya dengan selamat ke struktur bawal  Untuk itu
hubungan antara bangunan atas dan bawah perlu direncanakan d-ngan baik,
khususnya terhadap pengaruh gaya horizontal seperti gaya gempa

Pasal 30

(1) Untuk menjamin tercapainya pola keruntuhan yang dihe rapkan ap-bila suatu
gempa terjadi, maka struktur bangunan gedung den semusa elemennya
direncanakan dan diberi pendetailan sedemikian rupa.

Lokasi terbentuknya sendi plastis yang disyaratken untuk keperluan
pemencaran energi dipilih dan diberi pendetailan sedemikian ruo: sehingga
elemen struktur tersebut berperilaku daktail. Sedangkan unsur-unsur lainnya
diberi kekuatan cadangan yang memadai untuk menjamin agar aekanisme
pemencaran energi yang telah direncanakan benar-benar t :rjadi.

(3) Semua bagian dari struktur diikat bersama, baik dalam bidang vertik.l maupun
horizontal, sehingga gaya-gaya dari semua elemen strukiur, termas ik elemen
struktur dan non-struktur, yang diakibatkan adanya ger ipa dapat literuskan
sampai struktur pondasi.

(4) Setiap unsur sekunder, arsitektur serta instalasi mesin dan listrik dit.mbat erat
kepada struktur bangunan gedung dengan alat penambat vang duktail dan
mempunyai kekuatan tambat yang memadai.

2

-

Pasal 31

(1) Sambungan direncanakan sedemikian rupa agar mampu meneruskar gaya dari
satu bagian struktur ke bagian elemen lainnya.

(2) Dihindari pemutusan sambungan antara pondasi dengan kolom.

(3) Kegagalan ditempat sambungan dihindarkan dengan cara memleri faktor
keamanan yang lebih besar pada sambungan.

(4) Terjadinya konsentrasi tegangan pada daerah sambungan dihindarkar

(5) Apabila direncanakan akan dilakukan penambahan/perluasan hangunan
gedung dikemudian hari, maka sambungan perlu direncanzkan s-demikian
rupa sehingga bangunan lama dan baru merupakan satu kesatuar struktur
yang utuh. Sebelum dilakukan penambahan bangunan gedung tempat
sambungan dilindungi dari pengaruh luar yang bersifat merugikan.

Pasal 32

(1) Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tungge! dan runah deret
sederhana, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengen siste: proteksi
pasif dan proteksi aktif.

(2) Penerapan sistem proteksi pasif didasarkan pada fungsi/klasifik si risiko
kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan terpasang, dan/ztau jualah dan
kondisi penghuni dalam bangunan gedung.
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(3) Penerapan sistem proteksi aktif didasarkan pada fungsi, klasiiikasi, luas,
ketinggian, volume bangunan, dan/atau dalam bangunar gedung

(4) Setiap bangunan gedung dengan fungsi, Klasifikasi, luas, jur lah lantai,
dan/atau dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki unt nanajemen
pengamanan kebakaran.

(5) Pemenuhan persyaratan ketahanan terhadap bahaya kebakara: mengikuti
ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku yaitu:

a. Ketentuan Teknis Pengamanan Bahaya Kebakaran pada Banguna Gedung;
b. Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perk taan; dan

c. Standar Nasional Indonesia (SNI)/SKBI  tentang Penc g-han dan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan ( ed ung.

Pasal 33

(1) Setiap bangunan atau yang berdasarkan letak, sifat geografis, bentuk dan
penggunaannya diperhitungkan mempunyai risiko terkena samb.ren petir,
diberi instalasi penangkal petir.

(2) Sistem penangkal petir yang dirancang dan dipasang harus dapat 1 .engurangi
secara nyata risiko kerusakan yang disebabkan sambaran petic terhadap
bangunan gedung dan peralatan yang diproteksinya, serta melindun i manusia
di dalamnya.

(3) Pemasangan penangkal petir diperhitungkan berdasarkan standar. : ormalisasi
teknik dan peraturan lain yang berlaku, antara lain SNI 03-3990 Tata Cara

Instalasi Penangkal Petir untuk Bangunan dan SNI 03-3991 Tata Cara Instalasi
Penyalur Petir.

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini di atas baik yang menyangkut

perhitungan maupun peralatan dan instalasinya, mengacu standar b ku antara
lain Standar International Electrical Committee.

Pasal 34

(1) Suatu instalasi penangkal petir dapat melindungi semua bagien dari yangunan
gedung, termasuk manusia yang ada di dalamnya, dan instalasi sertz peralatan
lainnya terhadap bahaya sambaran petir.

(2) Pemasangan instalasi penangkal petir pada bangunan gedung, merm;erhatikan
arsitektur bangunan gedung, tanpa mengurangi nilai perlindungan y-ng efektif
terhadap sambaran petir.

(3) Instalasi penangkal petir disesuaikan dengan adenya perlu-san atau
penambahan bangunan gedung.

Pasal 35

(1) Instalasi penangkal petir diperiksa dan dipelihara secara berkal: dengan
pemeriksaan.

(2) Apabila terjadi sambaran pada instalasi penangkal petir, diadakan pereriksaan
dari bagian-bagiannya dan segera dilaksanakan perbaikan terhadap angunan

gedung, bagian atau peralatan dan perlengkapan banguran yvang n engalami
kerusakan.

Pasal 36

Sistem dan penempatan instalasi listrik arus kuat harus mudatb diamati, ¢ pelihara,
tidak membahayakan, mengganggu dan merugikan lingkungan, bagian langunan
dan instalasi lain, serta diperhitungkan berdasarkan standar normalis:si teknik
dan peraturan yang berlaku.
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Pasal 37

(1) Beban listrik yang bekerja pada instalasi arus kuat, harus ¢ perhitungkan
berdasarkan standar dan atau normalisasi teknik dan peratu an lain yang
berlaku.

(2) Bangunan yang menggunakan sistem pembangkit tenaga listrik s lain dari PLN
atau menggunakan pembangkit tenaga listrik darura: peaempa ar nya harus
aman dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan serta har s mengikuti
standar dan atau normalisasi teknik dan peraturan lain yang berla . u

(3) Bangunan dan ruang khusus yang tenaga listriknya t:dak boleh yutus, harus
memiliki pembangkit tenaga cadangan yang dayenya dapa  memenuhi
kelangsungan pelayanan pada bangunan dan atau ruan s khusus te rsebut.

Pasal 38

Sistem instalasi listrik pada bangunan tinggi dan bangunan umum h: rus memiliki
sumber daya listrik darurat yang mampu melayani kelangsiingan pela anan utama
pada bangunan apabila terjadi gangguan listrik.

Pasal 39

(1) Instalasi Listrik arus kuat yang dipasang, sebelum diperguna-an  harus
terlebih dahulu diperiksa dan diuji oleh instansi yang berwen ang

(2) Pemeliharaan instalasi arus kuat harus dilaksanakar dan dipe iksa secara
berkala sesluai dengan sifat penggunaan dan keadaan sete 1pat, serta
dilaporkan secara tertulis kepada PLN.

Pasal 40

Instalasi lain yang belum diatur dalam qanun ini wajib mengikuti keter ruan
yang berlaku, dan memenuhi segala aspek keamanan, keselamat:n terhadap
instalasi itu sendiri, bangunan dan lingkungannya.

Pasal 41

Pada pelaksanaan pemasangan instalasi listrik, tata udara gedung, plu abing serta
intalasi lainnya wajib dikerjakan secara aman dan tidak b leh mengganggu atau
mengurangi kekuatan struktur bangunan.

Paragraf 3
Kesehatan

Pasal 42

(1) Setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami dan/at u ventilasi
mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.

(2) Kebutuhan ventilasi diperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan si kulasi dan
pertukaran udara dalam ruang sesuai dengan fungsi ruang.

(3) Ventilasi alami harus terdiri dari bukaan permanen, jendela, pintu = au sarana
lain yang dapat dubuka sesuai dengan kebutuhan dn standar ¢ knis yang
berlaku.

(4) Ventilasi alami pada suatu ruangan dapat berasal dari jendela, bl 1an, pintu
ventilasi atau sarana lainnya dari ruangan yang bersebelatan.

(5) Luas ventilasi alami diperhitungkan minimal seluas 5% (lma persen dari luas
lantai ruangan yang diventilasi.

(6) Sistem ventilasi buatan harus diberikan jika ventilasi zlami vang ada tidak
dapat memenuhi syarat.

(7) Penempatan fan sebagai ventilasi buatan harus menn ngkinkan pelepasan
udara secara maksimal dan masuknya udara segar, atau sc baliknya
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(8) Bilamana digunakan ventilasi buatan, sistem tersebut harus | ’kerja terus
menerus selama ruang tersebut dihuni.

(9) Penggunaan ventilasi buatan harus memperhitungkan bersarnyvz pertukaran
udara yang disarankan untuk berbagai fungsi ruang dalam bangi nan gedung
sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 43
(1) Setiap bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan sistem jencahayaan
harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaar buatan,
termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan

fungsinya.

(2) Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pend likan, dan
bangunan pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan
alami.

(3) Pencahayaan alami harus optimal, disesuaikan dengan fungsi bangu 1an gedung
dan fungsi masing-masing ruang di dalam bangunan gedung.

(4) Pencahayaan buatan harus direncanakan berdasarkan tingkat iluiinasi yang
dipersyaratkan sesuai fungsi ruang dalam bangunan gedu g dengan
mempertimbangkan efisiensi, penghematan energi yang digurakan, dan
penempatannya tidak menimbulkan efek silau atau pantulan.

(5) Pencahayaan buatan yang digunakan untuk pencahayaan dar rat harus

dipasang pada bangunan gedung dengan fungsi tertentu, serta daat bekerja
secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaar yang cu-up untuk
evakuasi yang aman.

(6) Semua sistem pencahayaan buatan, kecuali yang diperlukan  untuk
pencahayaan darurat, harus dilengkapi dengan pengendali manua dan/atau
otomatis, serta ditempatkan pada tempat yang mudal dicapai/c baca oleh
pengguna ruang.

Pencahayaan alami dan buatan diterapkan pada ruangan bak di dalam
bangunan maupun di luar bangunan gedung.

(7

(8

~

Kebutuhan Pencahayaan mengikuti Persyaratan Teknis berikui:

a. SNI 03-2396 Tata cara perancangan sistem pencehayaan a ami pada
bangunan gedung;

b. SNI 03-6575 Tata cara perancangan sistem pencahayaan bu tan pada
bangunan gedung;dan

c. SNI 03-6197 Konservasi energi sistem pencahayaan buatan pada bangunan
gedung.

(9) Mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, operasi dan pemelihar an sistem

pencahayaan buatan pada bangunan gedung dalam hal belum memp inyai SNI,

maka digunakan standar baku dan ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 44

Sistem air bersih harus direncanakan dan dipasang dengar memperti 1bangkan
sumber air bersih, kualitas air bersih, sistem distribusi, dan penampu:.gannya.

(1

~—

(2) Sumber air bersih dapat diperoleh dari sumber air ber angganan dan/atau
sumber air lainnya serta yang memenuhi persyaratan  kesehatan  sesuai
peraturan perundang-undangan.

3

Kualitas air bersih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam “eraturan
Menteri Kesehatan RI Nomor 416 /MENKES/PER/1X/1990.

Perencanaan sistem distribusi air bersih dalam bangunan gedu g harus
memenuhi debit air dan tekanan minimal yang disyaratkan.

(4

—
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(5) Penampungan air bersih dalam bangunan gedung diupayakan sederikian rupa
agar menjamin kualitas air dan memenuhi persyaratan kelaican fungsi
bangunan gedung.

(6) Persyaratan Teknis Sistem Penyediaan Air Bersih:

a. Sistem penampungan air bersih, sistem plambing, pergguna n pompa,
penyediaan air panas dan distribusi air bersih mengikuti persyar tan teknis
sesuai SNI 03-6481 Sistim Plambing 2000 dan standar baku sert: ketentuan
teknis yang berlaku; dan

b. Pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan sistem penyediazn air bersih
mengikuti standar baku serta ketentuan teknis yang berlaku.

(7) Sistem Pembuangan Air Kotor/Limbah, antara lain adalah

a. Sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah ha us direncaakan dan
dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkar ahayanya

b. Pertimbangan jenis air kotor dan/atau air limbah diwujudkan dal .m bentuk
pemilihan sistem pengaliran/ pembuangan dan penggunaan
peralatan yang dibutuhkan;

¢. Pertimbangan tingkat bahaya air kotor dan/atau air limbah wujudkan
dalam bentuk sistem pengolahan dan pembuangannya;

d. Air limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahava t lak boleh
digabung dengan air limbah rumah tinggal dan non rumah tinggal;dan

e. Persyaratan teknis air limbah mengikuti Persyaratan Teknis berik
1. SNI 03-6481 Sistem Plambing 2000.
2. SNI 03-2398 Tata cara perencanaan tangki septik dengan sistern ser apan.
3. SNI 03-6379 Sistem pembuangan yang dilengkapi denzan pera: gap bau.

4.Tata cara perencanaan, pemasangan, dan emeliharaa sistem
pembuangan air kotor dan air limbah pada bangunen gedung nengikuti
standar baku serta ketentuan teknis yang berlaku.

(8) Sistem penyediaan air bersih komunal disediakan pada permukiman bnila tidak
tersedia sistem penyediaan air bersih secara individual. Penyediaan .ir bersih
secara komunal dilayani melalui hidran umum.

(9) Perancangan hidran umum/kran umum didasarkan atas kebutul an yaitu
setiap kran dapat melayani antara 30 Itr/orang/hari sampai dengan 50
Itr/orang/hari.

(10) Untuk sumber air dari sumur gali atau sumur pompa tangan, diperl itungkan
setiap sumur dapat melayani 10 (sepuluh) kepala keluarga.

Pasal 45

(1) Sistem penyaluran air hujan harus direncanakan dar dipa seng dengan
mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas 12 1ah, dan
ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.

(2) Setiap bangunan gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengz 1 sistem
penyaluran air hujan.

(3) Kecuali untuk daerah tertentu, air hujan harus diresapkan ke dalz n tanah
pekarangan dan/atau dialirkan ke sumur resapan sebelum cialirkan ke jaringan
drainase lingkungan /kota sesuai dengan ketentuan yang beriaku.

{(4) Bila belum tersedia jaringan drainase Kota ataupun sebub lain va g dapat
diterima, maka penyaluran air hujan harus dilakukan der gan cara luin yang
dibenarkan oleh instansi yang berwenang.

(5) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah tejadinya
endapan dan penyumbatan pada saluran.
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(6) Pengolahan dan penyaluran air hujan mengikuti persyara‘an teknis | erikut:

a. SNI 03-2453 Tata cara perencanaan sumur resapan air hujan « atuk lahan
pekarangan;

b. SNI 03-2459 Spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pel rrangan;

c. Tata Cara Perencanaan, Pemasangan, dan Pemeliharaan Sister: e 1yaluran
Air Hujan pada Bangunan Gedung mengikuti Standar Bakna seri: Ketentuan
Teknis yang berlaku; dan

d. Pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan sistem penyaluran air ujan pada
bangunan gedung dilakukan secara berkala untul mencegah  terjadinya
endapan dan penyumbatan pada saluran dan standar baku seriz ketentuan
teknis yang berlaku.

Pasal 46

(1) Sistem pembuangan kotoran dan sampah direncanakan dan dipass g dengan

mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.

(2) Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalan: bentuk ;enyediaan

tempat penampungan kotoran dan sampah pada masing-masing bangunan
gedung, yang diperhitungkan berdasarkan fungsi bangunan, jumiah penghuni,
dan volume kotoran dan sampah.

(3) Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk pe ne mpatan

pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak me 1gganggu  <esehatan
penghuni, masyarakat dan lingkungannya.

(4) Ketentuan pengelolaan sampah adalah:

a. Sumber sampah permukiman berasal dari: perumahai, toko, ruvo, pasar,
sekolah, tempat ibadah, jalan, hotel, rumah makan dan fasilitis umum
lainnya;

b. Kriteria besaran timbunan sampah untuk rumah tingga' di Kabup:renn Aceh
Tenggara adalah 2,1 ltr/orang/hari, sedangkan untuk non-rumah inggal 24
Itr/unit/hari;

c. Setiap bangunan baru dan atau perluasan bangunar dilengka; i dengan
fasilitas pewadahan yang memadai, sehingga tidak mengganggu - esehatan
dan kenyamanan bagi penghuni, masyarakat dan lingkurgan sekita nya;

d. Bagi pengembang perumahan yang membangun + 50 unit run ah wajib
menyediakan wadah sampah, alat pengumpul dan tempat per buangan
sampah sementara, sedangkan pengangkutan dan pembuang n akhir
sampah bergabung dengan sistem yang sudah ada;

e. Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengar mendau ulang,
memanfaatkan kembali beberapa Jjenis sampah seperti botol beka -, kertas,
kertas koran, kardus, aluminium, kaleng, wadah plastik can sebaga iya;

f. Sampah basah (organik) dapat digunakan sebagai kompos dengan mengacu
pada persyaratan yang ada Pedoman Teknik Nomor Pd.] -15-2003 7Tata Cara
Pemasangan dan Pengoperasian Komposter Rumah Tangga dar orunal;
dan

g. Sampah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) adalah angan yar g besifat
mudah meledak, mudah terbakar, infeksius, korosif, reaktif, dan beracun
harus diolah mengikuti ketentuan peraturan perundeng-undangin yang

berlaku.

(5) Persyaratan Teknis Pengolahan Sampah, meliputi:

a. Peraturan Pemerintah R.I. No. 18 tahun 1999 Jo Peraturan Pemeri tah R.I
No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas tentang Pengelolaan Limbah
bahan Berbahaya dan Beracun;

b. SNI 19-2454 Penentuan Tempat Penampungan Sementara Sampah; dan
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c. Pengolahan Sampah mengikuti pedoman teknis, persyaratan ‘eknis, dan
standar baku yang berlaku.

(6) Wadah komunal disediakan bagi pemukiman yang sulit dijangk: u oleh alat
angkut dan pemukiman yang tidak teratur.

(7) Penyediaan secera komunal dapat dilakukan oleh instansi berv ‘nang atau
swadaya masyarakat maupun pihak swasta.

(8) Wadah komunal ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber sa apah, tidak
menganggu pemakai jalan atau sarana umum lainnya, di ujung gar - atau jalan
kecil, fasilitas umum dan jarak antar wadah sampali untuk pejalan kaki
minimal 100 m.

(9) Pola pengumpulan komunal terdiri dari: pola komunal langsun. dan pola
komunal tidak langsung.

(10)Frekuensi pengumpulan dilakukan terpisah antara samp«h basah (c ‘ganik) dan
sampah kering (anorganik). Frekuensi pengumpulan untuk san nah basah
setiap hari, maksimal setiap 2 hari sekali, sedangkan antuk san nah kering
dapat dilakukan setiap 3 hari sekali.

Pasal 47

(1) MCK (mandi, cuci, kakus) umum dibangun di permukiman yang tic 1k tersedia
fasilitas MCK pribadi.

(2) Pemilihan kokasi MCK umum hendaknya memperhatikan lok:si mudah
dijangkau dan dapat dibangun di daerah yang sempit.

(3) terdapat sumber air, baik dari PAM atau sumur.

(4) Banyaknya ruangan pada setiap satu kesatuan MCK 1mum uni ik jumlah
pemakai tertentu dapat menampung pelayanan pada jam-jam sibuk

(5) Sistem plambing pada MCK umum mengikuti sistem plambing air ber «ih dan air
limbah pada peraturan ini.

(6) Bangunan MCK umum dipisahkan antara MCK untuk o ang laki l: ki dengan
MCK untuk orang perempuan.

(7) Tata cara perencanaan bangunan MCK umum mengacu pada SNI 02 2399 tata
cara perencanaan bangunan MCK umum.

(8) Pengolahan limbah dari MCK umum dilakukan mengginakan se tik tank,
dengan kapasitas yang ditentukan berdasarkan Jumlah pemakai MC £, kecuali
tersedia saluran air limbah umum kota. Jarak tangki septik darn resapon dengan
sumber air bersih minimal 10 m mengacu pada SNI-03-6379 Spesiiikasi dan
tata cara pemasangan perangkap bau.

Pasal 48
(1) Rancangan sistem distribusi gas medik, pemilihan bahar dan kon: ruksinya
disesuaikan dengan penggunaannya.

(2) Instalasi pemipaan untuk bangunan gedung mengikuti peraturan yar g berlaku
dari instansi yang berwenang, atau ketentuan lainnya sepanjong tidak
bertentangan.

(3) Instalasi gas medik dilengkapi dengan biofilter, khususnya untuk inst lasi pipa
oksigen, pipa Nitrous Oksida dan pipa udara tekan

(4) Instalasi gas medik dilengkapi dengan peralatan khusus untuk m ngetahui
kebocoran gas dan dilengkapi dengan sistem isyarat tanda kebocoran gas.

(5) Kebutuhan gas medik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pasien r wat inap
dan kebutuhan lain, seperti untuk ruang bedah orthoped:, peralatar ' iwat gigi
dan sebagainya.
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(6) Instalasi gas beserta kelengkapannya diperiksa dan divji sebelun digunakan,

(1

~

(2)

3)

(4)

(5

-

(1)

@)

(1)

dan diperiksa secara berkala oleh instansi yang berwenang, sesuai dengan SNI
03-7011 tentang Keselamatan pada Bangunan Fasilitas Pclayanan K sehatan.

Pasal 49
Bahan bangunan gedung yang digunakan harus aman bagi kesehata 1 pengguna
bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ngkungan.

Penggunaan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan penggun. bangunan
gedung harus tidak mengandung bahan-bahan ber bahaya/ be acun bagi
kesehatan, aman bagi pengguna bangunan gedung.

Penggunaan bahan bangunan yang tidak berdampak negati  terhadap
lingkungan harus:

a. menghindari timbulnya efek silau dan pantulan bag pengguns bangunan
gedung lain, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya;

b. menghindari timbulnya efek peningkatan suhu lingkungan di sekit irnya;

¢. mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi energi; dan

d. mewujudkan bangunan gedung yang serasi dan selars s dengan
lingkungannya.

Pemanfaatan dan penggunaan bahan bangunan lokal harus ses ai dengan
kebutuhan dan memperhatikan kelestarian lingk ungan.

Persyaratan teknis penggunaan bahan bangunan, meliput::

a. SNI 03-6861.1 Spesifikasi bahan bangunan-Bagian A: Bahan bangunan
bukan logam;

b. SNI 03-6861.2 Spesifikasi bahan bangunan-Bagian B: 3ahan ban unan dari
besi/baja; dan

c. SNI 03-6861.3 Spesifikasi bahan bangunan-Bagian C: Bahan ban unan dari
logam bukan besi.

Paragraf 4
Kenyamanan

Pasal 50
Persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi kenyamanan ri ang gerak

dan keterhubungan antar ruang, kondisi udara dalam rus ng, pandar gan, serta
tingkat getaran dan tingkat kebisingan.

Untuk mendapatkan kenyamanan ruang gerak dalam ban gunan ged: ng, harus
mempertimbangkan:

a. fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/peralatan, aksesibilitas ruang, di
dalam bangunan gedung; dan

b. persyaratan keselamatan dan kesehatan.

Untuk mendapatkan kenyamanan hubungan antar ruany  harus
mempertimbangkan:

a. fungsi ruang, aksesibilitas ruang dan jumlah pengguna dan perabot/
peralatan di dalam bangunan gedung;

b. sirkulasi antar ruang horizontal dan vertikal; dan
c. persyaratan keselamatan dan kesehatan.
Pasal 51

Untuk mendapatkan kenyamanan kondisi udara ruang di dalam Hangunan
gedung harus mempertimbangkan temperatur dan kelembabarn.
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(2) Untuk mendapatkan tingkat temperatur dan kelembaban udara di dalam
ruangan  dapat dilakukan dengan  pengkondisizn  udara dengan
mempertimbangkan:

a. fungsi bangunan gedung/ruang, jumlah pengguna, letak, volume ri ar g, jenis
peralatan dan penggunaan bahan bangunan;

b. kemudahan pemeliharaan dan perawatan; dan
C. prinsip-prinsip penghematan energi dan kelestarian lingkungan.

Pasal 52

Untuk mendapatkan kenyamanan pandangan harus memperi ibangkan
kenyamanan pandangan dari dalam bangunan ke luar dar dari lua angunan
ke ruang-ruang tertentu dalam bangunan gedung.

Kenyamanan pandangan dari dalam bangunan ke lua harus
mempertimbangkan:

a. gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang-dalam dan luar
bangunan dan rancangan bentuk luar bangunarn;

b. pemanfaatan potensi ruang luar bangunan gedu ng dan penyediaan I TH; dan

¢. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.

(3) Kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan  harus
mempertimbangkan:

a. rancangan bukaan, tata ruang-dalam dan luar bangunan, dan r 1cangan
bentuk luar bangunan gedung; dan

b. keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang akan ada di
sekitarnya.

(1

~—

2
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Pasal 53

Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap getaran pada bas 1gunar gedung
harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralaten, dan/atau sumber
getar lainnya baik yang berada pada bangunan gedung maupun di luar b:ngunan
gedung.

Pasal 54

(1) Untuk mendapatkan kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunar gedung
harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan, d.n/atau
sumber bising lainnya baik yang berada pada bangunan gedung maupus di luar
bangunan gedung.

2

~—

Setiap bangunan gedung dan/atau kegiatan yang karena 1 1gsinya
menimbulkan dampak kebisingan terhadap lingkungannya dan/atau t rhadap
bangunan gedung yang telah ada, harus memakai fasilitas peredam kebisingan.

Paragraf 5
Kemudahan

Pasal 55

(1) Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan d dalam
bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemas faatan
bangunan gedung.

Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung : eliputi
tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, amen, dan raman
termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

(2

~
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(1)

(2)

3)

9)

Pasal 56

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas harus mempertimbangkan
hubungan horizontal dan vertikal antarruang dalam bangunan ge
evakuasi, termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia

€
1

Kelengkapan prasarana dan sarana dengan fungsi bangunan ge

persyaratan lingkungan lokasi bangunan gedung.
Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahar

horizontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang memac

terselenggaranya fungsi bangunan gedung tersebut.

Jumlah, ukuran, dan jenis pintu, dalam suatu ruangan dipert
berdasarkan besaran ruang, fungsi ruang dan jumlah pengguna rua

Ir

1

Arah bukaan daun pintu dalam suatu ruangan dipertimbangkan be;

fungsi ruang dan aspek keselamatan.

Ukuran koridor sebagai akses horizontal antar ruang dipertis

berdasarkan fungsi koridor, fungsi ruang, dan jumlah pengguna.

Setiap bangunan gedung bertingkat harus menyediakan sarana
vertikal antarlantai yang memadai untuk terselenggaranva fungs:
gedung tersebut berupa tersedianya tangga, ram, lift, tangga
eskalator, dan/atau lantai berjalan/travelator.

Jumlah, ukuran, dan konstruksi sarana hubungan vertika! harus b«

I

o |

fungsi bangunan gedung, luas bangunan, dan jumlah pengguna ru:

keselamatan pengguna bangunan gedung.

Setiap bangunan gedung dengan ketinggian di atas lima la
menyediakan sarana hubungan vertikal berupa lift.

(10) Jumlah, kapasitas, dan spesifikasi lift sebagai sarana hubungan ver
bangunan gedung harus mampu melakukan pelayanan vang optin

(11)
(12)

sirkulasi vertikal pada bangunan, sesuai dengan fungsi dan jumla!
bangunan gedung.

atau lift barang yang dapat diatur pengoperasiannya sehingga dala
darurat dapat digunakan secara khusus oleh petugas kebakaran.

Pasal 57

1

8|

Setiap bangunan gedung yang menggunakan lift harus tersedia lift ke
Lift kebakaran dapat berupa lift khusus kebakaran atau L:ft penump

X

(1) Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan run

2

@3

-~

(4

—

sederhana, harus menyediakan sarana evakuasi yang meliput

peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur

yang dapat menjamin kemudahan pengguna bangunan gedun

melakukan evakuasi menyelamatkan diri dari dalam bangunan ged
aman apabila terjadi bencana atau keadaan darurat.

Penyediaan sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar d:

jalur evakuasi disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi bangun:

jumlah dan kondisi pengguna bangunan gedung, serta jarak penca

tempat yang aman.
Sarana pintu keluar darurat dan jalur evakuasi harus dilengkapi de
arah yang mudah dibaca dan jelas.

Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jum
dan/atau jumlah penghuni dalam bangunan tertentu harus
manajemen penanggulangan bencana atau keadaan darurat
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Pasal 58

Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan run ah deret
sederhana, harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk aenjamin
terwujudnya kemudahan bagi penyandang cacat dan lanjut usia m-suk dan
keluar ke dan dari bangunan gedung serta beraktivitas dalam bangunz 1 gedung
secara mudah, aman, nyaman dan mandiri.

Fasilitas dan aksesibilitas meliputi toilet, tempat parkir, telepon um im, jalur
pemandu, rambu dan marka, pintu, ram, tangga, dan lift bagi penyand ng cacat
dan lanjut usia.

Pasal 59
Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas disesuaikan dengan fungsi 1as, dan
ketinggian bangunan gedung.

Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum harus mer vediakan
kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung meliputi
ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah,
serta fasilitas komunikasi dan informasi untuk memberikan kemudznan bagi
pengguna bangunan gedung dalam beraktivitas dalam bangunan gedur 2.

Penyediaan prasarana dan sarana disesuaikan dengar fungsi can luas
bangunan gedung, serta jumlah pengguna bangunan gedung.

Standar ukuran, konstruksi, jumlah fasilitas dan aksesibilitas bagi pe: yandang
cacat.

Dalam hal persyaratan diatas belum ada SIN-nya, dipaka standar laku dan
ketentuan teknis yang berlaku.

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60
Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pemb:ngunan,
pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud da am ayat
(1), penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik bangunan gedung,
penyedia jasa konstruksi dan pengguna bangunan gedung.

Penyelenggaraan bangunan gedung pasca bencana, meliputi:

a. Penanggulangan darurat;

b. Bangunan gedung umum sebagai tempat penampungan; dan
c. Rehabilitasi pasca bencana.

Pemilik bangunan gedung yang belum dapat memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tetap harus memenuhi k- tentuan
tersebut secara bertahap.

Pasal 61

Pembangunan rumah tinggal sederhana diselenggaraken elalu: proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
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(2) Tata laksana penyelenggaraan rumah tinggal sederhana meliputi taia laksana
pembangunan dan pemanfaatan.

(3) Pembangunan rumah tinggal sederhana dapat dilakukan baik di teah milik
sendiri maupun di tanah milik pihak lain.

(4) Pembangunan rumah tinggal sederhana di tanah milik pihak lain lilakukan
berdasarkan atas perjanjian tertulis antara pemilik tanali dan pem ik rumah
tinggal sederhana.

(5) Penyelenggara pembangunan rumah tinggal sederhana berkewajiban emenuhi
persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai cengan fun.si rumah
tinggal.

(6) Pembangunan rumah tinggal sederhana dapat dilaksanskan setela . rencana
teknis rumah tinggal sederhana disetujui oleh Pemerintal: Kota dals m bentuk
Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 62

(1) Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui 1ahapan pe encanaan

teknis dan pelaksanaan konstruksi beserta pengawasannyz.

(2) Pembangunan bangunan gedung wajib dilaksanakan secara tertib ac ninistratif
dan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa me imbulkan
dampak penting terhadap lingkungan.

(3) Pembangunan bangunan gedung mengikuti kaidah pembangunan yar 3 berlaku,
terukur, fungsional, prosedural, pertimbangan adanya keseimbangin antara
nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap perkembangan arsiiertur, ilmu
pengetahuan dan teknologi.

(4) Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik di tanah m ik sendiri
maupun di tanah milik pihak lain. Dalam hal pembangunan bangun.n gedung
di tanah milik pihak lain dilakukan berdasarkan atas perjanjian tert lis antara
pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.

(5) Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah renc.na teknis
bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Kota dalam bentuk Izin Mendirikan
Bangunan Gedung, kecuali bangunan gedung dengan fungsi kb isus oleh
Pemerintah.

{6) Tata cara pengesahan rencana teknis bangunan gedung diatur leoih lanjut
dalam Peraturan Bupati.

(7) Lingkup substansi tata laksana pedoman penyelenggaraan bangun.n gedung
adalah tata laksana penyelenggaraan bangunan rumah tinggal tidak sederhana
dan bangunan gedung fungsi lainnya.

(8) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

(9) Persyaratan administratif meliputi status halk atas i1anah dan atau izin

pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, status kepemilikan
bangunan gedung dan IMB.

(10)Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung adat bangunan
gedung semi permanen, bangunan gedung darurat dan bangunan gedung yang
dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pemerintah I ota sesuai
dengan kondisi sosial dan budaya setempat.
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Bagian Kedua
Pembangunan

Paragraf 1
Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Pasal 63

(1) Setiap bangunan harus didirikan pada tanah yang status <epemilika
baik milik sendiri maupun milik pihak lain.

Dalam hal tanahnya milik pihak lain, rumah tidak sederhana dan
gedung fungsi lainnya hanya dapat didirikan dengan izin pemaniac
dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk

(2)

@)

(1)
(2)
(3

(1)

(1)

tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanab deng:

bangunan gedung.

Perjanjian tertulis dimaksud harus memuat paling sedikit hak dan
para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta fungsi bangun
dan jangka waktu pemanfaatan tanah.

Pasal 64

Status kepemilikan bangunan diatur dalam Peraturan Presiden

Kepemilikan bangunan gedung dapat dialihkan kepada pihak lain.

Dalam hal pemilik bangunan gedung bukan pemilik tanab, peng:
harus mendapat persetujuan pemilik tanah.

Pasal 65

Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan, memperluas, n
dan memperbaiki/merehab bangunan gedung harusmendapat izin 1
bangunan (IMB) dari Bupati.

IMB diberikan sesuai dengan peruntukan lahan yang telah ditetap
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Bangunan yang didirikan, diperluas, diubah, dan diperbaili/dire
sesuai dengan izin yang diberikan.

Permohonan izin mendirikan bangunan harus diajukan secara (e
pemohon kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Sebelum mengajukan permohonan IMB, pemohon harus meminta
tentang arahan perencanaan, secara cuma-cuma kepada Dinas tenta
mendirikan/mengubah bangunan yang meliputi:

a.
b.

S| N mo a o0

Peruntukan lahan;
Jumlah lantai/lapis bangunan gedung di atas/di bawah permuk
yang diizinkan;

. Garis sempadan yang berlaku;

. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);

. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);

. Koefisien Dasar Hijau (KDH);

. Persyaratan-persyaratan bangunan gedung;

. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasen bangu i

dan

. Hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 66

IMB bangunan rumah tinggal dan bangunan gedung diberikan
pemohon setelah memenuhi persyaratan adiministratif dan teknis.
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(2) IMB bangunan rumah tinggal dan bangunan gedung diberikan atas - eputusan
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 30 (t za puluh)
hari sejak tanggal diterima permohonan IMB yang lengkap harus
memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan IMB.

(4) IMB hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam Surat IMB Gedung dan
rumah tinggal.

(5) Perubahan nama pada dokumen IMB gedung dikenakan bea balik na na sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

(6) IMB dapat diberikan dengan masa berlaku sementara oleh Bupati, at-u pejabat
yang ditunjuk untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Pasal 67
IMB tidak diperlukan dalam hai:
(1) Membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yan. luasnya
tidak lebih dari 1 m? dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebin dari = (dua) m.

(2) Membongkar bangunan gedung yang menurut pertimbangan Kepala D nas tidak
membahayakan.

(3) Pemeliharaan konstruksi gedung dengan mengubah denah, konstruks: mau pun
arsitektonis dari bangunan semula yang telah mendapat izir.

(4) Mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binaiing jinak
atau tanaman-tanaman dengan syarat sebagai berikut:

a. ditempatkan di halaman belakang; dan

b. luas tidak lebih 10 (sepuluh) meter persegi dan tingginya tidak -bih dari
2 (dua) m.

(5) Membuat kolam hias, taman, tiang bendera di halaman pekarangan ru aah.
(6) Membongkar bangunan gedung yang termasuk dalam kelas tidak perm nen.

(7) Mendirikan bangunan yang sifatnya sementara yang pendirian: ya telah
diperoleh izin dari Bupati untuk paling lama 1 (satu) bulan.

(8) Mendirikan perlengkapan bangunan yang perizinannya telah diperole 1 selama
mendirikan suatu bangunan.
Pasal 68

Permohonan IMB ditolak:

(1) Apabila bangunan gedung yang didirikan dinilai tidak memenuhi pe syaratan
teknis bangunan gedung.

(2) Bangunan gedung yang akan didirikan di atas lokasi/tan:h yang
penggunaannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah d tetapkan
dalam RTRWK.

Apabila bangunan gedung akan mengganggu atau merusak lii gkungan
sekitarnya.

(3

~

(4) Apabila bangunan gedung akan mengganggu lalu lintas, aliran air, cal aya atau
bangunan-bangunan yang telah ada.

(5) Apabila rencana bangunan gedung tersebut menyebabkan terg nggunya
rencana jalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

(6) Apabila adanya keberatan yang diajukan dan dibenarken oleh Pe nerintah
Kabupaten.
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Pasal 69

Bupati dapat mencabut surat IMB apabila:

(1) Pemegang izin tidak menjadi yang berkepentingan lagi.

(2) Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal izin itu diberikan pem-geng izin
masih belum melakukan pekerjaan yang sungguh sungguh dan meyal nkan.

(3) Pekerjaan-pekerjaan itu terhenti selama 3 (tiga) bulan dar ternyata ' .dak akan
dilanjutkan.

(4) Izin yang telah diberikan itu kemudian ternyata didasarkan pada k-terangan-
keterangan yang keliru.

(5) Pembangunan itu kemudian ternyata menyimpang dari rencana d.n syarat-
syarat yang disahkan.

(6) Pencabutan Surat IMB diberikan dalam bentuk Keputusan Walikca kepada
pemegang izin disertai dengan alasan-alasannya.

(7) Sebelum Keputusan Bupati dikeluarkan, kepada pemegang izin terlelih dahulu
diberi tahu dan diberi peringatan secara tertulis dan kepada ya diberi
kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatannya. Peregang izin tidak
menjadi yang berkepentingan lagi.

Pasal 70

(1) Bupati atas permintaan pemilik bangunan gedung dapat mengu )ah nama
pemegang surat IMB.

(2) Perubahan nama pada Surat Izin Mendirikan Bangunan dikenakan Bea Balik
Nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 71

Dilarang mendirikan, memperluas, merubah, dan memperbaiki/merehat bangunan

apabila:

a. Tidak mempunyai surat Izin Mendirikan Bangunan;

b. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang dit entukan
dalam surat Izin Mendirikan Bangunan;

¢. Menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemn derian Izin
Mendirikan Bangunan; dan

d. Menyimpang dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapcan dalam
Qanun ini atau peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Q.nun ini.

Paragraf 2
Perencanaan Teknis
Pasal 72

(1) Perencanaan teknis adalah kegiatan penyusunan rencana teknis bangunan
gedung, termasuk desain prototipe, mulai dari pembuatan prarenc na sampai
dengan dokumen rencana teknis untuk pelaksanaan konstruksi.

(2) Bila perencanaan teknis rumah tinggal sederhana dilakukan oleh

penyedia jasa perencanaan, maka harus berdasarkan kerangka acusn kerja dan
dokumen ikatan kerja, dengan lingkup kegiatan perencanaan teknis neliputi:

a. Pembuatan gambar prarencana;

. Pengembangan gambar rencana;

. Pembuatan gambar rencana detail;

. Pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi;

. Pemberian penjelasan dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaar; lan
Pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi bangunan gedung

buali ¢ T =W o B =
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(3) Bila perencanaan teknis bangunan gedung dilakukan oleh peniedia jasa
perencanaan, maka lingkup kegiatan perencanaan bangunan gedung 1 eliputi:

. Penyusunan konsep perencanaan;

. Prarencana;

. Pengembangan rencana;

. Rencana detail;

Pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi;

Pemberian penjelasan dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan;

. Pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi bangunan gedung; da

. Penyusunan petunjuk pemanfaatan bangunan gedung.

(4) Dokumen rencana teknis bangunan gedung dan rumah tinggal berup: rencana-
rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal dan clektrikal,
pertamanan, tata ruang dalam dalam bentuk gambar rencana, gan bar detail
pelaksanaan, rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat 1 mum dan
syarat teknis, rencana anggaran biaya pembangunan dan/ata. laporan
perencanaan.

(5) Dokumen perencanaan teknis harus disusun berdasarkan persyara ar teknis
bangunan gedung, sebagaimana diatur dalam Bagian [I Persyaritan Tata
Bangunan dan Bagian IV Keandalan;

(6) Pengadaan jasa perencanaan teknis rumah tinggal dan bangunan gedung
dilakukan melalui cara pelelangan, pemilihan langsung, penunjukar langsung
atau sayembara.

R oMo Q0 T

(7) Hubungan kerja antara penyedia jasa perencanaan teknis dan pemilik
bangunan gedung dilaksanakan berdasarkan ikatan keja yang « tuangkan
dalam perjanjian tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undang n.

Paragraf 3
Pelaksanaan Konstruksi
Pasal 73

(1) Pemegang IMB wajib memberitahukan secara tertulis kepada Dinas e itang:

a. saat akan dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan tersebut dulam IMB,
sekurang-kurangnya 24 jam sebelum pekerjaan dimulai

b. saat akan dimulainya bagian-bagian pekerjaan mendirikan Sangunan,
sepanjang hal itu mulai dikerjakan;

c. tiap penyelesaian bagian pekerjaan mendirikan banguran sepai
dipersyaratkan dalam IMB sekurang-kurangnya 24 jar sebelur
selesai dikerjakan.

(2) Pekerjaan mendirikan bangunan dalam IMB baru dapat mula likerjakan
setelah Dinas menetapkan garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan
serta ketinggian permukaan lantai dasar dari permukaan jalan atau | ermukaan
tanah pekarangan tempat bangunan akan didirikan sesuai dengan porsyaratan
yang telah ditetapkan dalam IMB.

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima pemberitahuan sehagaimana
dalam ayat (1) Dinas tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), maka pemegang izin dapat memulai pekerjaannya

Pekerjaan mendirikan bangunan harus dilaksanakan sesuai dengsn rencana
yang diajukan dan ditetapkan dalam IMB.

=ng hal itu
agian itu

(3

(4

Pasal 74

(1) Pelaksanaan konstruksi bangunan dimulai setelah pemilik memperole 1 IMB.
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{2) Pelaksanaan konstruksi bangunan harus berdasarkan paca dokume:
teknis yang telah disetujui dan disahkan oleh Pemerintah Kabup:
Tenggara.

(3) Pelaksanaan konstruksi bangunan bisa berupa pembangunan ba
perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran bangunan g

(4) Pelaksanaan konstruksi bangunan yang dilakukan oleh penyedia jasa
konstruksi meliputi kegiatan pemeriksaan dokumen peleksanaan
lapangan, kegiatan konstruksi, pemeriksaan akhir pekerjaan konst
penyerahan hasil akhir pekerjaan.

Pasal 75

(1) Pemeriksanaan dokumen pelaksanaan pembangunan banguna:
meliputi pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keterleksanaan k
(constructability) dari semua dokumen pelaksanaan pekerjaan.

(2) Persiapan lapangan meliputi penyusunan program pelaksanaan,
sumber daya, dan penyiapan fisik lapangan.

(3) Kegiatan konstruksi meliputi pelaksanaan pekerjaan konstruksi
lapangan, pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, penyusunen gamn
pelaksanaan (shop drawings) dan gambar pelaksanaan pekerjaan sesu
yang dilaksanakan (as built drawings), serta kegiatan masa pen
konstruksi.

(4) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harus menerapkan prins

rencana
en Aceh

u,

dung.
claksana
ersiapan
1ksi dan

gedung
nstruksi
obilisasi

fisik di
ar kerja
i dengan
liharaan

)-prinsip

Keselamatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan dokumen pelaksanaa: .

(5) Kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi melipuii pemeriks

akhir pekerjaan konstruksi bangunan gedung terhadap kesesuaian

(6) Hasil akhir pekerjaan pelaksanaan konstruksi berwujud bangunan gec
laik fungsi, dan dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan konstruks
pelaksanaan pekeriaan sesuai dengan yang dilaksanakan (as buil!
serta dokumen penyerahan hasil pekerjaan.

Pasal 76
(1) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemes
diwajibkan untuk menutup lokasi tempat mendirikan bangunan
pagar pengaman yang mengelilingi dengan pintu rapat.
(2) Bilamana terdapat sarana yang mengganggu atau terkena rencana pem!

maka pelaksanaan pemindahan/pengamanan harus dikerjakan oleh p
berwenang atas biaya pemegang IMB.

Pasal 77

(1) Pemegang lzin Mendirikan Bangunan diwajibkan untuk mernyediakan =
vang memenuhi kesehatan lingkungan dan ditempatkan sedemik
sehingga mudah dicapai oleh para pekerja yang membutuh kann

(2) Pemegang Izin Mendirikan Bangunan diwajibkan untuk me:
perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K] leng
banyaknya sesuai dengan jumlah orang yang dipekerjaken dan dit
sedemikian rupa sehingga mudah dicapai bila diperlukan.

(3) Pemegang Izin Mendirikan Bangunan diwajibkan sekurang k
menyediakan 1 (satu) unit WC sementara, jika mempekerjakar

dengan 40 orang, untuk 40 orang kedua, ketiga dan seierusnya d
tambahan masing-masing 1 (satu) WC lagi.
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Paragraf 4
Pengawasan

Pasal 78

(1) Pengawasan konstruksi rumah tinggal sederhana dapat dilakukan oleh
jasa pengawasan konstruksi atau oleh dinas teknis terkait.

(2) Dalam hal pengawasan dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan ki
lingkup pengawasan meliputi pengawasan biaya, mutu dan wakiu p:
pelaksanaan konstruksi, serta pemeriksaan kelaikan fungs: bangunas
dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan tentang jasa konstr

(3) Pemeriksaan kelaikan fungsi rumah sederhana meliputi pemeriksaan ki
fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatar, kenyam:
kemudahan, terhadap IMB gedung yang telah diberikan.

(4) Dinas teknis terkait melakukan pengawasan berkala dalam rangka p
penyelenggaraan bangunan gedung dan berwenang untuk:

a. Memasuki dan memeriksa tempat/lokasi pembangunan setiap saat
kerja.

b. Memeriksa Surat Izin Membangun Bangunan, pelaksanaan K3, |
dan kebersihan lokasi pembangunan.

{5) Pemilik IMB wajib memberitahukan kepada Pemerintah Kota saat seles:
pekerjaan mendirikan rumah tinggal sederhana.

Pasal 79

(1) Pengawasan konstruksi bangunan gedung berupa kegiatan pes
pelaksanaan konstruksi atau kegiatan manajemen konstruksi peml
bangunan gedung.

(2) Kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung
pengawasan biaya, mutu, dan waktu pembangunan bangunan ged:
tahap pelaksanaan konstruksi, serta pemeriksaan kelaikan fungsi t
gedung.

(3) Kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung
pengendalian biaya, mutu, dan waktu pembangunan bangunan ged
tahap perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi bangunan gedu
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

(4) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung meliputi pemeriksaan ke
fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyama
kemudahan, terhadap IMB gedung yang telah diberikan.

(5) Pengawasan konstruksi bangunan gedung dilakukan oleh penyve
pengawasan/manajemen konstruksi dan pengawasan oleh Dinas Tekn:s

(6) Dinas Teknis terkait melakukan pengawasan berkala dalam rangka pe
penyelenggaraan bangunan gedung dan berwenang untuk memas
memeriksa tempat/lokasi pembangunan dalam rangka tert'b penyele
bangunan gedung termasuk memeriksa kelengkapan perizinan, pelaksa
ketertiban dan kebersihan lokasi pembangunan.

(7) Pemilik IMB wajib memberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten sa:
seluruh pekerjaan mendirikan bangunan gedung.
Pasal 80

(1) Kepala Dinas karena jabatannya menjadi pengawas bangunan dengan
oleh tenaga teknik yang karena jabatannya menjadi pengawas pemba

(2) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dilakukan oleh p
sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 69.
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(3) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemegang [}
menempatkan salinan surat IMB beserta lampirannya di lokasi pekera
kepentingan pemeriksaan oleh petugas.

(4) Petugas Dinas berwenang untuk:

a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan m
bangunan setiap saat pada jam kerja;

b. memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesua
Persyaratan Umum Bahan Bangunan (PUBB) dan Rencana Kerja da
syarat (RKS);

c. memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang tidak
syarat, demikian pula alat-alat yang dianggap berbahaya serta o
keselamatan/kesehatan umum; dan

d. memerintahkan membongkar atau menghentikan segera
mendirikan bangunan, sebagian atau seluruhnya untuk semenia
apabila:

1. pelaksanaan mendirikan bangunan menyimpang dari izin v:
diberikan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan;

2. peringatan tertulis dari Dinas tidak dipenuhi dalam jangka w:
telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 81

(1) Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan
gedung sesuai fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pem
perawatan dan pemeriksaan secara berkala.

(2) Pemanfaatan bangunan gedung hanya dapat dilakukan setelal
bangunan gedung memperoleh sertifikat layak fungsi.

(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan sertifikat laik fungsi
bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi p
kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi oleh
jasa pengawasan atau oleh Dinas Teknis sebagai prasyarat unt
dimanfaatkan.

(4) Pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung dilakukan dengas
prinsip-prinsip pelayanan prima dan tanpa memungut biaya

(5) Sertifikat laik fungsi berlaku selama 20 (dua puluh) tahun untuk rum
tunggal dan rumah tinggal deret, serta berlaku S (lima) tah
bangunan gedung lainnya.

(6) Pemanfaatan bangunan gedung wajib dilaksanakan oleh pemilik atau
secara tertib administratif dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi
gedung dengan tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkung

(7) Pemilik bangunan gedung untuk kepentingan umum harys me ngikut
pertanggungan terhadap kemungkinan kegagalan bangunan gedur
pemanfaatan bangunan gedung.
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Paragraf 2
Sertifikat Layak Fungsi

Pasal 82

(1) Setelah bangunan selesai, pemegang IMB wajib menyampa kan lapor:n secara
tertulis dilengkapi dengan:

a. berita acara pemeriksaan dari pengawasan yang telah diakrediiisi (bagi
bangunan yang dipersyaratkan);

b. gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings); dan

c. fotocopy tanda pembayaran retribusi.

(2) Berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam avat (1)
pasal ini Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan Sertifikat Funysi Layak
(SLF).

(3) Jangka waktu penerbitan SLF dimaksud dalam ayat (2) dtetapkan :=lambat-
lambatnya 12 hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan ber ta acara

pemerikasaan.
(4) Dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan IMB dan SLF, pemilik/;engguna
bangunan gedung dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragraf 3
Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 83

(1) Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta
prasarana dan sarananya agar selalu layak fungsi.

(2) Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan
gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan saranaya agar
bangunan gedung tetap layak fungsi.

(3) Pemeliharaan dan perawatan bangunan-bangunan cagar budaya diat - sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

{4) Pemilik/pengguna bangunan gedung wajib melakukan pemeliharcan dan
perawatan bangunan gedung, halaman dan pagar halaman secara berlala agar
kebersihan dan keindahan lingkungan tetap terjamin.

Pasal 84

(1) Pemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan selur th atau
sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau p asarana
dan sarana dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelayaka: fungsi
bangunan gedung.

(2) Pemilik/pengguna bangunan kepentingan umum selain memenuhi k- wajiban
tersebut di atas juga wajib melakukan pemeriksaan secara berkala '-rhadap
kelayakan fungsi bangunan gedung.

(3) Pemeriksaan secara berkala dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh tenaga/
konsultan ahli yang telah terakreditasi.

(4) Pemerintah Kabupaten mengadakan penelitian atas hasil pemeriksaan berkala
tersebut meliputi persyaratan administratif maupun teknis.

Paragraf 4
Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 85

(1) Pemanfaatan bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikar harus
dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian benti & serta
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pengamanannya sehingga sesuai dengan fungsi semula atau dapat dima
sesuai potensi pengembangan lain yang lebih tepat berdasarkan krite
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah bere
pertimbangan atau pendapat ahli.

(2) Pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dile
yang mengakibatkan perubahan atau rusaknya nilai dan/atau karaki
budaya, harus dikembalikan sesuai dengan nilai dan/atau karakt
budaya yang dikandungnya.

(3) Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna b
gedung setelah bangunan tersebut dinyatakan laik fungsi.

Bagian Keempat
Pelestarian

Pasal 86

(1) Bangunan gedung dan lingkungannya yang telah ditetapkan sebag
budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindung

(2) Penetapan bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi, dilaku
Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Daerah dengan mempe
ketentuan perundang-undangan.

(3) Bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dapat berupa kesat
kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang berumur palir
50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya
puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting sejara
pengetahuan dan kebudayaan, termasuk nilai arsitektur dan teknologin;

(4) Pelaksanaan perbaikan, pemugaran serta pemeliharaan atas bangun:
gedung dan lingkungannya hanya dapat dilakukan sepanjang tidak m
nilai dan/atau karakter cagar budaya yang dikandungnya.

(5) Perbaikan, pemugaran, dan pemanfaatan bangunan gedung dan I
cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/atau
cagar budaya, harus dikembalikan sesuai dengan peraturan pe
undangan.

Pasal 87

(1) Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran serta per
bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan k
bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan
periode yang dikehendaki.

(2) Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebaga: caga
sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilestarikan.

(3) Penetapan bangunan gedung dan lingkungan yang dilestarikan, dilaku
Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah dengan memperhatikan k
perundang-undangan.

(4) Bangunan gedung dan lingkungan yang dilestarikan dapat berupa kesal
kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang berumur palis
50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya
puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting sejara
pengetahuan dan kebudayaan, termasuk nilai arsitektur dan teknologin

(5) Bangunan gedung dan lingkungannya yang terkena genipa/tsunai
dilestarikan sebagai monumen bencana gempa dan tsunami.

(6) Pelaksanaan perbaikan, pemugaran serta pemeliharaan atas banguna
dan lingkungannya hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengu
dan/atau karakter cagar budaya yang dikandungnya.
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(7) Perbaikan, pemugaran, dan pemanfaatan bangunan gedung dan ngkungan
cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/ata 1 karakter
cagar budaya, harus dikembalikan sesuai dengan peraturan |erundang-
undangan.

(8) Ketentuan mengenai pelestarian serta teknis pelaksanaan perbaikan, ;.emugaran
dan pemanfaatan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

Pasal 88

(1) Pelaksanaan perbaikan atas bangunan gedung dan lingkungannya h:nya dapat
dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakrer cagar b1 daya yang
dikandungnya.

(2) Perbaikan bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya yang dilakukan
menyalahi ketentuan fungsi dan/atau karakter cagar budava, harus
dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangen.

Pasal 89

(1) Pelaksanaan pemugaran atas bangunan gedung dan lingkungan iya yang
dilindungi dan dilestarikan dilakukan sepanjang tidak mengubah nila dan/atau
karakter cagar budaya yang dikandungnya.

(2) Pemugaran bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan d lestarikan
yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/atau karakter cag.r budaya,
harus dikembalikan sesuai dengan nilai dan/atau karakter cagar bu daya yang
dikandungnya.

Bagian Kelima
Pembongkaran Bangunan Gedung

Pasal 90
(1) Bangunan gedung dapat dibongkar apabila:
a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan banguran gedung den/atau
lingkungannya:
c. Tidak memiliki IMB gedung; dan
d. Tidak sesuai dengan IMB.
(2) Bangunan gedung yang dapat dibongkar ditetapkan oleh Kepa Daerah

berdasarkan hasil kajian teknis yang dilaksanakan secara pr fessional,
independen dan objektif.

(3) Pengkajian teknis bangunan rumah tinggal dilakukan oleh pengkaj: '~knis dan
pengadaannya menjadi kewajiban pemilik bangunan.

(4) Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas terhadap
keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarka  rencana
teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh Kepala Daerzh.

Pasal 91

(1) Apabila pemilik bangunan akan membongkar atau merobohkan [angunan,
harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Bupati atau pejebat yang d tunjuk.

(2) Pemilik bangunan gedung pengajukan permohonan secara tertu s untuk
membongkar bangunannya dengan menyebutkan tujuan dan ala.an serta
melampirkan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung.

(3) Rencana teknis pembongkaran bangunan gedung meliputi
a. gambar-gambar rencana;
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b. gambar detail;

c. rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan pembongkaran;
d. jadwal pelaksanaan; dan

e. rencana pengameanan lingkungan.

(4) Pelaksanaan pembongkaran yang memakai peralatan berat dan/aia 1 bahan
peledak harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pembongkaran banguina | gedung
yang telah mendapatkan sertifikat sesuai dengan peraturan pe undang-
undangan.

(5) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh Izin Merobohkan FEingunan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi Tim Ahli Bangunan Gedung

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 92
(1) Tugas dan fungsi Tim Ahli Bangunan Gedung meliputi:
a. Umum;
b. Tugas dan fungsi;
c. Prosedur pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedun dalam

-

pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung rertentu; :
d. Pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung lainnya

(2) Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah  dalam
penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung tertentu sebasaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pedoman yang diatur dalam (: nun ini.

Paragraf 2
Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung

Pasal 93

Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung meliputi:
Kedudukan Tim Ahli Bangunan Gedung;

Jangka waktu masa kerja;

Keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung;

Penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung;

Pembentukan berdasarkan pengelompokan tugas;

Tata cara pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung; dan
Database Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

W eme a0 o

Pasal 94
(1) Tim ahli bangunan gedung ditetapkan oleh Bupati, sedangkarn untuk
bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Menteri.

(2) Tim ahli bangunan gedung memiliki masa kerja satu tahun, kecuali m: sa kerja
tim ahli bangunan gedung fungsi khusus diatur lebih lanjut cleh Menter

(3) Keanggotaan tim ahli bangunan gedung Ad hoc, independer, objektif d «n tidak
mempunyai konflik kepentingan.
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(4) Keanggotaan tim ahli bangunan gedung terdiri atas ursur-unsur perguruan
tinggi, asosiasi profesi, masyarakat ahli, dan instansi pemerintah yang
berkompeten dalam memberikan pertimbangan teknis di bida: g bangunan
gedung, yang meliputi bidang arsitektur bangunan dan perkotaan, st uktur dan
konstruksi, mekanikal dan elektrikal, pertamanan/lanskap, dan t.ta ruang-
dalam/interior, serta keselamatan dan kesehatan kerja serta keahlan lainnya
yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

Pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung harus tertulis dan tidak
menghambat proses pelayanan perizinan.

(6) Pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung berupa hasil penilaiz 1/evaluasi
objektif terhadap pemenuhan persyaratan teknis yang mempertinbangkan
unsur klasifikasi dan bangunan gedung, termasuk pert:mban:an aspek
ekonomi, sosial, dan budaya.

(5

Paragraf 3
Tata Tertib Pelaksanaan Tugas Tim Ahli Bangunan Gedung
Pasal 95
Tata tertib pelaksanaan tugas meliputi:
a. Persidangan;
b. Perilaku dalam melaksanakan tugas; dan
¢. Administrasi.

Paragraf 4
Pembiayaan

Pasal 96

(1) Pembiayaan meliputi:
a. Biaya operasional sekretariat Tim Ahli Bangunan Gedur g;
b. Biaya persidangan;
¢. Honorarium dan tunjangan; dan
d. Biaya perjalanan dinas

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung

Pasal 97

(1) Pelaksanaan pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung di caerah diaar lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati tentang bangunan gedung yang ber edoman
pada Qanun.

(2) Dalam hal daerah belum mempunyai Peraturan Bupati sebagaimana pada ayat
(1) maka pelaksanaan pengaturan Tim Ahli Bangunan Gedung beredoman
pada Qanun ini.

(3) Dalam hal daerah telah mempunyai  Peraturan Bupati sebzsaimana
dimaksud pada ayat (1) sebelum Qanun ini diberlakuka 1, maka peraturan
Bupati tersebut harus menyesuaikan dengan Qanun ini.

Pasal 98

(1) Dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bangunan  gedung,
Pemerintah melakukan peningkatan kemampuan aparat pemerintah Kz ou paten
Aceh Tenggara maupun masyarakat dalam memenuhi ketentuar teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasa untuk
terwujudnya penataan bangunan gedung dan lingkungan, serta terwj idnya
keandalan bangunan gedung.
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(2) Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan bangunar  gedung,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus mengikut: pedoman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3) Pemerintah provinsi dalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi 1 elakukan
pembinaan dalam penetapan kebijakan operasional pembenti kan dan
penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung di kabupaten dan di wi ayahn.a.

Bagian Ketiga
Pembinaan Teknis

Pasal 99

(1) Pembinaan pelaksanaan pedoman ini dilakukan olet Pemerin th dalam
rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian pemerintah caerah dan
masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukar melalui
pengaturan, pemberdayaan dan  pengawasan kepada pemerintah
kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah proviisi dalam
rangka pelaksanaan tugas dekonsentrasi.

BAB VI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 100

(1) Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyaraka:, yang tiiabul atas
kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk beriinat dan
bergerak dalam pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung.

{2) Peran masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pe aksanaan
pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, karena akhis iya hasil
pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung adalalb untuk kepentingan
seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 101
Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dapat berben uk:
(1) Memantau dan Menjaga Ketertiban Penyelenggaraan.

a. Apabila terjadi ketidaktertiban dalam pembangunan, pen anfaatan,
pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung, masyarak.t dapat
menyampaikan laporan, masukan dan usulan kepada Prmerintah
Kabupaten;

b. Setiap orang juga berperan dalam menjaga ketertiban dan 1 emenuhi
ketentuan yang berlaku, seperti dalam memanfaatkan fungsi langunan
gedung sebagai pengunjung pertokoan, mall, pasar dan pemania.t tempat
umum lain; dan

c. Laporan masyarakat dapat juga dilakukan melalui musyawarah gamoong dan
atau musyawarah mukim sebagai lembaga masyarakat khusus K bupaten
Aceh Tenggara.

(2) Memberikan Masukan Kepada Pemerintah Daerah

a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam Jenyen purnaan
peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung

b. Menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintal daerah
terhadap penyusunan rencana tata bangunan, rencena teknis | mngunan
gedung tertentu dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak
penting terhadap lingkungan;

. Penyampaian pendapat dan pertimbangan dapat melalui timn ahli bangunan
gedung yang dibentuk oleh Pemerintah Kota atau melalui forum dialc ; dan

dengar pendapat publik atau melalui musyawarah desa/ mukim; dan

147



d. Penyampaian pendapat tersebut dimaksudkan agar rnasyar
bersangkutan ikut memiliki dan bertanggung jawab dalam
bangunan dan lingkungannya.

(3) Melaksanakan Gugatan Perwakilan

a. Melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan ge
mengganggu, merugikan dan/atau membahayakan kepentingan u

b. Gugatan perwakilan dapat dilakukan sesuai dengan peraturar
undangan oleh perorangan atau kelompok orang yang mewakili
yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan ge
mengganggu, merugikan atau membahayakan.

BAB VII
PEMBINAAN

Paragraf 1
Umum

Pasal 102

(1) Pembinaan dilakukan dalam rangka tata pemerintahan yang b:
kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan sching
penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib d:
kendalan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya serta
kepastian hukum.

(2) Pengaturan dilakukan dengan pelembagaan peraturan perundang
pedoman, petunjuk dan standar teknis bangunan gedung sampai

daerah dan dioperasionalisasikan di masyarakat.

(3) Sebagian penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan yang terk

bangunan gedung dilakukan bersama-sama dengan masy«rakat

Paragraf 2
Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Pasal 103
(1) Pemerintah menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung seca

untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib penye
bangunan gedung.

(2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan
gedung.

Pasal 104

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaran bangu
di daerah.

(2) Pelaksanaan pembinaan oleh Pemerintah daerah berpedoman pada
perundang-undangan tentang pembinaan dan pengawasan atas pe
daerah.

Pasal 105

(1) Pemberdayaan dilakukan terhadap para penyelenggara bangunan ¢
aparat Pemerintah daerah untuk menumbuhkembangkan kesadarar
kewajiban dan perannya dalam penyelenggaraan bangunan gedung

(2) Pemberdayaan masyarakat yang belum mampu dimaksudk
menumbuhkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangar
gedung melalui upaya internalisasi, sosialisasi dan pelembagaan d

masyarakat.
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(3) Masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan ged ng adalah
masyarakat ahli, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, masyearakat semilik dan
pengguna bangunan gedung dan aparat pemerintah Daeran.

(4) Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan dengan melibatkan musvz varah kute
dan musyawarah mukim untuk dalam proses perencanaz 1 dengan
mengharuskan adanya persetujuan musyawarah kute atau mu im dalam
permohonan IMB maupun dalam pengawasan.

(5) Pekerjaan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh fasilit ator

(6) Fasilitator membangun kelompok-kelompok kader masyaraka: da: ‘arga yang
diorganisasikan sebagai motivator pembangunan, yang dilatih dan licampingi
secara intensif.

{7) Pembangunan perumahan dan lingkungan  menerapkan endekatan
pembangunan gotong royong, berbasis komunitas dan berb asis nilai

(8) Untuk tiap lokasi pembangunan akan dikembangkan konsep bengkel <onstruksi
(mencakup perencanaan dan berbagai teknik pembangunan) dan ben: kel bahan
bangunan (mencakup pengadaan bahan dan komponer) yang dilelola oleh
masyarakat sendiri dan merupakan wahana bagi masyarakat uni ik belajar
membangun dengan baik dan sekaligus menjadi media yang memp-rtemukan
berbagai pihak yang peduli dengan konstruksi dan bahan b angunan

(9) Fasilitator akan membangun jejaring dengan berbagai pihak ya ng terkait dengan
pembangunan perumahan dan lingkungan, termasuk perguruan ti gei, LSM,
dinas, asosiasi profesi, dsb.

(10)Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup kegiatan:

a. Pertemuan-pertemuan/musyawarah di tingkat komunites maupun «<ute;

b. Penyiapan dan pemilihan anggota kelompok;

c. Pelatihan dan bimbingan, termasuk pengadaan bahan dan media be lajar;

d. Pemetaan/survai swadaya, termasuk analisis, pembuatan peta sederhana
dan penulisan laporan; dan

e. Pengembangan bengkel konstruksi dan bengkel bahan bangunsa di tiap
kecamatan atau klaster beberapa kute yang menjadi sasaran progra n.

BAB VIII
PENERTIBAN PEMBANGUNAN

Pasal 106

(1) Penertiban ditujukan terhadap bangunan gedung yang tidak memilik IMB dan
bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan IMB.

(2) Pelaksanaan penertiban terhadap kegiatan pembangunar dilakuka melalui
tahapan-tahapan penerbitan surat pemberitahuan untuk mengurus [MB, surat
peringatan, surat perintah penghentian, penyegelan, surat perintah bor skar, dan
pembongkaran.

Pasal 107
(1) Surat Pemberitahuan untuk mengurus IMB sebagaimana dimaksud p-da Pasal

98 ayat (2) dikeluarkan apabila:

a. bangunan yang dibangun tidak menyimpang dengan RTRW Kabupaten dan
persyaratan teknis bangunan yang ditentukan dalam Qarun ini: dar

b. bangunan yang dibangun belum memenuhi persyaratan teknis, tets pi masih
dimungkinkan untuk diperbaiki.
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(2) Dalam surat pemberitahuan untuk mengurus IMB sebagaimana dir aksudkan
dalam ayat (1), disertai dengan perintah penghentian semer tara.

(3) Pemilik bangunan harus mengurus IMB sebagaimana dimaksud dalem ayat (1)
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak menerima Surat Pem be itahuan.

(4) Bupati memberikan peringatan tertulis kepada pemilik bangunan ge lung yang
tidak mengurus IMB dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dala a ayat (3).

(5) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Surat Pe ingatan seagaimana
dimaksud dalam ayat (4) tidak diindahkan, Bupati memerintahk:n pemilik
bangunan untuk membongkar bangunan gedung tersebut

(6) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari pemilik bangun.n gedung
tidak mengindahkan perintah bongkar dimaksudkan dalam ayat (), Bupati
berhak membongkar paksa atas biaya pemilik bangunan gedung.

Pasal 108

(1) Bangunan gedung yang dibangun tanpa IMB yang menyimpang ¢ iri RTRW
Kabupaten atau tidak memenuhi syarat teknis bangunan ged ng yang
ditentukan dalam Qanun ini harus dibongkar.

(2) Bupati mengeluarkan Surat perintah pembongkaran bargunan gec ang yang
dimaksudkan dalam ayat (1) dengan didahului surat perintah peghentian
pembangunan.

(3) Pembongkaran bangunan yang dimaksudkan dalam ayat (1) dilaki kan oleh
pemilik bangunan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) har sejak diter ma surat
perintah pembongkaran.

(4) Dalam hal pemilik bangunan tidak mengindahkan ketentuan dalanr avat (3),
Bupati melakukan pembongkaran paksa atas biaya pemilik rangunarn pedung.
Pasal 109

(1) Bangunan gedung yang dibangun menyimpang dari IMB diperintahk «n untuk
dihentikan dan harus disesuaikan kembali dengan persyaratan yang d tentukan
dalam IMB.

(2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima surat perintah
penghentian dan penyesuaian bangunan gedung pemegang [MB  tidak
mengindahkan ketentuan dalam ayat (1), Bupati melakukan pembongkaran
paksa atas biaya pemegang IMB.

BAB IX
UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 110

(1) Pemohon IMB yang merasa dirugikan dapat mengajukar keberatar kepada
pejabat yang mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan scb.gaimana
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan vang berlaku.

(2) Tata cara pengajuan proses keberatan diatur lebih lanjut dengan K. putusan
Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 111

(1) Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi ke: vajiban perenuhan
fungsi dan/atau persyaratan dan/atau penyelen ggaraan bangunan gedung
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sebagaimana dimaksud dalam Persyaratan Pembangunan Bangunan ( edung ini,
dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif pada butir 1 di atas dapat berupa:

a.
b.

PR ™o oo

i

peringatan tertulis;
pembatasan kegiatan pembangunan bangunan gedung;

penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan pen hangunan
bangunan gedung;

Penghentian sementara atau tetap pemanfaatan bangunan gedung;
Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;

Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;

Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; dan, atau
Perintah pembongkaran bangunan gedung.

(3) Selain pengenaan sanksi administratif dimaksud dalam butir 2 d pat pula
dikenakan sanksi denda paling banyak 10 % (sepulul persen) lari nilai
bangunan yang sedang atau telah dibangun.

(4) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan 3. « tentukan
oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

(1) Setiap pemilik bangunan yang tidak memenuhi ketentuan pada “asal 73
diancam pidana menurut peraturan perundang-undangan veng berlakt

(2) Setiap pemilik bangunan yang tidak memenuhi ketentuan pada “asal 69
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda palir ; banyak
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 113

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintat: Daer h diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindz < pidana

di

bidang Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalim Undan -undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

a.
b.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan meneliti keterangan atau la; oran
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Bangunan Gedu g agar
keterangan atau laporan tersebut menjdi lengkap dan jelas;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengena: oran; pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sch bungan
dengan tindak pidana di bidang Bangunan Gedung;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atar badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Banguann Gedung;

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokunien-dokum - n lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Bangunan Gedh ng;

151



f. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pe mbukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta mnielekukarn penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

g Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas enyidikan
tindak pidana dibidang Bangunan Gedung;

h. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalka ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung darn nemeriksa
identitas orang dan /atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf e;

i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidara Bangunes 1 Gedung;

j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

k. Menghentikan penyidikan; dan

I. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaren penyidilan tindak
pidana dibidang Bangunan Gedung menurut huakum a.g dapat
dipertanggungjawabkan;

(2) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberikan mulainya
penyidikan dan penyampaikan hasil penyidikan kepada peruntat ur m, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tz un 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

(1) Bagi bangunan gedung yang telah ada sebelum ganun ini beriaku y:-ng belum
memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan dalam tempo 3 (tiga) tahu terhitung
sejak tanggal perundangan qanun ini diwajiban telah memiliki Izin M endirikan
Bangunan, dengan tetap berkewajiban menyesuaikan banginan gedu: g dengan
persyaratan yang diatur dalam ganun ini.

(2) Penyesuaian bangunan gedung sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1)
diberikan tenggang waktu 5 (lima) tahun.

(3) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalen: ayat (2) diberikan
sepanjang lokasi bangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruung.

(4) Permohonan IMB yang diajukan dan belum diputuskan pada saa' janun ini
diundangkan, diselesaikan berdasarkan ketentukan-ketentuan ganurn i i.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115
Pada saat qanun ini mulai berlaku, semua peraturan perund:ng- undar zan yang
berkaitan dengan Tim Ahli Bangunan Gedung atau sejenisnya dinyataka masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dal:m qanun
ini.

Pasal 116

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanurn i i dengan
penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.
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Ditetapkan di : Kutacar
pada tanggel : G- 9-2)14

% BUPATI ACEH TENGGARA,
R,
HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal :@-9-2014

SEKRETARIS DAERAH
W KABUPATEN ACEH TENGGARA, %

=

GANI SUHUD

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR ot
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